SALINAN

PUTUSAN
Nomor 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama . Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrat
Alamat . Wisma Proklamasi 41, JI. Proklamasi No. 41,

Jakarta Pusat 10320

2. Nama : Dr. Hinca IP Pandjaitan Xlll, S.H., M.H., ACCS.
Jabatan . Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrat
Alamat . Wisma Proklamasi 41, JI. Proklamasi No. 41,

Jakarta Pusat 10320

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada
MM. Ardy Mbalembout, S.H. M.H. CLA., Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H.,
Mehbob, S.H., M.H., MBA. CN., Jansen Sitindaon, S.H. M.H., Richard Faisal, S.H.
M.H., Yandri Sudarso, S.H. M.H., Ardian Hamdani, SH. M.H., Muhajir, S.H., M.H.,
Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC. S.H. M.H., Dimaz Elroy, S.H., Asdar Toshibo,
S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Rony Eli
Hutahaean, S.H. M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Klemens Ame, S.H., dan Natalia
Petracia Sahetapy, S.H. adalah para advokat dari Tim Advokasi Dewan Pimpinan
Pusat Partai Demokrat, beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jl. Proklamasi No. 41,



Jakarta Pusat 10320, serta Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Juli 2019, Reinhard
Romulo Silaban, S.H. dan Dimaz Elroy, S.H. memberikan kuasa untuk sebagian
kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H., advokat/pengacara, konsultan hukum, yang
beralamat di Wisma Proklamasi 41, JI. Proklamasi No. 41, Jakarta Pusat 10320,
untuk dan atas nama pemberi kuasa guna menghadiri dan mewakili pemberi
kuasa pada persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)
calon legislatif DPRD Provinsi Maluku dari Partai Demokrat, yang seluruhnya baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi

Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------------=====mmmmmmmm oo Pemohon;
Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 211/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019
bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,
Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo,
S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.l., M.H.,
Mohammad Ulin Nuha, S.H.l., M.H., Bakhtiar Panji Taufig Ulung, S.H., Remana
Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron
Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, SH., S.H.l., Adityo
Darmadi, SH., M.H., Fanadini Dewi, S..H., Nurlaili Rahmawati, S.H.l., M.H.I.,
Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., adalah Advokat dan
Asisten Advokat dari Kantor Hukum dari Kantor Hukum NURHADISIGIT Law
Office, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT 8 RW 4, Menteng —
Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk

dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------- mememememememmmemem e eeee Termohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;



Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23

Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.53 WIB
sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 129-14-31/AP3-
DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan permohonan bertanggal
21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal
24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 268-14-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei
2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang
diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Senin, tanggal 1 Juli 2019
pukul 13.00 WIB, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari
Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 59-14-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVI1/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
268-14-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

l. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjunta disebut UUD 1945), menyatakan:
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah Konstitusi merupakan
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk



menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan,
sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu
yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Dasar Tahun 1945;

Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang
ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor
24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjunya di sebut UU MK) dan
Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah
memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum
sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu),
menyatakan: “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan
suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD
dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan
suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”;

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan
penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan
permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU
kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya
disebut UU Pemilu), menyatakan “KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”,



Bahwa permohonan a quo adalah Permohonan Pembatalan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-
KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, PUKUL 01. 46 WIB tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakilpresiden Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita
Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari
Selasa Pukul 01. 46 WIB;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah
Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara
perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU)
anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya

badan Peradilan khusus;

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan
“Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ UU MK, Pemohon adalah
Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2)
huruf ¢ UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan
hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);

Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu),
menyatakan: “Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang
telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU?”;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan



Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018),
pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai
politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR
dan DPRD Provinsi/DPRA/DPRK ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
(KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun
2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-
KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 MEI 2019, PUKUL 01. 46 WIB. tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakilpresiden Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional
dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor:
135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul 01.
46 WIB;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU
Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam
jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak
diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional
oleh KPU ;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor :
987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46
WIB. tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakilpresiden



V.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan
Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada
hari Selasa Pukul 01. 46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil
pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah
Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019,
pukul.....WIB;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang
diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

POKOK-POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan

DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah pemilihan,

adalah sebagai berikut :

1.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU

NAMA : HALIMUN SAULATU.

DAPIL 3, NO. URUT 2 (DUA).

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahakamah Konstitusi dengan

alasan- alasan sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon berkeberatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk
pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 3.



Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan
No. 41/PHPU.D/VI/2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menegaskan
bahwa ......... Dengan demikian tidak satupun Pasangan calon Pemilihan
Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya
pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan
Pemilihan Umum, Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan
guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek
pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif seperti perkara a quo”.
Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PHP-BUP/XV/2017,
tanggal 23 Mei 2017 jo. Putusan Mahkamah No. 57/PHPU.D/VI/2008,
Mahkamah menyatakan bahwa : ....... berdasar kan Konstitusi dan Undang -
Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi,
Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip
pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No.32 Tahun
2004, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatasi
kewenangan Pemohon sebagai Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD
Provinsi Maluku, Dapil Maluku 3 atas nama Halimun Saulatu, SE., M.Si
selaku Warga Negara yang dilindungi Hak-Haknya oleh UUD 1945, dengan
hanya menjatuhkan putusan bersandar Hasil Perolehan Suara saja,
Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi harus menegakan kebenaran dan
keadilan yang subtansial, harus melakukan Terobosan Hukum dengan
mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D/VI/2008
diatas, sehingga Pemohon dapat memperoleh keadilan yang Subtansial,
bukan atas dasar Perhitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh
Termohon secara Nasional tersebut dengan mengabaikan berbagai
Kecurangan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon melalui
perangkat dibawanya dalam Melaksanakan Pemilihan Umum Calon
Angggota DPRD Provinsi Maluku, Dapil Maluku 3.

Bahwa telah terjadi berbagai Kecurangan dan Pelanggaran yang sengaja
dilakukan oleh Termohon melalui perangkat dibawanya yaitu KPU Provinsi
Maluku, KPU Kabupaten Maluku Tengah, PPK Leihitu, PPK Teluti Dalam

Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku, Dapil Maluku 3 antara lain:



a. Terdapat Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DTPHP-2) Ganda yang
nama, tanggal, bulan dan tahun Lahir sama di Desa Mamala dan Desa
Morela, Kecamatan Leihitu yang tidak terkoreksi oleh Termohon dan
perangkat dibawanya yaitu KPU Provinsi Maluku, KPU Kabupaten
Maluku Tengah, PPK Leihitu (Bukti P.4, P-5, P-6, P-10,), sehingga
Pemilih menggunakan Hak Pilihnya 2 (dua) Kali pada TPS-TPS di Desa
Mamala dan Desa Morela, Kecamatan Leihitu Kabupaten MalukuTengah,
Provinsi Maluku.

b. Pemilih yang DPTnya di Kabupaten Seram Bagian Barat, mengunakan
Hak Pilih di Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku
Tengah (P-7, P-8).

c. Pemilih yang DPTnya di Kabupaten Seram Bagian Barat, mengunakan
Hak Pilih di Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah
(P-9).

d. Pemilih yang namanya ada dalam DPT Kabupeten Seram Bagian Barat
melakukan Pemilihan/Pencoblosan di TPS 13, TPS.14, TPS.15 Dusun
Waeputih, TPS.10, TPS.11, TPS.9 Dusun Waelapia Desa Larike, TPS.14
Desa Ureng, Kecamatan Lehitu Barat, Pada TPS 1, TPS.2, TPS.3,
TPS..4, TPS.5, TPS.5, TPS.6, TPS.7, TPS.8, TPS.9, TPS.10, TPS.11
Desa Mamala, TPS.4 dan TPS.13 Desa Morela, Kecamatan Leihitu,
Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku setelah membuka Kotak
suara ternyata tidak ada Formulir C.7-KPU, sehingga Ketua PPK Leihitu
menyatakan bahwa tidak adanya Formulir C-7 dan Pada TPS 19,
TPS.20, TPS.21, TPS.22, TPS.23 Desa Asilulu Pemilih yang berasal dari
Seram Bagian Barat dengan tidak membawa Surat Pindah berupa
Formulir A5 Model DB2-KPU, akan tetapi Pemilih Melakukan
Pencoblosan pada TPS-TPS tersebut, sehingga aada Permasalahan
(Bukti P-14).

e. Bahwa terhadap Pelanggaran-pelangaran yang dilakukan Saksi
Pemohon telah berkeberatan (Bukti P-15, P-16), tetapi tidak diselesaikan
oleh KPPS dan berlanjut di PPK, Leihitu dan Leihitu Barat, KPU
Kabupaten Mauku Tengah, KPU Provinsi Maluku dan Termohon tetapi

tidak diselesaikan.
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f. Bahwa Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat KPU
Provinsi Maluku, dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Serta Keputusan KPU Provinsi Maluku, sengaja dibuat dengan huruf
yang sangat kecil dan tidak terbaca, sehingga pada saat Rekapitulasi
Penghitungan Suara tidak dapat dibaca oleh Saksi Pemohon dan
ternyata telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan Calon Anggota
DPRD Provinsi Maluku, Dapil Maluku 3 atas nama Halimun Saulatu, SE.,
M.Si ke Partai lain dan Calon Anggota DPRD Dari Partai lain (Bukti P-11,
P-12, P-13).

Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di

Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk Kecamatan Teluti, Kabupaten

Maluku Tengah, ditemukan Kketidak konsistenan jumlah Pemilih yang

menggunakan Hak Pilih dengan jumlah Suara yang digunakan Dalam

Formulir Model DAA-1 Plano untuk semua Tingkatan pada Kecamatan Teluti,

atas dasar itulah maka Saksi Pemohon mengajukan Keberatan dan oleh

Bawaslu dijadikan temuan, sehingga Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah

mengeluarkan Rekomendasi No. 005/Bawaslu/V/2019 Kepada KPU

Kabupaten Maluku Tengah dan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah

mengeluarkan Catatan Kejadia khusus berupa Berita Acara No.

159/PL.01.7/SD/8101/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasili

Perhitungan Perolehan Suara Di tingkat Kabupaten Maluku Tengah

Pemilihan Umum Tahun 2019 disebabkan karena:

a. Proses rekapitulasi untuk Kecamatan Teluti ditemukan
ketidakkonsistenan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih
dengan jumlah surat suara yang digunakan Model DAA-Plano untuk
semua tingkatan.

b. Penggunaan Formulir Model DAA.1-Plano untuk semuan Tingkatan
Pemilihan di Kecamatan Teluti masih juga ditemukan ketidaksesuain
Data Pengguna Hak Pilih dengan Data suara sah. (Bukti P.17)

Bahwa ternyata KPU Kabupaten Maluku Tengah tidak menjalankan

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah No. 005/Bawaslu/V/ 2019

tersebut dengan alasan bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

ditingkat Kabupaten Maluku Tengah telah berakhir, maka KPU Kabupaten
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Maluku Tengah mengeluarkan Catatan kejadian Khusus Dalam Bentuk
Formulir Model DB-KPU untuk ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Maluku,
tetapi saat Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi, Rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Maluku Tengah tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi
Maluku dengan alasan akan melakukan Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara di tingkat Nasional, padahal baru Hari Pertama Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Provisi Maluku, sehingga
seharusnya KPU Provinsi Maluku melakukan Pembetulan dan
menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu kabupaten Maluku Tengah tersebut
sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2019.

6. Bahwa Perbuatan Termohon melalui KPU Provinsi Maluku yang
mengabaikan Catatan Kejadian Khusus dari KPU Kabupaten Maluku Tengah,
Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, serta Keberatan dari
Bawaslu Provinsi pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di
Tingkat Provinsi Maluku Tengah sebelum hari terakhir Rekapitulasi adalah
Pelanggaran yang tidak bisa ditolelir dan dibiarkan oleh Mahkamah Konstitusi
karena Pelanggaran tersebut telah melanggar prinsip-prinsip pemilu yang
diatur dalam UUD 1945, dengan demikian Mahkamah Konstitusi Hak
Pemohon sebagai Peserta Pemilu dan Hak Calon Anggota DPRD Provinsi
Maluku Dapil Maluku 3 atas nama Halimun Saulatu, S.E., M.Si. selaku
Warga Negara yang dilindungi hak-haknya oleh UUD 1945, untuk itu
Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi harus menegakan kebenaran dan
keadilan yang subtansial yaitu dengan memerintahkan Termohon untuk
melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS Pada

Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

V. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PN.01.8—
Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
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Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinis, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah
Pemilihan Maluku Tengah.

3.  Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melaksanakan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Leihitu dan Lehit Barat pada
TPS-TPS sebagai berikut :

a. TPS 13, TPS.14, TPS.15 Dusun Waeputih, TPS.10, TPS.11, TPS.9
Dusun Waelapia Desa Larike, TPS.14 Desa Ureng, Kecamatan Lehitu
Barat, Pada TPS 1, TPS.2, TPS.3, TPS..4, TPS.5, TPS.6, TPS.7,
TPS..8, TPS.9, TPS.10, TPS.11 Desa Mamala, TPS.4 dan TPS.13
Desa Morela, TPS 19, TPS.20, TPS.21, TPS.22, TPS.23 Desa Asilulu
Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

b.  Seluruh TPS di Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi
Maluku.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan
Putusan ini.

Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

2. KOTA AMBON
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA AMBON - PROVINSI MALUKU
NAMA : MURIANY DOMINGGUS
DAPIL : 2 KOTA AMBON NO. URUT 1 (SATU)

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk
Pemilihan Anggota DPRD Kota Ambon Derah Pemilihan Kota Ambon 2

Provinsi Maluku, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini (Bukti P-6):

NO. NAMA PARTAI POLITIK PEROLEHAN SUARA
1. Partai Kebangkitan Bangsa 2.421
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2 Partai Gerakan Indonesia Raya 3.669
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1.770
4. Partai Golongan Karya 5.606
5. Partai Nasdem 2.883
6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.178
7 Partai Berkarya 1.781
8 Partai Keadilan Sejahtera 3.658
9. Partai Persatuan Indonesia 2.571
10. | Partai Persatuan Pembangunan 4.480
11. | Partai Solidaritas Indonesia 662

12. | Partai Amanat Nasional 1.838
13 Partai Hati Nurani Rakyat 3.429
14 Partai Demokrat 2.405
19. | Partai Bulan Bintang 1.832
20. | Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia 528

Bahwa Perolehan Suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kota Ambon
Daerah Pemilihan Kota Ambon 2 Provinsi Maluku dan Partai Lainnya untuk
pengisian keanggotaan DPRD Kota Ambon Dapil Kota Ambon 2, Provinsi

Maluku adalah sebagai berikut:

No. Nama Partai Dan Calon g;ﬁ;gl Suara Caleg
Urut Partai Gerakan Indonesia Raya | 120

1 Rustam Latupono, S.Pi 1.822

2 Moh. Subchan Mardan,M.Si 629

3 Elvira Susanti Salasa,S.Pi 139

4. Madja Rumahtiga,SE 416

5. Hartati Umasugi 74

6 Ernawaty Radiki 39

7 Abdullah Sangadiji,SP 200

8. Nindatu Tuahena,S.Sos 6

Jumlah Suara Partai dan Calon 3669

No. Nama Partai Dan Calon g;rapril Suara Caleg
Urut Partai Golongan Karya 215

1. Margaretha Siahay 1.267

2 Nita Bin Umar,SP 1.153

3 Ramli Marasabessy,SH.,MH 956

4. Moh. Fagi Fakaubun,SE 744

5. Hartati Umasugi 74

6 Ernawaty Radiki 39

7 Abdullah Sangadiji,SP 200

8. Nindatu Tuahena,S.Sos 6

Jumlah Suara Partai dan Calon 3669

No. Nama Partai Dan Calon g:ﬁ;gl Suara Caleg
urut Partai Nasdem 142

1. Rizgan A.H. Semarang,S.IP 231

2. Saipul Sampulawa,SH 860
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3. Patma Tehuayo 71
4, Nurmiyati 313
5. Nathan Palonda,SH.,MH 911
6. Alfana Agnes Silooy-S 17
7. Mahmud Tuasikal,SE 92
8. Muthalib Ridwan Wala,S.IP 246
Jumlah Suara Partai dan Calon 2883
No. Nama Partai Dan Calon ?:ﬁ;il Suara Caleg
Urut Partai Keadilan Sejahtera 306
1. Yusuf Wally,S.Pi.,M.Si 1.710
2. Seh Najar 1.056
3. Dra. Sri Hartati 248
4, Muslimin,S.Pd.| 170
5. Yeni Abidin,SE 34
6. Siti Aisa,SH 43
7. Sumiati HI Patang 35
8. Hadri Dany Kurnia,ST 56
Jumlah Suara Partai dan Calon 3.658
No. Nama Partai Dan Calon ﬁ:ﬁ:gl Suara Caleg
Urut Partai Persatuan Indonesia 58
1. Drs. Moch. Arsjad Namsa 121
2. Drs. Din Tuharea 305
3. Siti Fatwchah,SH 54
4, Fadjrin Mahu,SE 133
5. Sumiyani,S.Pd.| 44
6. La Sapar 718
7. Yuliastri Kampono 10
8. Johan Van Capelle,S.Kom 1.128
Jumlah Suara Partai dan Calon 2.571
Nama Partai Dan Calon Suara Suara Caleg
No. Parpol
Urut | Partai Persatuan | 173
Pembangunan
1. Zahra Mabruk 650
2. Syaikhan Azzuhry Rumra,S.Ksi 1.133
3. Mohdar Wattiheluw,S.Sos 276
4, Andi Rahman 1.311
5. Muhamad Husin Tuharea 501
6. Muliati Syamsuddin 137
7. Lili Bin Soleman,S.Pi 46
8. Muhammad Tayyib 173
Lisaholet,S.Sos
Jumlah Suara Partai dan Calon 4.480
No. Nama Partai Dan Calon g:ﬁ;gl Suara Caleg
Urut Partai Hati Nurani Rakyat 65
1. Achmad Ohorella,S.IP 873
2. Baus Sirsabad 151
3. Fatma Mahu 55
4, Hadiyanto Junaidi,S.IP 1.153
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5. Said Kaplale,SE 869
6. Intan Sandanafia Sari 20
Ningkeula
7. Sekar Mad;ji,SP 205
8. Husniyati Utami 38
Jumlah Suara Partai dan Calon 3.429
No. Nama Partai Dan Calon ﬁ;ﬁ:il Suara Caleg
Urut Partai Demokrat 106
1. Muriany Dominggus 815
2. Abdul Amal Sanaky 82
3. Dewi Wahyuni Syukur 15
4. Ridwan Achmad Tranggano 785
5. Evi Yeni 9
6. Nurdin Nurlette 576
7. Dwina Huzaifah Pelu 7
8. Hendra Abubakar,S.Sos 10
Jumlah Suara Partai dan Calon 2.405
No. Nama Partai Dan Calon ?:?F:gl Suara Caleg
Urut Partai Bulan Bintang 77
1. Riduan Hasan, SH 524
2. Mohammad Chaili Syukur 124
3. Dra. Nurmiyati Attamimi, Spd. 31
4. Sayuti Tjoleng, SE 369
5. Yaners Eko Eryanstyo, S.Hi 48
6. Hj. Nurhawa Marasabessy, 402
S.Sos
7. Muhammad Amirudin, ST 177
8. Raindra Yulia Hasanussi, SE 60
Jumlah Suara Partai dan Calon 1.832
Nama Partai Dan Calon Suara Suara Caleg
No. Parpol
Urut | Partai Keadilan Dan Persatuan | 16
Indonesia
1 Husein Lessy, SH 142
2 Hermes Raymond Betaubun 168
3 Erly Sandy Tamtelahitu 12
4, David Bally, ST 48
5. Geutruida Maria Pesulima 110
6 Anthoneta Difer Karabua 5
7 Idris Sangadiji 6
8. Abdullah Chairul Nurlette, ST 21
Jumlah Suara Partai dan Calon 528

Dimana Calon Anggota DPRD Kota Ambon yang ditetapkan untuk Pengisian
Anggota DPRD Kota Ambon, Dapil Ambon 2, Provinsi Maluku adalah sebagai
berikut :



16

No. | Partai Politik Nama Calon Perolehan
Suara

1. Partai Gerakan Indonesia | Rustam Latupono, S.Pi 1.822
Raya

2. Partai Golongan Karya Margaretha Siahay 1.267

3. Partai Nasdem Nathan Palonda,SH.,MH 911

4. Partai Keadilan Sejahtera Yusuf Wally,S.Pi.,M.Si 1.710

5. Partai Persatuan Indonesia | Johan Van Capelle,S.Kom | 1.128

6. Partai Persatuan | Andi Rahman 1.311
Pembangunan

7. Partai Hati Nurani Rakyat Hadiyanto Junaidi,S.IP 1.153

Bahwa Perolehan Suara untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Ambon,
Dapil Ambon 2, Provinsi Maluku, diperoleh dengan cara-cara yang curang
dan bertentangan dengan Prosedur dan aturan yang berlaku, hal ini
dikarenakan, karena terjadi perpindahan suara dari Partai yang satu ke Partai
yang lain, suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kota Ambon atas nama
Muriany Dominggus suaranya dihilangkan dan dipindahkan ke Partai dan
Calon Anggota DPRD Kota Ambon Dapil Kota Ambon 2 lainya pada tingkat
PPS dan PPK sampai ke KPU Kota Ambon, Sertifikasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Model DA.1-DPRD Kab/Kota dan Model DB.1- DPRD Kab/
Kota sengaja dibuat dengan huruf yang sangat kecil, sehingga pada saat
Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak dapat dibaca oleh Saksi Pemohon,
oleh karena itu menyulitkan Pemohon untuk mengajukan Keberatan terhadap
Hasil Penghitungan Suara PPK Sirimau dan KPU Kota Ambon.

Bahwa Kecurangan dan Pelanggaran tersebut sangat subtansial yang
dilakukan oleh Termohon dan perangkat dibawahnya yaitu KPPS, PPK dan
KPU Kota Ambon dalam pemungutan dan Penghitungan Suara yang
dilaksanakan pada tanggal 17 Aprii 2019 sampai dengan Penetapan
Perolehan Suara secara Nasional pada tanggal 21 Mei 2019, sehingga telah
mencederai asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia, dan
juga telah mempengaruhi Hasil Perolehan Suara dari Pemohon dan Calon
Anggota DPRD Kota Ambon Dapil Kota Ambon 2 atas nama Muriany
Dominggus.

Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan
No. 41/PHPU.D/VI/2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menegaskan
bahwa ......... Dengan demikian tidak satupun Pasangan calon Pemilihan
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Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya
pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan
Pemilihan Umum, Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan
guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek
pelanggaran sistimatis, terstruktur dan massif seperti perkara a quo”.
Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah
No. 54 / PHP-BUP / XV / 2017, Tanggal 23 Mei 2017 jo Putusan Mahkamah
No.57 / PHPU.D/VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : ..... berdasarkan
Konstitusi dan Undang - Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai
Pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran
atas prinsip-prinsip pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan
UU No.32 Tahun 2004, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak boleh
membatasi kewenangan Pemohon selaku Warga Negara yang dilindungi
hak-haknya oleh UUD 1945, dengan hanya menjatuhkan putusan bersandar
Hasil Perolehan Suara saja, Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi harus
menegakan kebenaran dan keadilan yang subtansial, harus melakukan
Terobosan Hukum dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No.
57/PHPU.D/VI/2008 diatas, sehingga Pemohon dapat memperoleh keadilan
yang subtansial, bukan atas dasar Perhitungan Perolehan Suara yang
ditetapkan oleh Termohon secara Nasional tersebut dengan mengabaikan
berbagai Kecurangan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon
melalui perangkat dibawanya dalam Melaksanakan Pemilihan Umum Calon
Angggota DPRD Kota Ambon Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan Temuan Panwas Kecamatan Sirimau bahwa telah terjadi
Pelanggaran Pemilu di TPS 1 Desa Galala Kecamatan Sirimau, dan telah
ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Kajian Dugaan Pelanggaran yang
Merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa
Galala Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku (Bukti P-7, Bukti P-
8, dan Bukti P-9).

Bahwa ternyata Pemungutan Suara Ulang ( PSU) yang direkomendasikan
oleh Panwas Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku tersebut
yang merupakan kewajiban Termohon melalui Perangkat dibawanya yaitu
PPK dan KPU Kota Ambon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang
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(PSU) pada TPS 1 tersebut sesuai Ketentuan Pasal 373 UU Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilu, oleh karena itu untuk mewujudkan asas Pemilihan
Umum yang Jujur dan Adil, maka merupakan kewenangan Mahkamah
Konstitusi guna memerintahkan Termohon agar memerintahkan perangkat
dibawahnya yaitu KPU Kota Ambon guna mengeluarkan Keputusan untuk
Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Galala

Kecamatan Sirimau-Kota Ambon, Provinsi Maluku.

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-
Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan Anggota DPRD Kota
Ambon sepanjang di daerah pemilihan Kota Ambon 2, Provinsi Maluku.

3. Memerintahkan Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu KPU Kota
Ambon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa
Galala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

4. Memerintahkan Termohon Melalui Perangkat dibawahnya vyaitu Komisi
Pemilihan Umum Kota Ambon, Bawaslu Kota Ambon, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku untuk mengawasi
Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya,

5.  Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon dengan Akta

Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 268-14-31/AP3-DPR-
DPRD/PAN.MK/2019 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang
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diberi tanda P-1 sampai dengan P-23A (Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Maluku
3), dan P-1 sampai dengan P-19 (Daerah Pemilihan DPRD Kota Ambon 2), sebagai
berikut:

A. Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Maluku 3

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

2. Bukti P-2 . Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-
Kpt/03/KPU/I1/2018, tanggal 13 April 2018;

3. Bukti P-3 . Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor
Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;

4. Bukti P-4 : Fotokopi  Daftar Pemilih  Tetap Hasil Perbaikan
(DTPHP-2), Desa Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten
Maluku Tengah Provinsi Maluku (Formulir Model A.3-KPU).

5. Bukti P-5 : Fotokopi  Daftar Pemilih  Tetap Hasil Perbaikan
(DTPHP-2), Desa Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten
Maluku Tengah Provinsi Maluku (Nama-nama ganda pada
DPT) (Formulir Model A.3-KPU);

6. Bukti P-6 : Fotokopi  Daftar Pemilih  Tetap Hasil Perbaikan
(DTPHP-2), Desa Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten
Maluku Tengah, Provinsi Maluku (Nama-nama yang tanggal,
bulan, dan tahun lahir sama) (Formulir Model A.3-KPU);

7. Bukti P-7 . Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019,
Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian
Barat, TPS 034 sampai dengan TPS 040, Kabupaten Maluku,



8. Bukti P-8

9. Bukti P-9

10. Bukti P-10

11. Bukti P-11

12. Bukti P-12

12. Bukti P-13
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Provinsi Maluku (Formulir A.3-KPU);

: Fotokopi Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS

013 Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten
Maluku Tengah dan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan
Umum Tahun 2019 TPS 009, TPS 010, dan TPS 011
Kecamatan Leihitu Barat, Desa Larike Kabupaten Maluku
Tengah (Model A.1-KPU);

. Fotokopi Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019, pada

TPS 023, Desa Assilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten
Maluku Tengah dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun
2019, TPS 014, Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat,
Kabupaten Maluku Tengah (Formulir Model A.1-KPU);

: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2, Desa

Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah
(Formulir model A.DPTHP2.1-KPU), tanggal 10 Desember
2018;

. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Maluku Nomor 395/HK.03.1.Kpt/81/Prov/V/2019 tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Raakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019, tanggal 20 Mei
2019 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Maluku dari Setiap Kabupaten/Kota Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum
Tahun 2019 Daerah Pemilihan Maluku 3;

. Fotokopi Sertifkat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Maluku dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah
Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan
Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku 3
(Formulir DA.1-DPRD);

: Fotokopi  Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Bukti P-14

Bukti P-15

Bukti P-16

Bukti P-17

Bukti P-18

Bukti P-19

Bukti P-20

Bukti P-21

Bukti P-22
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Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Maluku dari Setiap Kecamatan di Daerah
Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun
2019 Provinsi Maluku, Dapil Maluku 3 (Formulir DB.1-DPRD);

. Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian

Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Ditingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 (Model
DB2-KPU), tanggal 13 Mei 2019;

: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian

Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di
Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Kabupaten
Maluku Tengah (Model DB2-KPU), tanggal 14 Mei 2019;

: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian

Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di
Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 dari M. Nur
Nukuhehe (Model DB2-KPU), tanggal 14 Mei 2019;

. Fotokopi Berita Acara Nomor 59/PL.01./SD/8101/KPU-

Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Maluku Tengah
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB-KPU), tanggal 16
Mei 2019;

. Fotokopi di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah

(Model DA.1-DPRD Kab/Kota);

. Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah

Nomor 005/Bawaslu-Malteng/VI/ 2019, tanggal 15 Mei 2019;

: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku

Tengah Nomor 61/PP.01.7.SD/8101/KPU-Kab/V/2019 perihal
Rekomendasi, tanggal 15 Mei 2019;

: Rekapan Suara dalam bentuk video dalam CD tentang

Penghitungan Suara di tingkat KPPS pada TPS di Desa Lafa,
Desa Yamalatu, Desa Hunisi, Desa Laimu, Desa Wolu, Desa

Tehua, Desa Laha, di Kecamatan Teluti;

: Fotokopi  Sertifkasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan
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Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Maluku dari Setiap Desa/Kelurahan Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan
Tahun 2019, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah,
Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3 (DA.1-DPRD Kab/Kota);

: Fotokopi Laporan Pemilu Nomor 44/MDTS/DPC.PD-

Kap.Malteng/V/2019, tanggal 23 Mei 2019;

. Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Maluku

Tengah Nomor 004/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019
tanggal 17 Juni 2019.

B. Daerah Pemilihan DPRD Kota Ambon 2

1.

2.

3.

Bukti P-1

Bukti P-2

Bukti P-3

. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 tentang Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun
2019, tanggal 17 Februari 2019;

. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/111/2018 tentang Perubahan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-
Kpt/03/KPU/I1/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 6 Maret
2018;
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5.
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Bukti P-4

Bukti P-5

Bukti P-6

Bukti P-7

Bukti P-8

Bukti P-9

Bukti P-10
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. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 13 April 2018;

: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 tentang
Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari
2018;

. Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan

Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan
Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun
2019, Kabupaten/Kota Ambon, Provinsi Maluku, Daerah
Pemilihan Kota Ambon 2 (Model DB1-DPRD KAB/KOTA);

. Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan Sirimau Nomor 016/Panwascam-Sirimau/IV/2019,
perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal
23 April 2019.;

. Fotokopi Formulir Temuan Nomor 001/TM/PL/31.01/Cam.

Sirimau/IV/2019 (Formulir B.2), tanggal 25 April 2019;

. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor

001/TM/PL/31.01/Cam.Sirimau/IV/2019 (Formulir B.10),
tanggal 25 April 2019;

. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Galala, Kecamatan
Sirimau (Model C-KPU), tanggal 17 April 2019 dan Sertifikat
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Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun
2019, TPS 01, Kecamatan Sirimau, Desa Galala, Provinsi
Maluku, Daerah Pemilihan Kota Ambon 2 (Model C1-DPRD
Kab/Kota);

. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Batu Merah, Kecamatan
Sirimau (Model C-KPU), tanggal 17 April 2019 dan Sertifikat
Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun
2019, TPS 45, Kecamatan Sirimau, Desa Batu Merah,
Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Kota Ambon 2 (Model C1-
DPRD Kab/Kota);

. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019, TPS 25, Kecamatan Sirimau, Desa Batu
Merah, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Kota Ambon 2
(Model C1-DPRD Kab/Kota);

. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019, TPS 115, Kecamatan Sirimau, Desa Batu
Merah, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Kota Ambon 2
(Model C1-DPRD Kab/Kota);

. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 Kecamatan Sirimau, Desa Batu Merah,
Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Kota Ambon 2 (Model C1-
DPRD Kab/Kota);

. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019, TPS 132, Kecamatan Sirimau, Desa Batu
Merah, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Kota Ambon 2
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
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. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019, TPS 54, Kecamatan Sirimau, Desa Batu
Merah, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Kota Ambon 2
(Model C1-DPRD Kab/Kota);

. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019, TPS 108, Kecamatan Sirimau, Desa Batu
Merah, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Kota Ambon 2
(Model C1-DPRD Kab/Kota);

. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019, TPS 72, Kecamatan Sirimau, Desa Batu
Merah, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Kota Ambon 2
(Model C1-DPRD Kab/Kota);

. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019, TPS 62, Kecamatan Sirimau, Desa Batu
Merah, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Kota Ambon 2
(Model C1-DPRD Kab/Kota).

Selanjutnya untuk Pemohon dengan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 129-14-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tidak mengajukan alat

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon

memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan
Jawaban Termohon Nomor 161-14-31/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang
diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
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Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-

alasan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah
Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh
Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota
DPR/DPRD)? Yaitu khususnya dalam hal adanya caleg yang bernama
1) Halimun Saulatu, S.E, M.Si (Caleg DPRD Provinsi Maluku Dapil 3
No. Urut 4), tertulis dalam permohonan Dapil 4, 2) Muriany Dominggus
(Caleg DPRD Kota Ambon Provinsi Maluku Dapil 2 No. Urut 1).

Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018
(selanjutnya disebut “PMK 2/2018”), secara tegas membedakan antara
Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a)
PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan
Caleg DPR/DPRD (Pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan
ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di
Mahkamah Konstitusi.

Petitum permohonan pemohon angka 2 halaman 13 menyatakan “......
untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan
Maluku Tengah”. Petitum tersebut merupakan petitum yang kabur,
dalam pemilihan umum tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPRD
Provinsi Maluku tidak dikenal daerah pemilihan Maluku Tengah.
Selanjutnya, dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis
tanggal tanggal 11 Juli 2019, Pemohon menyatakan merenvoi petitum
dalam angka 2 halaman 22 yang sebelumnya tertulis “...... untuk
pemilihan Anggota DPRD Kota Ambon sepanjang di daerah pemilihan
Kota Ambon 2, Provinsi Maluku”. direnvoi menjadi “untuk pemilihan
Anggota DPRD Kota Ambon sepanjang di Daerah pemilihan Sirimau 2
Kota Ambon, Provinsi Maluku. Petitum yang direnvoi tersebut
menyebabkan permohonan menjadi kabur karena dalam pemilihan
umum tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kota Ambon tidak
dikenal daerah pemilihan Sirimau 2.

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon a quo tidak jelas dan kabur
karena menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan,
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sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (obscuur libel),
sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat

diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI MALUKU

2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD
PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 3

1.

Pada prinsipnya Tetermohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau
argumentasi dari Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh
Termohon.

Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon seluruhnya tidak berhubungan
dengan dalil-dalil dalam objek sengketa hasil Pemilu, karena Pemohon tidak
secara jelas menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar menurut
Termohon, sehingga perolehan suara tersebut apabila dapat dibuktikan
Pemohon, maka akan berpengaruh terhadap perolehan kursi kepada
Pemohon. Sebab pada Dapil Maluku 3, Partai Demokrat adalah salah satu
partai yang memiliki perolehan suara untuk memperoleh kursi, sehingga
kedudukan hukum Termohon berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, haruslah menjadi Pihak
Terkait dalam perselisihan hasil Pemilu. Ataupun demikian, apabila
permohonan diajukan calon Nomor Urut 2 dari partai Demokrat di Dapil
Maluku 2, maka calon tersebut memiliki kedudukan hukum sebagai
Pemohon perseorangan, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik

Dalil Pemohon pada halaman 10 angka 3 menyatakan terdapat berbagai
kecurangan dan pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh Termohon antara
lain adanya DPTHP-2 yang nama, tanggal dan bulan dan tahun lahir sama,
pemilin yang terdaftar di DPT Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan
hak pilih di Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat, adalah dalil

yang tidak benar dan dapat dibantah Termohon sebagai berikut:
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- Data Pemilih dalam DPTHP-2 adalah data dan daftar pemilih yang telah
diperbaiki oleh Termohon dengan data dan daftar pemilih dalam
DPTHP-3 tanggal 3 bulan April 2019 dan penetapan Perbaikan
DPTHP-3 dalam Berita Acara KPU Provinsi Maluku Nomor
266/BA/81/PROV/IV/2019 tanggal 13 April 2019 tentang Rapat Pleno
Terbuka Perubahan Reakpitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Maluku Dalam Pemiihan Umum
Tahun 2019. Karenanya dalil Pemohon tersebut tidak berdasarkan fakta
hukum, dan harus dikesampingkan;

- Berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa adanya pemilih yang
terdaftar dalam DPT di Kabupaten Seram Bagian Barat, namun
menggunakan hak pilih di Kabupaten Maluku Tengah, yakni pada
Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat, adalah dalil yang
tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebutkan siapa saja pemilih
yang terdaftar dalam DPT Kabupaten Seram Bagian Barat yang
menggunakan hak pilih di Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu
Barat. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak jelas, mengada-ada
dan bersifat spekulatif, sehingga karenanya harus dikesampingkan.

Dalil Pemohon pada halaman 10 Angka 3 yang menyatakan penulisan angka

dengan huruf yang sangat kecil dan tidak terbaca, sehingga pada saat

penghitungan suara tidak dapat dibaca oleh saksi Pemohon, sehingga terjadi
pengurangan suara Pemohon dan calon Anggota DPRD Provinsi Maluku

Daerah Pemilihan Maluku 3 atas nama Halimun Saulatu, SE, adalah dalil

yang mengada-ada dan hanya merupakan alasan Pemohon. Berkaitan

dengan pengurangan suara Pemohon, hal tersebut tidak dapat dibuktikan

Pemohon, dan karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan

Dalil pemohon pada halaman 11 angka 4, halaman 12 angka 5 dan 6

permohonan Pemohon mengenai ketidak konsistenan Jumlah Pengguna Hak

Pilih dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan adalah tidak benar. hasil

penghitungan suara terhadap Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah

Suarat Suara yang digunakan untuk Kecamatan Telutih telah dilakukan

Koreksi sebagaimana Rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Tengah

Nomor 03/Bawaslu-Mlteng/VV/2019 tanggal 7 Mei 2019, Rekomendasi
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Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 005/Bawaslu-Malteng/V/2019
Tanggal 7 Mei 2019 dan yang terakhir adalah Rekomendasi Bawaslu Provinsi
Maluku Nomor 086/K.BM/PM.00-01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 dengan
hasil sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model DB1-KPU dengan hasil

sebagai berikut:

Data Pengguna Hak

No | Kecamatan Pilih
DPT |DPTB |DPK| TRM |RSK | DGN | SAH | TDK

1 TELUTIH 8.797 |12 199 | 10.858 | 39 8.956 | 8.889| 133

Data Surat Suara

6. Berdasarkan, hal tersebut maka seuruh dalil pemohon telah terbantahakan

dan patut untuk dikesampingkan.

2.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD
KOTA AMBON DAERAH PEMILIHAN KOTA AMBON 2

1. Perolehan suara tingkat Desa/Kelurahan dalam kecamatan yang benar
berdasarkan Formulir Model DA.1-DPRD KAB/KOTA menurut Termohon

adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA MENURUT
NO. KECAMATAN
PEMOHON TERMOHON
1 Kecamatan Sirimau
a. | Desa Batumerah - 1.547
b. | Kelurahan Pandan - 137
Kasturi
C | Desa Galala - 87
D | Desa Hatvie Kecil - 634
Jumlah - 2.405

Hasil perolehan tersebut, menunjukan suara perolehan pemohon, sesuai
dengan dalil pemohon dalam angka 1 halaman 14-15.

Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar berdasarkan Formulir
Model DB.1-DPRD KAB/KOTA menurut Termohon adalah:

PEROLEHAN SUARA MENURUT
NO. KABUPATEN/KOTA PEMOHON TERMOHON

1 KOTA AMBON 2.405 2.405
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PEROLEHAN SUARA MENURUT
NO. KABUPATEN/KOTA PEMOHON TERMOHON
Jumlah 2.405 2.405

Bahwa dalil Pemohon halaman 14 berkaitan dengan tabel persandingan
perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota
Ambon, Daerah Pemilihan Kota Ambon 2, adalah berkesesuaian antara data
perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon, berdasarkan
rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kota Ambon yang tertuang dalam
Formulir Model DB.1-DPRD KAB/KOTA.

Bahwa untuk Daerah Pemilihan Kota Ambon 2 tersedia 8 (delapan) kursi
untuk pengisian anggota DPRD Kota Ambon, sehingga peringkat perolehan
suara Partai Politik terbanyak pertama sampai dengan peringkat perolehan
suara terbanyak kedelapan akan mengisi perolehan 8 (delapan) kursi yang
tersedia dalam Daerah Pemilihan Kota Ambon 2.

Bahwa berdasarkan data perolehan suara menurut Termohon dan menurut
Pemohon sebagaimana diakui Pemohon dalam pokok permohonannya
halaman 14 s.d. halaman 15 telah dengan tegas menyatakan peringkat
perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Kota Ambon, Daerah Pemilihan

Kota Ambon 2 sebagai berikut:

NO PEROLEHAN SUARA
URUT PARTAI POLITIK PERINGKAT
PEMOHON | TERMOHON
1 Partai Kebangkitan 2 421 2 421
Bangsa
2 Partai Gerakan 3.669 3.669 3

Indonesia Raya
Partai Demokrasi -

3 ) ; 1.770 1.770
Indonesia Perjuangan
4 Partai Golongan 5 606 5 606 1
Karya
5 Partai Nasdem 2.883 2.883 6
Partai Gerakan

6 Perubahan Indonesia 1.178 1.178

7 Partai Berkarya 1.781 1.781 -

8 Partal_ Keadilan 3,658 3,658 4
Sejahtera

9 Partai Persgtuan 2571 2571 7
Indonesia

10 Partai Persatuan 4.480 4.480 2
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Pembangunan
11 Partai Solldgntas 662 662 -
Indonesia
12 Partal Amanat 1.838 1.838 -
Nasional
13 Partai Hati Nurani 3.429 3.429 5
Rakyat
14 Partai Demokrat 2.405 2.405 -
19 Partai Bulan Bintang 1.832 1.832 -
20 Partai Keadilan da_n 508 508 -
Persatuan Indonesia

Bahwa dengan demikian perolehan suara terbanyak kedelapan untuk
pengisian kursi terakhir atau kursi ke-delapan dalam Daerah Pemilihan Kota
Ambon 2, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan suara 2.421.
Sedangkan Pemohon adalah peraih peringkat perolehan suara terbanyak ke
sembilan dengan perolehan 2.405 suara, sehingga Pemohon tidak
memperoleh kursi di Daerah Pemilihan Kota Ambon 2.

Bahwa karena itu penyajian tabel peringkat perolehan suara yang disajikan
dalam halaman 15 s.d. halaman 19 dalam permohonan, telah disajikan
Pemohon secara manipulatif dan tendensius dengan menghilangkan
peringkat perolehan suara Partai Kebangkitan bangsa, sebagai peringkat
perolehan suara ke-delapan, sehingga dalam tabel urutan 2 dalam halaman
19 Pemohon hanya menyajikan 7 Partai Politik peringkat perolehan suara
terbanyak, tanpa menyertakan peringkat perolehan suara Partai Kebangkitan
Bangsa, sebagai peraih kursi terakhir dalam pengisian anggota DPRD Kota
Ambon, Daerah Pemilihan Kota Ambon 2.

Bahwa karena itu perolehan suara yang benar untuk pengisian kursi anggota
DPRD Kota Ambon, Daerah Pemilihan Kota Ambon 2 menurut Termohon dan

menurut Pemohon, adalah sebagai berikut :

TERMOHON PEMOHON
NO | PARTAI NAMA PEROLEHAN PARTAI NAMAN PEROLEHAN
POLITIK CALON SUARA POLITIK CALON SUARA
1 Partai Rustam 1.822 Partai Rustam 1.822
Gerakan Latupon, Gerakan Latupono
Indonesia | S.Pi Indonesia
Raya
2 Partai Margaretha | 1.267 Partai Margaret | 1.267
Golongan | Siahay Golongan | ha Siahay
Karya Karya
3 Partai Nathan 911 Partai Nathan 911
Nadem Palonda, Nadem Palonda,
SH.MH., SH.MH.,
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Partai Jusuf 1.710 Partai Jusuf 1.710
Keadilan Wally, S.Pi, Keadilan | Wally,
Sejahtera | MSi Sejahtera | S.Pi, MSi
Partai Johan Van | 1.128 Partai Johan 1.128
Persatuan | Capelle, Persatuan | Van
Indonesia | S.Kom Indonesia | Capelle,
S.Kom
Partai Andi 1.311 Partai Andi 1.311
Persatuan | Rahman Persatuan | Rahman
Pembang Pembang
-unan unan
Partai Hadiyanto 1.153 Partai Hadiyanto | 1.153
Hati Junaidi, Hati Junaidi,
Nurani S.p Nurani S.p
Rakyat Rakyat
Partai Gunawan 657 -
Kebangkit | Mochtar
an SE.,
Bangsa

Bahwa karena itu dalil Pemohon dalam halaman 19 angka 3 s.d. halaman 21
angka 5 yang menyatakan telah terjadi kecurangan atau perpindahan suara
dari partai yang satu kepada partai yang lain, termasuk dalil Pemohon yang
menyatakan suara Pemohon dihilangkan dan dipindahkan ke partai yang lain
oleh Termohon pada tingkat PPS, PPK, dan KPU Kota Ambon adalah dalil
yang tidak benar, karena tidak dapat dibuktikan Pemohon. Selain itu
Termohon membantah dalil-dalil tersebut sebagai berikut :

a. Tidak benar dan tidak dapat dibuktikan dalii Pemohon berkenaan

dengan adanya perpindahan perolehan suara dari partai politik yang satu

kepada partai politik yang lain yang dilakukan oleh Termohon, karena
Pemohon tidak menguraikan bagaimana perpindahan perolehan suara itu
dilakukan Termohon.

b. Tidak benar dan tidak dapat dibuktikan dalil Pemohon oleh Pemohon
berkaitan dengan dalil adanya perpindahan atau penghilangan perolehan
suara Pemohon oleh Termohon pada tingkat PPS, PPK dan KPU Kota
Ambon, karena Pemohon tidak dapat mengurai dan menjelaskan

bagaimana, kapan dan seperti apa perolehan suara dihilangkan oleh

Termohon. Selain itu, dalil Pemohon bahwa suara Pemohon dihilangkan

dan dipindahkan di tingkat PPS, adalah bukti bahwa Pemohon tidak

mengetahui mekanisme jenjang tahapan rekapitulasi, karena tidak ada

rekapitulasi di tingkat PPS.



33

9. Bahwa dalam dalil Pemohon halaman 21 angka 6 dan angka 7 yang
menyatakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwascam
Sirimau Nomor 16/Panwascam-Sirimau/IV/2019 tanggal 25 April 2019 adalah
dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karenanya dapat
dibantah Termohon sebagai berikut:

a. Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Panwascam
a quo dengan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Ambon Nomor
12/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 tanggal 25 April 2019
Tentang Tindak lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam
Pemilihan Umum 2019;

b. Tindak lanjut rekomendasi a quo dilakukan Termohon berdasarkan
kewenangan Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 ayat
(2) jo. Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU 3/2019 dan Pasal 373 ayat (3)
UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 66 ayat (3)
Peraturan KPU 3/2019 dan perubahannya dalam PKPU 9/2019, dengan
menyatakan rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak memenuhi syarat
formil dan materiil untuk dilakukan PSU pada TPS-TPS tersebut.

.  PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PROPINSI MALUKU
3.1 DALAM EKSEPSI
Menerima eksepsi Termohon
3.2. DALAM POKOK PERMOHONAN :
3.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD
PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 3
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,
tertanggal 21 Mei 2019.

3.2.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD
DPRD KOTA AMBON DAERAH PEMILIHAN KOTA AMBON 2

1.
2.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun
2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

[2.4]

Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon

mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti
T.001-MALUKU 3-DEMOKRAT-59-14-31 sampai dengan bukti T.008-MALUKU 3-
DEMOKRAT-59-14-31 (Daerah Pemilihan Maluku DPRD Provinsi) dan bukti
T.001-KOTA AMBON 2-DEMOKRAT-59-14-31 sampai dengan bukti T.004-KOTA
AMBON 2-DEMOKRAT-59-14-31 (Daerah Pemilihan Ambon 2 DPRD Kota),

sebagai berikut:

A. Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Maluku 3

1. Bukti T.001-MALUKU : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-
3-DEMOKRAT-59-14- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan  hasil
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Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

2. Bukti T.002-MALUKU  : Fotokopi Formulir Model DC-KPU, DC1-DPRD



3-DEMOKRAT-59-14-
31
. Bukti T.003-MALUKU
3-DEMOKRAT-59-14-
31
. Bukti T.004-MALUKU
3-DEMOKRAT-59-14-
31
. Bukti T.005-MALUKU
3-DEMOKRAT-59-14-
31

. Bukti T.006-MALUKU
3-DEMOKRAT-59-14-
31
. Bukti T.007-MALUKU
3-DEMOKRAT-59-14-
31
. Bukti T.008-MALUKU
3-DEMOKRAT-59-14-
31

. Fotokopi
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Provinsi DAPIL MALUKU 3, DC2-KPU, DC.TT-KPU,
dan DC.DH-KPU Provinsi Maluku;

: Fotokopi Formulir Model DB-DPRD PROVINSI dan

DB1-DPRD Provinsi, DB2-KPU, Maluku Daerah
Pemilh Maluku 3, DB.TT, DB.DH;

: Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Untuk

Kecamatan Leihitu, Leihitu Barat dan Telutih;
Rekomendasi Panitia Pengawas
Kecamatan Leihitu 51/PANWASLU-
LHT/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, Rekomendasi
Panitia Pengawas Kecamatan Leihitu
48/PANWASLU-LHT/V/2019 tanggal 9 Mei 2019, dan
Rekomendasi Penitia Pengawas kecamatan Leihitu
Barat 03/REK/PANWASCAM-LEIBAR/IV/
2019 tanggal 26 April 2019;

Nomor

Nomor

Nomor

. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah

Nomor 003/Bawaslu-Malteng/Vv/2019

Rekomendasi, tanggal 7 Mei 2019;

perihal

. Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor

086/K.BM/PM.00-01/V/2019 perihal
tanggal 17 Mei 2019;

Rekomendasi,

: Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3, Desa

Mamala TPS 01 sampai dengan TPS 11 dan Desa
Morella TPS 04 s/d TPS 13 (Model A.DPTHP3.1-
KPU);

Daerah Pemilihan DPRD Kota Ambon 2

Bukti T.001-KOTA
AMBON 2-
DEMOKRAT-59-14-
31

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum

987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019
Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Nomor tentang

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
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Bukti T.002-KOTA
AMBON 2-
DEMOKRAT-59-14-
31

Bukti T.003-KOTA
AMBON 2-
DEMOKRAT-59-14-
31

Bukti T.004-KOTA
AMBON 2-
DEMOKRAT-59-14-
31
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Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21
Mei 2019;

Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRD
Kab/Kota, DB2-KPU, Kota Ambon Daerah Pemilihan
Kota Ambon 2;
Fotokopi Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD
Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA2-KPU, Dari

Kecamatan Sirimau, Desa Galala;

Fotokopi Surat Keputusan dan Berita Acara tentang

tindak lanjut rekomendasi Panwascam;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan

Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 26 Juni 2019

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana

tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 130-14-31/APKB-DPR-

DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai

berikut:

4.1 Keterangan Terkait Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan pada pokoknya:

41.1

Terdapat Daftar Pemilih Ganda di Desa Mamala dan Desa Morela
Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Provinsi Maluku
menerangkan sebagai berikut:

Maluku telah

rekomendasi terkait DPT ganda pada 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten

Bawaslu Kabupaten Tengah mengeluarkan

Maluku Tengah termasuk Kecamatan Leihitu, dimana ditemukan

sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) DPT ganda.
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Tabel 4.1 Tabel Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan Il (DPTHP Il) Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah

Jumlah Total

Kategori Kegandaan DPTHP-2

No Nama Kecamatan (K1+K2+K3+K4)
K1 K2 K3 K4

1 | TELUK ELPAPUTIH 24

2 | TEON NILA SERUA 8

3 | KOTA MASOHI 10 34 82 88 214

4 | AMAHAI 31 61 161 204 457

5 | TEHORU 24 42 64 80 210

6 | TELUTIH 144 144 144 152 584

| 7fnusaar [ o [ o o [ o -]

8 | SAPARUA TIMUR 110 130 156 164 560

9 | SAPARUA 0 0 2 4 6
10 | PULAU HARUKU 6 8 10 12 36
11 | LEIHITU BARAT 10 10 12 14 46
12 | LEIHITU 40 64 84 74 262
13 | SALAHUTU 4 22 26 54
14 | SERAM UTARA BARAT 22 22 32 76

15

18

SERAM UTARA

BANDA

8

10

8

26

8

38

28

TOTAL

393

533

785

892

2,603

Bukti PK.32-23

Persoalan DPT ganda, baik antar TPS, yang berada di Desa Mamala
Kecamatan Leihitu telah dilakukan perbaikan dengan cara pencermatan
dan verifikasi faktual DPT oleh Panwas Kecamatan Leihitu. Perbaikan
DPT juga melibatkan Partai Politik untuk melakukan pencermatan
terhadap DPT yang dimiliki. Pada saat pencermatan DPTHP 2 melalui
mekanisme pleno tingkat Kecamatan tidak terdapat saksi peserta pemilu
yang mengajukan perbaikan data terkait dengan Daftar Pemilih ganda
tidak ditemukan lagi pada seluruh desa yang berada di Kecamatan Leihitu.
DPTHP 1lI,

rekomendasi tersebut sudah diperbaiki dan pada tahap DPTHP III tidak

Selain itu, Pada saat pleno rekapitulasi Hasil

terdapat lagi adanya rekomendasi untuk DPT ganda pada kabupaten
Maluku Tengah.
(Bukti PK.32-23, Bukti PK.32-24, Bukti PK.32-25).
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Pada saat pemungutan suara dilakukan, Panwas Kecamatan Leihitu
selalu berkoordinasi dengan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang
(selanjutnya disebut PTPS) untuk melakukan pengawasan dengan cara
memastikan identitas pemilih beserta mencocokan dengan daftar hadir
C7.DPT TPS 01 sampai TPS 11 di Desa Mamala. Hasil dari pengawasan
tersebut tidak ditemukan adanya DPT ganda. Selain itu, Pada saat
rekapitulasi suara di TPS tidak terdapat keberatan yang disampaikan saksi
partai politik kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (yang
selanjutnya disebut KPPS) maupun PTPS yang ada diseluruh Desa
Mamala (Bukti PK.32-26)

Bahwa hal yang sama juga dilakukan pada Desa Morela, Panwas
Kecamatan Leihitu selalu berkoordinasi dengan PTPS untuk melakukan
pengawasan dengan cara memastikan identitas pemilih beserta
mencocokan dengan daftar hadir C7.DPT TPS 01 sampai TPS 13 di Desa
Morela. Hasil dari pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya DPT
ganda. Selain itu, Pada saat rekapitulasi suara di TPS tidak terdapat
keberatan yang disampaikan saksi partai politik kepada KPPS maupun
PTPS yang ada di seluruh Desa Morela (Bukti PK.32-27)

Terdapat Pemilih dari Kabupaten Seram Bagian Barat yang
menggunakan Hak Pilihnya di Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat
Kabupaten Maluku Tengah.
Bahwa terhadap dall Pemohon a quo, Bawaslu Provinsi Maluku
menerangkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku yang
dilakukan olenh PTPS dari TPS 1 sampai TPS 17 Desa Larike pada
tahapan pemungutan dan penghitungan suara; tidak ditemukan adanya
pemilih dari Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan hak pilihnya di
Kabupaten Maluku Tengah. PTPS langsung mengawasi lewat daftar hadir
pada formulir model C7 DPT, C7.DPTb dan C7.DPK. Selain itu, PTPS
juga melakukan pengecekan secara langsung pada identitas yang
digunakan oleh pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya. (Bukti
PK.32-28)
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Terdapat Pemilih dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)
menggunakan Hak Pilihnya di Desa Asilulu Kecamatan Leihitu
Kabupaten Maluku Tengabh.
Bahwa terhadap dall Pemohon a quo, Bawaslu Provinsi Maluku
menerangkan sebagai berikut:

Proses pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara
tanggal 17 April 2019 telah dilakukan dengan baik oleh PTPS, Pengawas
Desa dan Panwas Kecamatan Leihitu pada Desa Asilulu, Desa Morela
dan Desa Mamala yang berlokasi di Tanjung Sial dengan memastikan
identitas pemilih yang datang di TPS, baik yang terdaftar pada DPT, DPTb
maupun DPK adalah warga desa setempat yang terdata sebagai pemilih
di Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa dari laporan hasil pengawasan yang diperoleh dari jajaran
Bawaslu Provinsi Maluku mulai dari TPS sampai Kecamatan, tidak
ditemukan adanya laporan maupun temuan terkait pelanggaran yang
terjadi pada TPS di Desa Asilulu, Desa Mamala Dan Desa Morela; hal
mana sesuai laporan pengawasan dari Panwas Kecamatan Leihitu untuk
Desa Asilulu, Desa Morela, Desa Mamala.

(Bukti PK.32-29, Bukti PK.32-30, dan Bukti PK.32-31).

Terjadi pengurangan suara pada Calon DPRD Provinsi Maluku
Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Maluku Tengah Partai Demokrat atas
nama Halimun Saulatu, SE., M.Si yang disebabkan oleh ukuran
tulisan DC1-DPRD Provinsi yang terlalu kecil.

Bahwa terhadap dall Pemohon a quo, Bawaslu Provinsi Maluku
menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku pada
Tahapan Rekapitulasi Tingkat Provinsi Maluku untuk Kabupaten Maluku
Tengah, sebagaimana formulir model DA1-DPRD Provinsi untuk 18
(delapan belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, yang
dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku, suara yang diperoleh Partai
Demokrat dari penghitungan suara adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Tabel Persandingan Perolehan Suara Halimun Saulatu
Setiap Tingkatan Rekapitulasi
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Perolehan Suara Sah Halimun Salahutu, SE., M.Si
Nama Kecamatan DA1 Seluruh DB-1 Maluku DC1 Provinsi
Kecamatan Tengah Maluku

AMAHAI 796 796

TEON NILA SERUA 49 49

SERAM UTARA 118 118

BANDA 102 102

TEHORU 217 217

SAPARUA 42 42

PULAU HARUKU 215 215

SALAHUTU 561 561

LEIHITU 1,619 1,619

NUSALAUT 6 6

KOTA MASOHI 363 363

SERAM UTARA BARAT 85 85

TELUK ELPAPUTIH 37 37

LEIHITU BARAT 719 719

TELUTIH 148 148

SERAM UTARA TIMUR SETI 54 54

SERAM UTARA TIMUR KOBI 40 40

SAPARUA TIMUR 15 15

(Bukti PK.32-16, Bukti PK.32-32 s/d Bukti PK.32-49)

Bahwa berdasarkan data sandingan antara DA1- DPRD Provinsi
Seluruh Kecamatan di Maluku Tengah dengan DB1-DPRD Provinsi
Kabupaten Maluku Tengah dan DC1- DPRD Provinsi Maluku yang dimiliki
oleh Bawaslu Provinsi Maluku, tidak ditemukan adanya perbedaan
maupun pengurangan suara pada calon legislatif DPRD Provinsi Maluku
atas nama Halimun Salahutu, SE., M.Si. dan pada saat rapat pleno semua
sudah sesuai dengan aturan dan tidak terdapat perbedaan antara ukuran
font pada setiap Partai Politik maupun calon legislatif. Selain itu, Saksi dari
Partai Demokrat atas nama Johan Lefmanut, S.Pi. tidak mengajukan
protes atau keberatan pada saat pleno terkait tulisan formulir model DC1-
DPRD Provinsi yang tidak terbaca. Hal tersebut tertuang pada Form A
Pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
(Bukti PK.32-16, Bukti PK.32-32, Bukti PK.32-33, Bukti PK.32-34, Bukti
PK.32-35, Bukti PK.32-36, Bukti PK.32-37, Bukti PK.32-38, Bukti PK.32-
39, Bukti PK.32-40, Bukti PK.32-41, Bukti PK.32-42, Bukti PK.32-43, Bukti
PK.32-44, Bukti PK.32-45, Bukti PK.32-46, Bukti PK.32-47, Bukti PK.32-
48, Bukti PK.32-49, Bukti PK.32-50, dan Bukti PK.32-51)
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Terdapat selisih atau perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan

hak pilih dengan jumlah suara dan suara tidak sah yang terlihat pada

formulir model DAA1 Plano untuk semua desa di Kecamatan Teluti.

Bahwa terhadap dall Pemohon a quo, Bawaslu Provinsi Maluku

menerangkan sebagai berikut:

4.1.5.1.Bahwa pada tahapan rekapitulasi Kabupaten Maluku Tengah
untuk Kecamatan Teluti, tertanggal 02 Mei 2019 Bawaslu
Kabupaten Maluku Tengah menemukan perbedaan jumlah pemilih
untuk 5 (lima) jenis pemilihan yaitu Presiden dan Wakil Presiden,
DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten pada formulir model
DAl Kecamatan Teluti. Selanjutnya KPU Kabupaten Maluku
Tengah memerintahkan kepada PPK Teluti untuk mencocokan
data pengguna hak pilih pada formulir model DAl dengan
DAAl.Plano Kecamatan Teluti. Pencocokan data Pemilih yang
dilakukan oleh PPK Kecamatan Teluti pun ditemukan adanya
ketidakcocokan atau perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada 5
jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan jumlah surat suara
yang digunakan.
Temuan dugaan Pelanggaran Administratif tersebut kemudian
ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah
mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor 005/Bawaslu-
Malteng/VV/2019. Rekomendasi tersebut adanya selisih antara
pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan di
8 (delapan) Desa di Kecamatan Teluti yaitu Desa Lafa, Desa
Yamalatu, Desa Hunisi, Desa Laimu, Desa Tehua, Desa Laha,
Desa Wolu, Desa Laha Kaba. Adapun rekomendasi terkait dengan
jenis pemilihan umum DPRD Provinsi terjadi di TPS 01 Desa
Yamalatu, TPS 01 Desa Hunisi, TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12 Desa Laimu, TPS 01, 02, 05, 07, 08 Desa
Tehua, TPS 01, 02 Desa Laha, TPS 03, 07, 08 Desa Wolu, TPS
03, 04 Desa Laha Kaba.
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Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah pada
pokoknya meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku
Tengah untuk melakukan pencocokan antara seluruh formulir
model DAALl.Plano dengan C1.Plano; bila masih ditemukan
adanya selisih maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah
merekomendasikan untuk melakukan penghitungan surat suara.
Bahwa rekomendasi Bawaslu Maluku Tengah ditindaklanjuti oleh
KPU Kabupaten Maluku Tengah dengan Surat Keputusan Nomor
61/PP.01.7-SD/8101/KPU-Kab/V/2019 terkait jawaban atas
rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, yang pada
pokoknya menolak menjalankan rekomendasi Bawaslu Maluku
Tengah tersebut. Hal mana sesuai dengan Form A Pengawasan
Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

(Bukti PK.32-52, Bukti PK.32-53, Bukti PK.32-54).

Bahwa pada tahapan rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku, ada
pernyataan keberatan saksi terkait tidak samanya data yang ada
di KPU Kabupaten Maluku Tengah dan juga data yang ada pada
saksi terkait DPRD Provinsi. Saksi dari Partai Hanura menyatakan
banyak permasalahan yang terjadi di Kecamatan Telutih, yang
mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah
surat suara yang digunakan sangat jauh berbeda, bahkan ada
DPT di salah satu TPS yang 100% (serratus persen) tercoblos,
ada beberapa nama yang statusnya telah meninggal seperti pada
TPS 01 dengan nomor DPT 198 selain itu terdapat pada TPS 09
dengan nomor DPT 91 masih menggunakan hak pilihnya. Catatan
terkait masalah tersebut sudah disampaikan saksi ke PPK Teluti
dan dibawa hingga rekap kabupaten tetapi tidak ditanggapi oleh
KPU Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku
Tengah, KPU Provinsi Maluku meminta kepada Bawaslu Provinsi
Maluku agar memberikan rekomendasi tertulis untuk menguatkan
rekomendasi yang sebelumnya telah dikeluarkan. Hal mana
kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Maluku dengan
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meminta KPU Provinsi Maluku untuk memerintahkan KPU
Kabupaten Maluku Tengah melakukan Pencocokan data DA1-
DPRD Provinsi Kecamatan Teluti dengan formulir model C1.Plano
DPRD Provinsi selain itu, Bawaslu Provinsi Maluku
menyampaikan  hasil pengawasan terhadap rekapitulasi
penghitungan suara berkenaan dengan data pemilih, pengguna
surat suara, dan lainnya yang menjadi temuan hasil pengawasan,
selanjutnya Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi di Skors.
Bahwa Pada saat skorsing dicabut oleh KPU Provinsi Maluku,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sudah
melakukan pengecekkan pada formulir model C1.Plano sesuai
rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku. KPU Kabupaten Maluku
Tengah menjelaskan telah melakukan perbaikan namun hal
tersebut kemudian dianulir oleh Bawaslu Provinsi Maluku karena
hasil perbaikan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Maluku
Tengah masih ditemukan adanya selisih/perbedaan pengguna hak
pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan untuk 8 (delapan)
Desa di Kecamatan Teluti. Bahwa Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah memutuskan untuk mengesahkan
hasil formulir model DB1 Kabupaten Maluku Tengabh.

Bahwa perlu ditambahkan terkait dengan pelanggaran
administratif di Kecamatan Teluti juga dilaporkan di Bawaslu
Republik Indonesia dan telah telah keluar Putusan Bawaslu
Republik Indonesia Nomor 65/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, yang
pada pokoknya memutuskan PPK Telutih terbukti melakukan
pelanggaran administratif karena tidak menindaklanjuti keberatan
saksi peserta pemilu, terkait perbedaan data jumlah pemilih yang
menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang
digunakan. Hal tersebut baginya berdampak pada perolehan
suara peserta pemilu yang ditetapkan sebagai bentuk
pelanggaran tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan
rekapitulasi. Selain itu, Pemilihan Kecamatan Teluti tidak

memberikan formulir model DA kepada saksi peserta pemilu juga
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merupakan bentuk pelanggaran tata cara dan prosedur dalam
pelaksanaan rekapitulasi. Hasil dari putusan Bawaslu Republik
Indonesia menyatakan bahwa PPK Telutih terbukti salah dan
memerintahkan kedua pihak terlapor KPU Kabupaten Maluku
Tengah dan PPK Telutih untuk memperbaiki formulir model DAA1
untuk seluruh TPS di Desa Tehua berdasarkan C1 Plano. KPU
Kabupaten Mauluku Tengah mengeluarkan Surat Nomor
77/PY.01.1-SD/8101/Kpu-Kab/VI1/2019.

(Bukti PK.32-50 dan Bukti PK.32-55)

4.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan pada pokoknya:

4.2.1 Telah terjadi pengurangan perolehan suara calon legislatif DPRD
Kota Ambon Daerah Pemilihan (Dapil) 2 atas nama Muriany
Dominggus dengan memindahkan perolehan suara ke partai
maupun calon legislatif lain.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Provinsi Maluku

menerangkan sebagai berikut:

4.2.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon dalam melakukan pencocokan
jumlah perolehan suara yang didapatkan keseluruhan partai
politik peserta pemilu serta calon anggota DPRD Kota Ambon
sesuai dengan tabel perolehan suara yang disampaikan oleh
pemohon yang termuat di dalam permohonan pemohon
berdasarkan pada Form Model DB1-DPRD KAB/KOTA (Dapil
Kota Ambon 2, Kota Ambon, Provinsi Maluku) yang didapatkan
oleh Bawaslu Kota Ambon dari KPU Kota Ambon setelah
mengikuti proses rekapitulasi tingkat kota untuk kecamatan
sirimau yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2019 di kantor
KPU Kota Ambon. (Bukti PK.32.10-1)

4.2.3. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh pemohon
pada permohonan pemohon pada point 1 halaman 14 sampai
dengan halaman 15, Bawaslu Kota Ambon melakukan

persandingan perolehan suara berdasarkan Form Model DB1-



4.2.4.

45

DPRD KAB/KOTA (Dapil Kota Ambon 2, Kota Ambon, Provinsi
Maluku) sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik

Form Model DB1-DPRD KAB/KOTA
(Dapil 2 Kota Ambon, Provinsi Maluku)
No.
Nama Partai Politik Jumlah Perolehan
Suara

1. | Partai Kebangkitan Bangsa 2.421
2. | Partai Gerakan Indonesia Raya 3.669
3 ParFal Demokrasi Indonesia 1.770

Perjuangan
4. | Partai Golongan Karya 5.606
5. | Partai NasDem 2.883
6 Partai _ Gerakan Perubahan 1178

Indonesia
7. | Partai Berkarya 1.781
8. | Partai Keadilan Sejahtera 3.658
9. | Partai Persatuan Indonesia 2.571
10. | Partai Persatuan Pembangunan 4.480
11. | Partai Solidaritas Indonesia 662
12. | Partai Amanat Nasional 1.838
13. | Partai Hati Nurani Rakyat 3.429
14. | Partai Demokrat 2.405
19. | Partai Bulan Bintang 1.832
0. Partai _Keadllan dan Persatuan 508

Indonesia

(Bukti PK.32.10-1)

Bahwa terhadap permohonan pemohon yang menguraikan

terkait perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD

Kota Ambon yang diperoleh dengan cara-cara yang curang dan

bertentangan dengan prosedur dan aturan yang berlaku serta

perpindahan suara dari partai yang satu ke partai yang lain,

serta suara pemohon yang dihilangkan dan dipindahkan, maka

Bawaslu Kota Ambon melakukan pencocokan jumlah perolehan

suara terhadap point 3 sampai dengan point 5, halaman 15

sampai dengan halaman 21, yang termuat dalam permohonan

pemohon dengan berdasarkan pada Form Model DB1-DPRD
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KAB/KOTA (Dapil Kota Ambon 2, Kota Ambon, Provinsi Maluku)
dan Form Model DA1-DPRD KAB/KOTA (Kecamatan Sirimau,
Dapil Kota Ambon 2, Kota Ambon, Provinsi Maluku). (Bukti
PK.32.10-1, dan Bukti PK.32.10-2)

Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh pemohon
pada permohonan pemohon pada point 3 sampai dengan point
5, halaman 15 sampai dengan halaman 21, Bawaslu Kota
Ambon melakukan persandingan perolehan suara berdasarkan
Form Model DB1-DPRD KAB/KOTA (Dapil Kota Ambon 2, Kota
Ambon, Provinsi Maluku) dan Form Model DA1-DPRD
KAB/KOTA (Kecamatan Sirimau, Dapil Kota Ambon 2, Kota
Ambon, Provinsi Maluku) yang terdiri dari Desa/Kelurahan yaitu
Pandan Kasturi, Hative Kecil, Galala dan Batu Merah, sebagai
berikut:

Tabel 4.4 Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik
Dan Calon Legislatif DPRD Kota Ambon Dapil 2

Jumlah Perolehan Suara
Form Form
. Model Model
Namgaﬁ)g‘;ta' & | pandan | Hative Galala | BAU DA1- DB1-
Kasturi Kecil Merah DPRD DPRD
KAB/ KAB/
KOTA KOTA
1. Partai
Kebangkitan 16 16 1 87 120 120
Bangsa
1.BAHDIN
KAREPESINA 18 9 0 228 255 255
2.FADLI
MASTAIL 48 6 0 82 136 136
3.HILDA
ROLOBESSY, 37 13 0 378 428 428
SE.
4.ICHSAN DJALI, 32 11 0 141 184 184
S.HI
5.MIRDAWATI
ODE 10 6 0 76 92 92
6.GUNAWAN
MOCHTAR, SE. 47 83 12 515 657 657
7.NYAI AJENG
YUNDA 0 2 0 26 28 28
8.MUHAMMAD
ASMIN 25 65 0 431 521 521
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MATDOAN,
S.Ag.

2. Partai
Gerakan
Indonesia
Raya

41

22

281

344

344

1.RUSTAM
LATUPONO,
S.Pi.

135

94

1.590

1.822

1.822

2.MOH.
SUBCHAN
MARDAN, M.Si.

194

43

391

629

629

3.ELVIRA
SUSANTI
SALASA, S.Pi.

13

11

115

139

139

4.MADJA
RUMATIGA,
SE.

47

13

356

416

416

5.HARTATI
UMASUGI

66

74

74

6.ERNAWATY
RADIKI

37

39

39

7.ABDULLAH
SANGADJI, SP.

22

10

168

200

200

8.NINDATU
TUAHENA,
S.Sos.

3. Partai
Demokrasi
Indonesia
Perjuangan

11

65

69

153

153

1.ABDUL MAJID
LATUCONSINA
, SH.

33

48

288

371

371

2.Drs. IZACK
NOYA, M.Kes.

26

178

12

14

230

230

3.0LIVIA LASOL

19

20

71

112

112

4 .NONA AILAUW
HATAPAYO,
S.Sos.

11

38

53

53

5.SALEH
LEBEHARIA

99

24

512

636

636

6.NURNANINGSI
H BATJO

21

31

31

7.NAWAN
NURLETE

15

21

75

112

112

8.0DE SAIMIN
MORHOM

64

72

72
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4. Partai
Golongan
Karya

12

53

11

139

215

215

1.MARGARETHA
SIAHAY

113

674

336

144

1.267

1.267

2.NITA BIN
UMAR, SP.

49

65

1.039

1.153

1.153

3.RAMLI
MARASABESS
Y, SH., MH.

114

24

817

956

956

4.MOH. FAGI
FAKAUBUN,
SE.

28

60

656

744

744

5.MUHAMAD
SIDIK LESSY,
SE.

12

180

195

195

6.MUHAMMAD
FADLI
TOISUTA

33

96

18

749

896

896

7.WAHYUNI
BANJAR

15

18

18

8.HAMDZA
NURLILI, S.IP.,
MH.

149

162

162

5. Partai
NasDem

37

99

142

142

1.RIZGAN A.H.
SEMARANG,
S.IP.

21

10

200

231

231

2.SAIPUL
SAMPULAWA,
SH.

72

21

767

860

860

3.PATMA
TEHUAYO

13

54

71

71

4 NURMIYATI

29

14

270

313

313

5.NATHAN
PALONDA,
SH., MH.

80

661

19

151

911

911

6.ALFANA
AGNES
SILOOY-S

17

17

7.MAHMUD
TUASIKAL, SE.

21

71

92

92

8.MUTHALIB
RIDWAN
WALA, S.IP.

15

226

246

246

6. Partai
Gerakan
Perubahan
Indonesia

10

52

68

68

1.Drs.
MUHAMMAD

23

47

517

587

587
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IKHSAN
ISKANDAR
2.PATI SUAT, 39 8 234 281 281
SH.
3.SARNI
SAMPOLAWA, 7 5 20 32 32
S.IP.
4.HENDRO
KATIONG 3 8 74 85 85
5.RIDWAN
UMAR 1 3 34 38 38
6.IPA HADIJA
BIN TAHER 1 0 14 15 15
7.SEFRY
ARIANDAH
S ARMAN 0 0 38 38 38
LATUCONSINA
8.RAMLA
NARFAFAN 0 26 8 34 34
7. Partai 9 13 97 119 119
Berkarya
1.ZULFITRI
WALANG, SE. 25 22 432 479 479
2.SABAR
S AMEL AN 19 15 405 439 439
3.MASYTA
ALHAMID 19 5 240 264 264
4.MARIA
MURIANY 0 20 13 34 34
5.Drs. LA MASA
ADE 6 10 197 213 213
6.HUSEIN
SLAMPESSY 7 5 88 100 100
7.FATMA DJENA
SAIMIMA ELY 1 1 =0 52 52
8.VIRMAN KADIR 13 0 68 81 81
8. Partai
Keadilan 11 33 262 306 306
Sejahtera
1.YUSUF
WALLY, S.Pi., 118 172 1.420 1.710 1.710
M.Si.
2.SHE NAJAR 81 104 871 1.056 1.056
3.Dra. SRI 9 9 230 248 248

HARTATI
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4 MUSLIMIN,

SPdl. 14 18 0 138 170 170
5.YENI ABIDIN, 5 2 0 27 34 34

SE
6.SITI AISA, SH 2 3 0 38 43 43
7.SUMIATI HI

PATANG 0 0 0 35 35 35
8.HADRI DANY

KURNIA, ST 4 0 0 52 56 56
9. Partai

Persatuan 7 15 3 33 58 58
Indonesia
1.Drs. MOCH.

ARSJAD 8 7 0 106 121 121

NAMSA
2.Drs. DIN

TUHAREA 20 21 7 257 305 305
3.SITI

FATLUCHAH, 7 4 0 43 54 54

SH
4. FADJRIN

MAHU, SE. 6 8 0 119 133 133
5.SUMIYANI,

S.Pd.l. 3 2 0 39 44 44
6.LA SAPAR 28 28 1 661 718 718
7.YULIASTRI

KAMPONO 1 2 0 7 10 10
8.JOHAN VAN

CAPELLE, 28 706 313 81 1.128 1.128

S.Kom.

10. Partai
Persatuan 21 15 0 137 173 173
Pembangunan

1.ZAHRA

MABRUK 278 15 0 357 650 650
2.SYAIKHAN

AZZUHRY 103 90 0 940 1.133 1.133

RUMRA, S.Ksi
3.MOHDAR

WATTIHELUW, 9 17 0 250 276 276

S.Sos.
4.ANDI RAHMAN 115 84 1 1.111 1.311 1.311
5.MUHAMAD

HUSIN 18 19 0 544 581 581

TUHAREA
6.MULIATI 6 2 0 129 137 137

SYAMSUDDIN
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7.LILI BIN
SOLEMAN, 5 5 36 46 46
S.Pi..
8.MUHAMMAD
TAYYIB
LISAHOLET, 6 6 161 173 173
S.Sos.
11. Partai
Solidaritas 3 30 17 55 55
Indonesia
1.AZHAR
OHORELLA, 5 16 61 83 83
Am.Pd.
2.RASID 8 3 23 34 34
3.NURLAILA
WALEULU 1 2 29 32 32
4. JAMARUDIN 7 1 59 67 67
5.SITI DARWIMA
BOYRATAN 1 2 65 68 68
6.WEYBER
PAGAYA, SH. 3 14 6 26 26
7.NELLA
SANDYA, Amd. 0 1 32 35 35
8.SYARIF
MARASABESS 12 58 192 262 262
Y
12. Part_al Amanat 3 4 20 77 77
Nasional
1.MA'AD PATTY,
SH.. MH. 21 36 689 746 746
2.ABD. HALIM
MARASABESS 2 1 52 55 55
Y.
3.BOKI SARI
DANO 3 0 8 11 11
4.IRSAL
LISAHOLET, 26 16 535 577 577
SE., MM.
5.PATI A. UAR,
AMD. 21 0 163 184 184
6.HENNY
SOLFIA 1 1 20 22 22
HUNSAM
7.M FAZWAN I.
A WASAHUA 4 1 154 159 159
8.DESY
ISMAWATI 0 2 5 7 7

KIBAS
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13. Partai Hati
Nurani Rakyat

54

65

65

1.ACHMAD
OHORELLA,
S.IP

164 98

611

873

873

2.BAUS
SIRSABAD

148

151

151

3.FATMA MAHU

47

55

55

4. HADIYANTO
JUNAIDI, S.IP.

18 6

1.129

1.153

1.153

5.SAID
KAPLALE, SE.

60 51

756

869

869

6.INTAN
SANDANAFIA
SARI
NINGKEULA

17

20

20

7.SEKAR MADJI,
SP

202

205

205

8.HUSNIYATI
UTAMI

35

38

38

14. Partai
Demokrat

11 33

59

106

106

1.MURIANY
DOMINGGUS

43 559

83

130

815

815

2.ABDUL AMAL
SANAKY

67

82

82

3.DEWI
WAHYUNI
SYUKUR

10

15

15

4. RIDWAN
ACHMAD
TRANGGONO

17 11

757

785

785

5.EVI YENI

6.NURDIN
NURLETTE

59 13

504

576

576

7.DWINA
HUZAIFAH
PELU

8.HENDRA
ABUBAKAR,
S.Sos

10

10

15. Partai Bulan
Bintang

64

77

77

1.RIDUAN
HASAN, SH.

20 34

470

524

524

2.MOHAMMAD
CHAILI
SYUKUR

117

124

124
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3.DRA.
NURMIYATI
ATTAMIMI,
S.Pd.

4.SAYUTI

TJOLENG, SE. 34 28 0 327 389 389

5.YANERS EKO
ERYANSTYO, 2 2 0 44 48 48
S.HI.

6.Hj. NURHAWIA
MARASABESS 15 43 0 344 402 402
Y, S.Sos.

7.MUHAMMAD

AMIRUDIN, ST. 9 1 0 167 177 177

8.RA. INDRI
YULIA
HASSANNUSI,
SE.

16. Partai
Keadilan dan
Persatuan
Indonesia

1.HUSEIN

LESSY, SH. 59 4 0 79 142 142

2.HERMES
RAYMOND 16 10 0 142 168 168
BETAUBUN

3.ERLY SANDY
TAMTELAHITU

4.DAVID BALLY,
ST.

5.GERTRUIDA
MARIA 2 103 1 4 110 110
PESULIMA

6.ANTHONETA
DIFER 0 3 0 2 5 5
KARABUA

7.IDRIS
SANGADJI

8.ABDULLAH
CHAIRIL
NURLETTE,
ST.

4.2.6 Bahwa terhadap permohonan pemohon yang menguraikan
tentang terjadinya pelanggaran pemilu pada TPS 1 Desa Galala
Kecamatan Sirimau serta Rekomendasi Pemungutan Suara
Ulang (PSU) dari Panwas Kecamatan Sirimau sebagaimana
dimaksud dalam point 6 dan point 7, halaman 21, Bawaslu Kota

Ambon dan jajarannya dalam hal ini Panwas Kecamatan Sirimau
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melakukan Pengawasan terhadap proses rekapitulasi di tingkat
Kecamatan Sirimau dan ditemukan terjadi pelanggaran yang
dilakukan oleh KPPS TPS 01 Desa Galala. Bahwa pada tanggal
21 April 2019 sekitar Pukul 19.00 WIT di Gedung Sport hall
Karang panjang yang merupakan tempat Rekapitulasi
Penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, ditemukan
pada TPS 01 Desa Galala terdapat 1 (satu) orang pengguna hak
pilih DPTb yang merupakan pemilih pindahan dari Provinsi Papua
diberikan 3 Jenis Surat suara Jenis Pemilu Presiden, DPR-RI dan
DPD oleh KPPS TPS 01 Desa Galala. (Bukti PK.32.10-3)

Bahwa terhadap pelanggaran yang telah diuraikan diatas maka
Panwas Kecamatan Sirimau melakukan kajian yang kemudian
berkesimpulan: "Bahwa dengan merujuk pada Pasal 38 ayat (3)
huruf ¢ Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, maka
Panwas Kecamatan Sirimau merekomendasikan: "Panwas
Kecamatan Sirimau merekomendasikan kepada PPK Kecamatan
Sirimau selanjutnya PPK Kecamatan Sirimau berkoordinasi
dengan KPU Kota Ambon untuk melakukan perbaikan terhadap
Tata Cara, mekanisme dan Prosedur yang sudah dilanggar oleh
Ketua dan Anggota TPS 01 Kelurahan Amantelu, kecamatan
Sirimau dengan cara melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
pada TPS 01 Desa Galala. (PK.32.10-4)

Bahwa terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas
Kecamatan Sirimau tersebut, KPU Kota Ambon membuat Berita
Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor
43/PL.01.7-BA/8171/KPU-KOT/IV/2019 tentang Keputusan
Terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, dalam Berita
Acara tersebut KPU kota Ambon menyepakati dan memutuskan
"TPS 1 Desa Galala, Kecamatan Sirimau pengguna hak pilih
DPTb yang merupakan pemilih pindahan dari Provinsi Papua
diberikan 3 (tiga) jenis Surat Suara yaitu Jenis Surat suara



4.2.9

55

Pemilu Presiden, DPR-RI dan DPD oleh KPPS TPS 01 Desa
Galala. Maka berdasarkan Rekomendasi Panwas Kecamatan
Sirimau  Nomor  16/Panwascam-Sirimau/lV/2019  tentang
Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 25 April
2019, maka berdasarkan kajian Komisi Pemilihan Umum Kota
Ambon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dilakukan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 372 ayat (1) dan
ayat (2) dan Pasal 373 ayat (1), (2), (3) dan (4) jo. PKPU Nomor
9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun
2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam
Pemilihan Umum Pasal 65 ayat (1) dan (2) dan Pasal 66 ayat (1),
(2), (3) dan (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 oleh karena pemilih
tersebut terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang
merupakan pemilih pindahan dengan menggunakan Model A.5-
KPU." (PK.32.10-5)

Bahwa terhadap Berita Acara Pleno tersebut, KPU Kota Ambon
kemudian membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Ambon Nomor 12/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019
Tentang Tindaklanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (PK.32.10-6)

tahapan
Kampanye Rapat Umum dan iklan | kepada masyarakat, tim kampanye,

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN
1. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku
1.1. Kegiatan Pencegahan:
A. Kegiatan Pencegahan partisipatif
PENCEGAHAN
No Nama Kegiatan Tujuan Kegiatan
1. Rakor Pengawasan Partisipatif | Mencegah penggunaan isu-isu SARA
Bersama Latupatti (raja-raja di | (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan),
Provinsi Maluku) Politisasi Birokrasi, Politik Identitas, dan
Politik Uang yang akan berimplikasi pada
terganggunya tahapan dan Integritas
Pemilu
2. Kapasitas Pengawas Pemilu pada | Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan

Kampanye, Metode | Informasi publik dan pendidikan politik,
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kampanye di media massa

relawan serta pasangan calon, baik
melalui kegiatan koordinasi maupun
menggunakan media massa, cetak,
elektronik maupun media sosial, dalam
rangka  mengefektitkan  pencegahan
pelanggaran

Kapasitas Pengawas Pemilu pada
tahapan Pemungutan, Penghitungan
dan Rekapitulasi Suara dalam
Pemilu Tahun 2019

Membangun komunikasi dan koordinasi
secara intensif antar lembaga
Penyelenggara Pemilu serta stakeholder
pilkada terutama pemerintah Daerah,
Kepolisian Daerah, Kominda, serta Tokoh
Agama dan Tokoh Masyarakat, dalam
rangka mendapatkan data dan Informasi
serta mengefektifkan kerja kolaboratif
untuk pencegahan pelanggaran Pemilu

Sosialisasi Pengawasan Tahapan
Pemilu tahun 2019

Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan
Informasi publik dan pendidikan politik,
kepada masyarakat, tim kampanye,
relawan serta pasangan calon

Rakor  Pengawasan
bersama ASN, TNI/Polri

Partisipatif

Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan
Informasi publik  dan Pendidikan
mengenai pemilu, kepada ASN, TNI dan
POLRI, baik melalui kegiatan koordinasi
maupun menggunakan media massa,
cetak, elektronik maupun media sosial,

dalam rangka mengefektifkan
pencegahan pelanggaran serta
menumbuhkembangkan pengawasan
partisipatif.

Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
melalui Media Online

Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan
Informasi publik dan pendidikan politik,
kepada masyarakat, tim kampanye,
relawan serta pasangan calon

Sosialisasi Bagi Relawan Pemilu

Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan
Informasi publik dan pendidikan politik,
kepada masyarakat, tim kampanye, dan
relawan dalam rangka mengefektifkan
pencegahan pelanggaran

Kegiatan Kerjasama dengan
Fakultas Illmu Sosial dan Ilimu
Pemerintahan (FISIP) Universitas
Pattimura

Melibatkan  peran serta  kelompok
masyarakat dalam kegiatan pengawasan
Pemilu 2019 untuk mendeteksi dan
melaporkan dugaan pelanggaran
terutama terkait dengan daftar pemilih,
penggunaan isu sara dalam kampanye,
politik uang, dan politik identitas.

Pembentukan
DPT

Posko Pengaduan

Menerima laporan masyarakat terkait
Daftar Pemilih yang bermasalah atau
belum terdaftar dalam DPT sebagai
upaya untuk mendeteksi dan melaporkan
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dugaan pelanggaran terutama terkait
dengan daftar pemilih

10. | Penandatanganan Nota | Menetapkan upaya atau langkah-langkah
Kesepakatan Bersama  antara | Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) | Tahun 2019 bersama dunia kampus
Provinsi Maluku dengan Fakultas | (Bukti PK.32-169)

Hukum Universitas Pattimura
Ambon Ambon Nomor:
016/K.BM/PM.02/111/2019  tentang
Partisipasi Dalam Mengawasi
Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Dalam Wilayah Provinsi Maluku
Tahun 2019 dan Penandatanganan
Nota Kesepakatan Bersama antara
Bawaslu Provinsi Maluku dengan
Fakultas Syariat Institut Agama
Islam  Negeri Ambon  Nomor:
016/K.BM/PM.02/111/2019

B. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Tahun 2018

Bahwa Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah
daftar P emilih hasil Pemutakhiran daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU
Kabupaten/Kota. DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan sebagai
DPS Pemilu Tahun 2019. Adapun DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Maluku. Bahwa Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS
tingkat provinsi Maluku di buka pada tanggal 19 Juni 2018 dan penetapan DPT
Pemilihan Gubernur Tahun 2018, disahkan pada tanggal 20 Juni 2018; hal
tersebut sesuai dengan Berita Acara Nomor: 662/BA/81/PROV/VI/2018 tentang
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa
Dalam kesempatan dimaksud Bawaslu Provinsi Maluku Memberikan masukan
perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Bukti PK.32-170) antara lain:
a. Pemilih Ganda di tanjung Sial, Kabupaten Maluku Tengah
b. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT Pilgub 2018 di daerah perbatasan

antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat

(Negeri Samasuru).

Tabel Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Tahun 2018
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Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018
Kabupaten/Kota Jumlah Jumlah Desa/ | Jumlah Jumlah DPT
Kecamatan Kelurahan TPS L P Total
Kota Ambon 5 50 680 99,439 107,614 207,053
Kabupaten Maluku Tengah 18 191 632 141,882 146,675 288,557
Kabupaten Seram Bagian Barat 11 92 398 71,553 71,676 143,229
Kabupaten Seram Bagian Timur 15 198 269 45,994 45,969 91,963
Kabupaten Buru 10 82 261 44,460 44,490 88,950
Kabupaten Buru Selatan 6 79 155 25,878 25,832 51,710
Kabupaten Maluku Tenggara 11 191 243 34,919 38,098 73,017
Kota Tual 5 30 130 19,454 20,604 40,058
Kabupaten Maluku Tenggara 10 81 186 30,791 32,296 63,087
Barat
Kabupaten Kepulauan Aru 10 119 233 27,822 26,823 54,645
Kabupaten Maluku Barat Daya 17 118 171 24,074 23,647 47,721
Total 118 1.231 3.358 566,266 583,724 1,149,990

Bukti PK.32-170

2. Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019

Bahwa proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, yang dihadiri oleh Bawaslu
Provinsi Maluku, 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilu, Dinas Dukcapil
dan Biro Pemerintahan Provinsi Maluku.

Bahwa dalam kesempatan dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku memberikan
masukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkait pengurangan DPT di

Kabupaten Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian pada tabel di

bawah:
Jumlah DPSHP Jumlah DPS -
No | Kabupaten/Kota Pileg 2019 Pileg 2019 Selisih
1 Kota Tual 43.842 43.375 467
2 Kepulauan Aru 59.650 58.668 982

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap
penetapan DPT tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2018 di
Ruang Rapat Hotel Amaris-Ambon pukul 18.35 WIT, KPU Provinsi Maluku
menetapkan DPT Pemilu 2019 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor:
946/BA/81/Prov/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar
Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019. (Bukti PK.32-171) DPT yang
ditetapkan adalah sebagai berikut:
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Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019

Jumlah Jumlah Jumlah Pemilih
Jumlah
Kabupaten/Kota Kecamata Desa/
TPS L P Total
n Kelurahan
Kota Ambon 5 50 908 103.867 | 112.160 216.027
Kabupaten Maluku Tengah 18 191 1.329 | 149.251 | 154.226 303.477
Kabupaten Seram Bagian
11 92 616 75.164 75.356 150.520
Barat
Kabupaten Seram Bagian
) 15 198 454 48.736 48.965 97.701
Timur
Kabupaten Buru 10 82 404 46.201 46.244 92.445
Kabupaten Buru Selatan 6 79 263 26.682 26.842 53.524
Kabupaten Maluku
11 191 375 36.887 39.922 76.809
Tenggara
Kota Tual 5 30 183 20.996 22.379 43.375
Kabupaten Maluku
10 81 299 31.545 32.902 64.447
Tenggara Barat
Kabupaten Kepulauan Aru 10 119 310 29.839 28.829 58.668
Kabupaten Maluku Barat
17 118 253 25.818 25.183 51.001
Daya
Total 118 1.231 5.394 | 594.986 | 613.008 | 1.207.994

Bukti PK.32-171

Bahwa adapun Potensi Pemilih Ganda yang disampaikan oleh Parpol, Bawaslu

Provinsi Maluku dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi Maluku.

Selain itu, data Pemilih ganda yang ditemukan oleh KPU Provinsi Maluku yang

semua dituangkan dalam Berita acara Nomor:

997/BA/81//PROV/1X/2018

mengenai Rekapitulasi Hasil Pencermatan Bersama Potensi Data Ganda Daftar

Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dari Partai Politik dan Badan

Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi. (Bukti PK.32-172). Berikut adalah Hasil

Pencermatan Potensi Daftar Pemilih Ganda berikut:

Hasil Pencermatan Potensi Data Ganda DPT Pemilihan Umum Tahun 2019

KPU Provinsi Maluku

Perempuan

Laki-Laki

Jumlah

2.068

1.906

3.974

Bawaslu Provinsi Maluku

Perempuan

Laki-Laki

Jumlah
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10.018 8.900 18.918
Bawaslu Kabupaten/Kota
Perempuan Laki-Laki Jumlah
7.359 6.628 15.279
Partai Politik
Perempuan Laki-Laki Jumlah
3.687 3.362 7.049
KPU Provinsi Maluku
Perempuan Laki-Laki Jumlah
2.068 1.906 3.974
Bawaslu Provinsi Maluku
Perempuan Laki-Laki Jumlah
10.018 8.900 18.918
Bawaslu Kabupaten/Kota
Perempuan Laki-Laki Jumlah
7.359 6.628 15.279
Partai Politik
Perempuan Laki-Laki Jumlah
3.687 3.362 7.049
Bukti PK.32-172
Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019

tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 16 September 2018 di Ruang

Rapat Kantor KPU Provinsi Maluku, Jalan Sultan Hasanudin, Tantui-Ambon yang
dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 998/BA/81/Prov/X1/2018 tentang Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Bukti PK.32-173). DPTHP yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan
Umum Tahun 2019

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019

Jumlah Jumlah Pemilih
Kabupaten/Kota Jumlah Desa/ Jumlah
Kecamatan el TPS L P Total
Kota Ambon 5 50 908 | 102.789 | 110.959 | 213.748
Kabupaten Maluku Tengah 18 191 1.329 | 148.794 | 153.704 | 302.498
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Kabupaten =~ Seram  Bagian 11 92 617 | 74554 | 74718 | 149.272
Barat
Rabupaten  Seram  Bagian 15 198 454 | 48244 | 48.451 | 96.695
Kabupaten Buru 10 82 404 45583 | 45.568 91.151
Kabupaten Buru Selatan 6 79 263 26.478 | 26.622 53.100
Kabupaten Maluku Tenggara 11 191 375 36.202 | 39.082 75.284
Kota Tual 5 30 183 20.995 | 22.377 43.372
g::’a“tpate” Maluku Tenggara 10 81 299 | 31.386 | 32.608 | 64.084
Kabupaten Kepulauan Aru 10 119 310 29.681 | 28.676 58.357
Egg;paten Maluku' Barat 17 118 253 | 25780 | 25.157 | 50.937
Total 118 1.231 5.395 | 590.486 | 608.012 | 1.198.498
Bukti PK.32-173
3. Pengawasan Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat

Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Ruang Rapat

Kantor KPU Provinsi Maluku, Jalan Sultan Hasanudin, Tantui-Ambon yang

dituangkan dalam Berita Acara Nomor

1326/PL.02.1/BA/81/PROV/XII/2018

tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Maluku Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti
PK.32-174). DPTHP-2 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua
(DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Pemilih
HEleEEn e Kecamatan DesEy TPS L P Total
Kelurahan
Kota Ambon 5 50 931 108.159 116.237 224.396
Kabupaten Maluku 18 191 1.349 | 156.588 | 162.988 | 319.576
Tengah
Kabupaten Seram 11 92 642 79.380 | 80588 | 159.968
Bagian Barat
Kabupaten Seram 15 198 467 | 50792 | 51.320 | 102.112
Bagian Timur
Kabupaten Buru 10 82 409 47.869 47.940 95.809
Kabupaten Buru 6 79 263 | 26.305 | 26392 | 52.697
Selatan
Kabupaten Maluku 11 191 377 37.794 | 40.980 78.774
Tenggara
Kota Tual 5 30 193 21.974 23.522 45.496
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Kabupaten Maluku 10 81 302 | 33549 | 35198 | 68.747
Tenggara Barat
Kabupaten 10 119 324 33.415 | 32.533 65.948
Kepulauan Aru
Kabupaten Maluku 17 118 257 26.578 | 25.933 52.511
Barat Daya
Total 118 1.231 5.514 | 622.403 | 643.631 | 1.266.034

Bukti PK.32-174
a) DPTHP-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Provinsi Maluku

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap

Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan

Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 20

Februari 2019 di Hotel the Natsepa, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor:
154/BA/81/PROV/II/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Bukti PK.32-175). Berikut Daftar Pemilih yang ditetapkan adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.13 Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019

Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Pemilih
Kabupaten/Kota Desa/
Kecamatan Kelurahan TPS L P Total

Kota Ambon 5 50 931 108.362 | 116.512 | 224.874
Kabupaten Maluku 18 191 1349 | 156.588 | 162.988 | 319.576
Tengah

Kabupaten Seram 11 92 650 79.595 | 80.788 | 160.383
Bagian Barat

Kabupaten Seram 15 198 467 50.792 | 51.320 | 102.112
Bagian Timur

Kabupaten Buru 10 82 410 47.895 47.977 95.872
Kabupaten Buru Selatan 6 79 264 26.365 26.449 52.814
Kabupaten Maluku 11 191 377 37.794 | 40980 | 78.774
Tenggara

Kota Tual 5 30 193 21.974 | 23522 | 45.496
Kabupaten Maluku 10 81 303 33.692 | 35336 | 69.028
Tenggara Barat

if‘ub”pate” Kepulauan 10 119 324 33415 | 32533 | 65.948
Kabupaten Maluku Barat 17 118 257 26.883 | 26211 | 53.094
Daya

Total 118 1.231 5.525 | 623.355 | 644.616 | 1.267.971
Tabel Diolah dari Bukti PK.32-175
Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan
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Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 03 April
2019 di Kantor KPU Provinsi Maluku, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor
232/BA/81/PROV/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019. (Bukti PK.32-176). Daftar Pemilih yang ditetapkan adalah sebagai
berikut:
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan
Umum Tahun 2019 Yang Ditetapkan

Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-3) Pemilihan
Umum Tahun 2019
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Pemilih
(ElEEe e Kecamatan by TPS L P Total
Kelurahan

Kota Ambon 5 50 931 | 108.643 | 116.801 | 225.444
Kabupaten Maluku
Tongah 18 191 1.349 | 156.588 | 162988 | 319.576
Kabupaten Seram 11 92 650 | 79.595 | 80.788 | 160.383
Bagian Barat
Kabupaten Seram 15 198 468 50.792 | 51.320 | 102.112
Bagian Timur
Kabupaten Buru 10 82 410 47.894 | 47.977 | 95.871
Kabupaten Buru 6 79 264 26.367 | 26.450 | 52.817
Selatan
Kabupaten Maluku 11 191 378 37.793 | 40979 | 78772
Tenggara
Kota Tual 5 30 193 22.093 | 23.639 | 45.732
Kabupaten Maluku 10 81 303 34.074 | 35742 | 69.816
Tenggara Barat
xf‘f“pate” Kepulauan 10 119 324 | 33516 | 32.648 | 66.164
Kabupaten Maluku 17 118 257 | 26.883 | 26.211 | 53.004
Barat Daya

Total 118 1.231 5527 | 624.543 | 645543 | 1.269.781

Bukti PK.32-176

b) Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap

Kedua Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2019 di Kantor KPU
Provinsi  Maluku, vyang dituangkan dalam Berita Acara Nomor:
206/BA/81/PROV/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar
Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum
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Tahun 2019 (Bukti PK.32-177). Daftar Pemilih Tambahan yang ditetapkan dengan
rincian sebagai berikut:

1.

Rekapitulasi dalam DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

dengan rincian berikut:

a.

Pemilih Yang mengurus di daerah asal sebanyak 874 pemilih dengan
rincian Pemilih laki-laki berjumlah 467 pemiilih dan pemilih perempuan
berjumlah 407 pemilih, tersebar di 11 kabupaten/kota, 79 kecamatan,
230 desa/kelurahan dan 401 TPS;

Pemilih masuk yang mengurus didaerah tujuan sebanyak 1.585 pemilih
dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 911 pemilih dan pemilih
perempuan 674 pemilih, tersebar di 11 kabupaten/kota, 82 kecamatan,
257 desa/kelurahan dan 430 TPS.

Rekapitulasi DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dengan

rincian sebagai berikut:

a.

Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 1.005 pemilih,
dengan rincian, pemilih laki-laki berjumlah 563 pemilih dan pemilih
perempuan berjumlah 442 pemilih, tersebar di 427 TPS, 119
Desa/Kelurahan, 72 Kecamatan dan 11 Kabupaten/Kota.

Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 1.624 pemilih
dengan rincian, pemilih laki-laki berjumlah 855 pemilih dan pemilih
perempuan berjumlah 769 pemilih, tersebar di 872 TPS, 366
Desa/Kelurahan, 99 Kecamatan, dan 11 kabupaten/kota.

Penindakan Pelanggaran

a.

Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan penanganan terhadap
Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak Enam (6)
dengan rincian sebagai berikut:

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hijrah
Tangkota, S.Pd selaku Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat
pada tanggal 11 Agustus 2018 dan telah diregister dengan nomor
001/TM/PL/ADM.Berkas/Prov/ 31.00/VI11/2018. Materi temuan oleh
Hijrah Tangkota, S.Pd adalah sebagai berikut KPU Kabupaten
Seram Bagian Barat diduga terindikasi telah menyetujui untuk

menggantikan bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
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di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Dapil I,
dan Dapil 1l pada saat verifikasi berkas perbaikan pencalonan
tanpa adanya surat pengunduran diri dari bakal calon pada saat
proses perbaikan. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan
dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register
001/TM/PL/ADM.Berkas/Prov/31.00/VII1/2018, Bawaslu Maluku
memutuskan, Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seram
Bagian Barat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap
tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilu dengan
mencoret Saudara Salmon Salenussa, S.Pd pada Dapil 3 Nomor
Urut 2 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan digantikan
dengan Saudara Fredi Recyson Pentury, S.Sos serta mencoret
Saudara Nimrod Oitha pada Dapil 1 Nomor Urut 5 Dalam Daftar
Calon Sementara (DCS) dan digantikan dengan Saudara Frans
Agustinus Ulate, S,Sos. (Bukti PK.32-178)

Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Baco
Djabumir, S.Sos selaku Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru pada
tanggal 20 September 2018 dan telah diregister dengan nomor
002/TM/PL/ADM/Prov/31.00/X/2018. Materi temuan oleh Baco
Djabumir, S.Sos adalah sebagai berikut Bahwa berdasarkan hasil
temuan, sebelum ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) oleh
KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Bawaslu Kabupaten Kepulauan
Aru melakukan investigasi terhadap dokumen syarat calon atas
nama Saudara Lamani Kamarmir pada Kejaksaan Negeri
Kepulauan Aru dan terhadap hasil investigasi, Bawaslu Kabupaten
Kepulauan Aru mendapatkan keterangan dari Kepala Kejaksaan
Negeri Kepulauan Aru atas nama Ketut Winawa, SH.,MH yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan (Lamani Kamarmir) masih
berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif dan akan
menggakhiri masa kerjanya/pensiun pada tanggal 27 November
2018 dan terhadap proses pensiun Saudara Lamani Kamarmir
masih bersifat internal dan belum diajukan proses pensiun ke
Kejaksaan Agung Republik Indonesia oleh karena yang



66

bersangkutan (Saudara Lamani Kamarmir) belum melengkapi
seluruh dokumen persyaratan untuk pengajuan pensiun. Bahwa
berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran
administratif Pemilu Nomor Register 002/TM/PL/ADM/ Prov/
31.00/X/2018, Bawaslu Maluku memutuskan, memerintahkan
kepada Terlapor | (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) untuk
melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur,
dan mekanisme pada tahapan Pemilu dengan mencoret Terlapor Il
(Lamani Kamarmir) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Kepulauan Aru IV Nomor
Urut 2. (Bukti PK.32-179)

Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Syafiudin
Rumbory, SE dan Suparjo Rustam Rumakamar, SH selaku
Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 17 Oktober
2018 dan telah diregister dengan nomor
003/TM/PL/ADM/Prov/31.00/ X/2018. Materi temuan oleh Syafiudin
Rumbory, SE dan Suparjo Rustam Rumakamar, SH adalah
sebagai berikut KPU Kabupaten Seram Bagian Timur diduga
melakukan kesalahan prosedur, tata cara, dan mekanise dengan
menetapkan Djalal Tianotak dan Saudara Eda Irma Wakano yang
belum memasukan surat pengunduran diri kepada KPU Kabupaten
Seram Bagian Timur dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Bahwa
berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran
administratif Pemilu Nomor Register 003/TM/PL/ADM/Prov/
31.00/X/2018, Bawaslu Maluku memutuskan, Menyatakan
Terlapor 1l (Djalal Tianotak), Memenuhi Syarat (MS) untuk
ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD
Kabupaten Seram Bagian Timur dari Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Il Nomor Urut 4.
Menyatakan Terlapor Il (Eda Irma Wakano), Memenuhi Syarat
(MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Partai Amanat
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Nasional (PAN) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Nomor Urut 6.
(Bukti PK.32-180)

Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hijrah
Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd selaku Bawaslu
Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 20 September 2018
dan telah diregister dengan Nomor 004/TM/PL/ADM/Prov/
31.00/X1/2018. Materi temuan oleh Hijrah Tangkota, S.Pd. dan
Rahman Nurlette, S.Pd adalah sebagai berikut Diduga KPU
Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan pelanggaran
administrasi terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur yaitu
dengan meloloskan calon Anggota DPRD Kabupaten Seram
Bagian Barat atas nama JACOB NELSON SILAKA, SH yang
berstatus khusus (Ketua BPD Honitetu Kecamatan Inamosol)
padahal yang bersangkutan (JACOB NELSON SILAKA, SH) belum
memasukkan surat pengunduran diri dan MOKSEN ATTAMIMI, ST
yang berstatus khusus (Ketua MUI Kab. SBB dan Ketua FKUB
Kab. SBB) yang juga belum memasukan surat pengunduran diri.
Yang mana Surat pengunduran diri tersebut merupakan salah satu
syarat pokok yang harus dipenuhi dalam proses pencalonan
sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum bakal
calon ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019. Bahwa berdasarkan
hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu
Nomor Register 004/TM/PL/ADM/Prov/31.00/X1/2018, Bawaslu
Maluku memutuskan Memerintahkan kepada Terlapor | (KPU
Kabupaten Seram Bagian Barat) untuk melakukan perbaikan
administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada
tahapan pemilu dengan mencoret Terlapor Il (Jakob Nelson Silaka,
SH) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten
Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Daerah
Pemilihan (DAPIL) II, Nomor Urut 1. Selain itu, Memerintahkan
kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan perbaikan
administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pada
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Tahapan Pemilu dengan mencoret Terlapor IV (Suhartini. N.
Silaka) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi
Maluku dari Partai Nasdem, Dapil Maluku V, Nomor Urut 4. (Bukti
PK.32-181)

Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Mathias
Alubmawan, SH, Eduardus Futwembun, SH, dan Indra. M Pormes,
S.Pd selaku Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada
tanggal 21 September 2018 dan telah diregister dengan nomor
005/TM/PL/ADM/Prov/31.00/X1/2018. Materi temuan oleh Mathias
Alubmawan, SH, Eduardus Futwembun, SH, dan Indra. M Pormes,
S.Pd adalah sebagai berikut Diduga KPU Kabupaten Maluku
Tenggara Barat telah melakukan pelanggaran administrasi
terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur yaitu dengan
meloloskan calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Barat atas nama Prisilia Tanti Saka. Bahwa berdasarkan hasil
kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor
Register 005/TM/PL/ADM/Prov/31.00/X1/2018, Bawaslu Maluku
memutuskan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melakukan perbaikan
administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada
tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan mencoret Terlapor (Prisilia Tanti Saka) dalam
Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara Barat dari Partai Nasdem, pada Daerah Pemilihan llil,
Nomor Urut 9. (Bukti PK.32-182)

Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Albert J.
Talabessy, SE., M.Si., Daim B. Rahawarin, S.Sos., Jesse Akihari,
Andi R. Abidin selaku Bawaslu Kota Ambon pada tanggal 16 Maret
2019 dan telah diregister dengan nomor
006/TM/PL/ADM/Prov/31.00/111/ 2019. Materi temuan oleh Albert J.
Talabessy, SE., M.Si., Daim B. Rahawarin, S.Sos., Jesse Akihari,
Andi R. Abidin adalah sebagai berikut Diduga Calon Anggota
DPRD Kota Ambon masih aktif menjadi tenaga honorer di DPRD
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Prov Maluku atas nama Yohanis Sinay, Antoni Siloy, Rendi
Revano Ahuluhelu, SH. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan
dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register
006/TM/PL/ADM/Prov/31.00/111/2019, Bawaslu Maluku
memutuskan menyatakan Yohanis Sinay memenuhi syarat untuk
ditetapkan dalam DCT, menyatakan terlapor Antoni Siloy
memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT, menyatakan
terlapor Rendi Revano Ahuluhelu, SH memenuhi syarat untuk
ditetapkan dalam DCT. (Bukti PK.32-183)

Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah menerima Laporan Dugaan

Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak Dua (2) dengan rincian sebagai
berikut:

1.

Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Dra. Sr.
Brigitina Renyaan, SRM pada tanggal 06 Maret 2019 dan telah
diregister dengan Nomor 002/TM/PL/Prov/31.00/111/2019 pada
tanggal 06 Maret 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Dra. Sr.
Brigitina Renyaan, SRM adalah sebagai berikut: Perusakan APK
Berupa Baliho dari Pelapor. Bahwa berdasarkan kajian awal
Bawaslu Provinsi Maluku Memenuhi syarat formil dan materil serta
Ditindak lanjuti dan dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
Laporan dugaan pelanggaran dengan nomor
002/TM/PL/Prov/31.00/111/2019 tersebut telah diteruskan kepada
Sentra Gakkumdu. Pada Proses Pembahasan Pertama disepakati
menghentikan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu diatas dengan
alasan tidak cukup bukti. (Bukti PK.32-184)

Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Paulus Titaley
pada tanggal 30 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor
001/TM/PL/Prov/31.00/1/2019 pada tanggal 30 Januari 20109.
Materi temuan oleh Paulus Titaley adalah sebagai berikut: Telah
terjadi dugaan pelanggaran yang melibatkan Kades, perangkat
desa, BPD, dan ASN dalam kampanye serta Dugaan membuat
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang

menguntungkan/merugikan salah satu peserta pemilu selama
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masa kampanye. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan
pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register
001/TM/PL/Prov/31.00/1/2019 tersebut diatas telah diteruskan
kepada Sentra Gakkumdu. Pada Proses Pembahasan Kedua
disepakati ditingkatkan pada proses penyidikan oleh Kepolisian.
Pada Tahap Penyidikan, Pihak Kepolisian menghentikan dugaan
Pelanggaran Pidana Pemilu diatas dengan alasan tidak cukup
bukti. (Bukti PK.32-186)

2. Keterangan Tambahan Kota Ambon
2.1 Kegiatan Pencegahan.

Bahwa Bawaslu Kota Ambon telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

2.1.1 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Rapat koordinasi dengan
Stakeholder (Bukti PK.32.10-7)

2.1.2 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Rapat koordinasi dengan
Relawan Pemilu Tahun 2019 (Bukti PK.32.10-8, Bukti PK.32.10-9, Bukti
PK.32.10-10, Bukti PK.32.10-11, dan Bukti PK.32.10-12)

2.1.3 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan
Tahapan Pemilu Tahun 2019 bagi Pemilih Pemula dan warga Masyarakat
dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kota Ambon (Bukti
PK.32.10-13)

2.1.4 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan
Mitra Kerja (Bukti PK.32.10-14)

2.1.5 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis
Peningkatan Kapasitas Pengawasan training of Trainer (ToT) Pengawas
TPS dan Saksi Parpol bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kota Ambon pada
Pemilu Tahun 2019 (Bukti PK.32.10-15)

2.1.6 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Pengawasan Partisipatif
(Bukti PK.32.10-16)

2.1.7 Bawaslu Kota Ambon melakukan kegiatan Pencegahan berupa Surat
Peringatan Dini kepada Bakal Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Prov,
DPRD Kab/Kota dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 t (Bukti
PK.32.10-17)
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Bawaslu Kota Ambon melakukan kegiatan Pencegahan berupa Surat
Peringatan Dini /Rekomendasi KPU Kota Ambon (Bukti PK.32.10-18)
Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua
Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019. (Bukti PK.32.10-19)

Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua
Relawan Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) Kota Ambon
terkait (Bukti PK.32.10 - 20)

Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua
DPC Partai Gerindra Kota Ambon (Bukti PK.32.10-21)

Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua
KPU Kota Ambon terkait LPSDK yang harus diumumkan di Web KPU Kota
Ambon. (Bukti PK.32.10-22)

Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada
Walikota Ambon

(Bukti PK.32.10-23)

Bawaslu Kota Ambon mengluarkanlakukan Surat Peringatan Dini kepada
Wakil Walikota Ambon (Bukti PK.32.10-24)

Bawaslu Kota Ambon mengluarkan Surat Peringatan Dini kepada Bapak
Adrian Kneefel, SH (Bukti PK.32.10-25)

Bawaslu Kota Ambon mengluarkan Surat Peringatan Dini kepada
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Ketua
Tim/Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019 (PK.32.10-26)

Bawaslu Kota Ambon mengluarkan Surat Peringatan Dini kepada Bapak
Dr. Djunaidi Rupelu, SE., M.Si (Bukti PK.32.10-27)

Pengawasan Penyusunan, Penetapan dan Perubahan DPT di Kantor KPU
Kota Ambon. (Bukti PK.32.10-28, Bukti PK.32.10-29, Bukti PK.32.10-30,
Bukti PK.32.10-31, Bukti PK.32.10-32, Bukti PK.32.10-33, Bukti PK.32.10-
34, Bukti PK.32.10-35, Bukti PK.32.10-36, Bukti PK.32.10-37, Bukti
PK.32.10-38, Bukti PK.32.10-39, dan Bukti PK.32.10-40)

Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kab/Kota. (Bukti PK.32.10-41, dan Bukti PK.32.10-42)
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2.1.20 Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye, bahwa Bawaslu Kota Ambon

telah melakukan kegiatan Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye (Bukti
PK.32.10-43, dan Bukti PK.32.10-44)

2.2 Penindakan Pelanggaran

Bahwa selama proses pemilu tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Ambon telah menangani beberapa Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan

rincian sebagai berikut:

221

2.2.2

2.2.3

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pernah menerima
Laporan terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebanyak 1
(satu) Laporan yang dilaporkan oleh Joga Papilaya, S.Sos dan terlapor
yaitu Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon dengan Nomor:
01/LP/PL/ADM/Kota/31.01/VI11/2018. (Bukti PK.32.10-45)

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pernah malukan
penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
sebanyak 1 (satu) Temuan yang ditemukan oleh Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Ambon dengan Nomor 001/TM/PL/ADM/Kota/
31.01/111/2019 terkait dengan 3 (tiga) orang yang telah ditetapkan dalam
Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Ambon masing-masing
atas nama: a. Johanis Sinay, b. Anthony Silooy dan c. Rendy Revano
Ahuluheluw, SH telah memanipulasi data atau tidak jujur dalam
memasukan data yang ada pada Formulir Model BB.1 DPRD Kota dan
Model BB.2 DPRD Kota yakni terkait status pekerjaan sesuai yang telah
diuraikan pada point 8) sehingga KPU Kota Ambon menetapkan ketiga
orang tersebut dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Formulir
Model BB.1 DPRD Kota dan Model BB.2 DPRD Kota, namun dalam
kenyataannya ketiga orang tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang masih aktif pada Kantor DPRD Provinsi Maluku. (Bukti
PK.32.10-46)

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pernah menerima
Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebanyak 1 (satu)
Laporan yang dilaporkan oleh Titus Yohanis A. F. Lethulur dan terlapor
yaitu Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon dengan Nomor:
001/LP/PL/Kota/31.01/IV/2019. (Bukti PK.32.10-47)
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3. Keterangan Tambahan Kabupaten Buru
3.1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan,;
Pengawasan Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan pemutakhitran data
pemilih dan daftar pemilih
a. Kerawanan dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Terdapat
kerawanan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
sebagai berikut:
1) Adanya data pemilih ganda
2) Masih terdapat masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tetapi
belum terdaftar
b. Perencanaan pengawasan pada tahapan ini Bawaslu kabupaten
buru menggunakan perencanaan yaitu;

1. Fokus yang dilakukan Bawaslu kabupaten buru dan jajaran
dalam hal ini Panwaslu kecamatan dan PPD dengan
melakukan pengawasan melekat dalam mengawasi KPU
Kabupaten Buru dan Jajaran saat melakukan perbaikan dan
penyempurnaan Datar Pemilih difokuskan pada:

a) Kemungkinan adanya Nama Ganda

b) Masih terdaftar Pemilih yang sudah Meninggal

c) Pemilih tanpa NIK

d) Pemilih tanpa KK

e) TNI/POLRI

f) Masih terdaftrarnya Pemilih dibawah Umur

g) Beda Alamat

h)  Pindah Domisili

2. Strategi Pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum 2019 dengan menginstruksikan
kepada Panwaslu Kecamatan dan PPD memastikan Daftar Pemilih di wilayah
masing terkait Fokus yang disampaikan diatas dan menerima juga membantu
apabila ada tanggapan dari masyarakat yang memenuhi syarat namun belum
terdaftar dalam DPT.
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Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru dikeluarkan terkait dengan hasil

pengawasan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang di
himpun oleh Bawaslu kabupaten Buru (Bukti PK.32.04-15)

Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran

data pemilih dan daftar pemilih

a.

Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Buru menginstruksikan kepada Panwaslu

Kecamatan untuk memastikan masyarakat diwilayah masing-masing

sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan melakukan yang belum

terdaftar untuk direkap kedalam Daftar Potensi Daftar Pemilih Khusus

(DPK).

Aktifitas Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

meliputi

1) Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Pemula telah
diplenokan Juni 2018.

2) Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada tanggal 24 Juli
2018.

3) Pada tanggal 24 Agustus 2018 Daftar Pemilih Sementara Hasil

Perbaikan Akhir dan dijadikan DPT.

4) Pada tanggal 14 Septembr 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan-1 (DPTHP-1).

5) Pada tanggal 10 Desember 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan-2 (DPTHP-2).

6) Pada tanggal 18 Februari 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan-2 (DPTHP-2).

7) Pada tanggal 3 April 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-3
(DPTHP-3).

(Bukti PK.32.04-16)

Bahwa hasil Pengawasan dalam Sub tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih Hasil dari Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Rekapitulasi data

hasil dan telah dituangkan didalam Alat Kerja sesuai hasil Pengawasan
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terhadap KPU Kabupaten Buru yang melakukan pemutakhiran Data Pemilih

meliputi:

1. Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Pemula telah
diplenokan dengan jumlah Pemilih Sebanyak 91.373 17 Juni 2018.

2. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada tanggal 24 Juli 2018
dengan Jumlah Pemilih Sebanyak 91.775.

3. Pada tanggal 24 Agustus 2018 Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan Akhir dan dijadikan DPT dengan jumlah Pemilih Sebanyak
92.445.

4. Padatanggal 14 Septembr 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1
(DPTHP-1) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 91.151.

5. Pada tanggal 10 Desember 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-
2 (DPTHP-2) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.809.

6. Pada tanggal 18 Februari 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2
(DPTHP-2) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.872. Tindaklanjut
terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru untuk mengakomodir
63 Pemilih DPK kedalam DPTHP. (Bukti PK.32.04-17)

7. Pada tanggal 3 April 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-3
(DPTHP-3) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.871 ada pengurangan
1 pemilih Warga Negara Asing (WNA) di kecamatan Waelata desa
Waelo oleh KPU Kabupaten Buru menindaklanjuti Rekomendasi
Bawaslu Kabupaten Buru. (Bukti PK.32.04-18)

8. Daftar Pemilih dikembalikan ke DPTHP-2 sesuai dengan Surat Edaran
KPU RI yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Buru menjadi 95.808
Pemilih.

Temuan

Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu

Kabupaten Buru dan Jajaran di Kecamatan terhadap Daftar Pemilih, terdapat

Pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPT sebanyak 63

Pemilih, data tersebut berasal dari hasil Pendataan Panitia Pengawas

Kecamatan dari 8 Kecamatan masing-masing.

Bahwa terdapat jumlah Pemilih dalam DPK dengan jumlah yang signifikan

pada Desa Wapsalit Kecamatan Lolong Guba yang berjumlah 63 Pemilih dari
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jumlah pemilih dalam DPTHP-2 yaitu 875 dari 3 TPS di Desa tersebut dan
indikasi Surat Suara cadangan 2% tidak dapat mengakomodir Pemilih DPK
tersebut.

Bahwa temuan dari Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Waelata
ditemukan WNA yang terdaftar dalam DPTHP di TPS 004 Desa Waelo.

Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru

untuk melakukan pencermatan kemudian terhadap 63 pemilih memenuhi

syarat yang belum terdaftar dapat dimasukan kedalam daftar pemilih pemilu

2019

Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru

untuk dapat memasukan 63 Pemilih DPK kedalam DPTHP dengan

memperhatikan ketentuan yang telah di tuangkan dalam Surat Keputusan

KPU RI Nomor 227 pada bulan Januari 2019.

Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru

untuk Pemilih dengan kewarganegaraan asing dihapuskan dari DPTHP.

3.4. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan
Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru telah melakukan pengawasan terhadap proses

Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten yang dilaksanakan di Ruang AulaKantor KPU

Kabupaten Buru dengan keterangan sebagai berikut:

A.

Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam

Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019

dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019

dilanjutkan dengan Pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara

tingkat Kecamatan oleh PPK Namlea.

Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Namlea terdapat catatan

khusus sebagai berikut:

1. Dari hasil pengamatan Bawaslu pada DA-1-PPWP, ditemukan jumlah
Pemilih dalam DPT pada DA-1-PPWP berjumlah 23.790. yang
seharusnya jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPTHP-3 Kec.
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Namlea vyaitu 24.013. Setelah memeriksa, Ketua PPK Namlea
menyampaikan bahwa, benar telah terjadi kesalahan input data
kemungkinan pada saat mengetik data tersebut. Kemudian Bawaslu
meminta untuk dilakukan perbaikan dengan pencocokan sesuai
prosedur.
Dari hasil pengamatan Bawaslu pada DA-1-PPWP, ditemukan jumlah
Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% berjumlah 24.478.
yang seharusnya jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPTHP-3 Kec.
Namlea ditambahkan dengan 2% per-TPS Kec. Namlea yang berjumlah
24.546. setelah memeriksa, Ketua PPK Namlea menyampaikan bahwa,
benar telah terjadi kesalahan input data kemungkinan pada saat
mengetik data tersebut. Bawaslu meminta untuk dilakukan perbaikan
dengan pencocokan sesuai prosedur.
Kemudian pada DA-1-DPR, dari hasil pengamatan ditemukan jumlah
Pemilih dalam DPT berjumlah 23.806. yang seharusnya jumlah tersebut
sesuai dengan jumlah DPTHP-3 Kec. Namlea yaitu 24.013. setelah
disampaikan, Ketua Anggota PPK Namlea memeriksa, kemudian
menyampaikan bahwa, benar telah terjadi kesalahan input data
kemungkinan pada saat mengetik data tersebut. Kemudian diberikan
saran perbaikan dengan kesepakatan dari saksi Parpol, PPK melakukan
perbaikan dan koreksi pada DA-1-DPR.
Terkait dengan perbaikan terhadap selisih jumlah pada Form DA-1,
Bawaslu meminta KPU untuk melakukan perbaikan seluruh Dokumen
hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan. Kemudian KPU menindaklanjuti
dengan mengembalikan ke PPK Namlea untuk melakukan perbaikan
pada semua dokumen pada tingkat Kecamatan bersama Saksi
sebagaimana dimaksud dan kemudian dilakukan skorsing sampai
perbaikan selesai.
Pada tanggal 14 Mei pukul 22.30 WIT Rapat pleno rekapitulasi tingkat
kabupaten dilanjutkan dengan catatan khusus sebagai berikut:
1. Setelah skors dicabut, proses pembaaan hasil perbaikan dilakukan
oleh PPK Namlea. Dari hasil pengamatan terhadap DA-1-DPRD

Provinsi masih ada selisih pada Surat Suara yang diterima
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termasuk cadangan 2%=17.917 yang seharusnya sesuai DPT
ditambah cadangan 2%=17.818. Kemudian Bawaslu menanyakan
kepada PPK untuk menjelaskan hal tersebut. Kemudian PPK
menjelaskan bahwa jumlah tersebut adalah kesalahan input
kedalam DA-1. Kemudian disarankan untuk dilakukan perbaikan
sesuai prosedur.

Saksi PPP berkebaratan terhadap hasil pembacaan rekapan
tingkat Kecamatan oleh PPK Namlea. Bahwa pada DA-1-DPRD
Kabupaten PPP kehilangan perolehan suara sebanyak 182 suara
di 45 TPS se-Desa Namlea. Kemudian KPU meminta bukti untuk
bisa disandingkan dengan DA-1-DPRD Kabupaten milik saksi
parpol yang lain dan Bawaslu. Namun saksi PPP membawa 1
karton C1-KPU namun tidak menunjukan hal tersebut terjadi di
TPS berapa dengan bukti. yang dimana proses tersebut sudah
dilakukan di tingkat PPK sampai dilakukan penghitungan suara
ulang untuk 71 TPS untuk Desa Namlea. Saksi parpol yang lain
juga bersepakat akan hasil penghitungan ulang yang sudah
dituangkan kedalam DAAl dan DA-1-DPRD Kabupaten. Karena
hal tersebut saksi PPP mengajukan keberatan dan dituangkan
kedalam DB-2 KPU.

Setelah pembacaan hasil oleh PPK Namlea, kemudian pada pukul
02.55 WIT tanggal 15 Mei 2019, KPU Kabupaten Buru
mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat
Kecamatan. (Bukti PK.32.04-9)

Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam

Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019

dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019

dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat

Kecamatan oleh PPK Lilialy. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK

Kecamatan Lilialy terdapat catatan khusus sebagai berikut:

Dari pengamatan terhadap penyampaian hasil rekapitulasi
penghitungan suara Kecamatan Lilialy pada Form Model DA-1,
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terdapat peningkatan jumlah pada pemilih DPTb. Dilihat pada BA
Penetapan DPTb pada tanggal 11 April, pemilih DPTb di
KecematanLilialy dengan jumlah 1. Sedangkan Pada DA-1 Pemilih
DPTb berjumlah 99. Disampaikan oleh Ketua PPK Lilialy bahwa
peningkatan Pemilih DPTb menggunakan Form model A5-KPU
akibat pemilih tersebut baru diketahui pada saat hari pemungutan
saat hadir di TPS dengan membawa Form model A5-KPU, dan hal
itu diakibatkan oleh pemilih DPTb tidak memberi informasi kepada
PPS dan PPK. Hal tersebut mengakibatkan KPU tidak dapat
merekap dan menetapkan jumlah tersebut pada Rapat Pleno
Penetapan DPTb tanggal 11 April 2019.
2. Pada data Jumlah Pemilih Disabilitas di Form DA-1 diisi dengan

angka Nol (0), namun pada Pemilih Disabilitas yang menggunakan
Hak Pilih diisi dengan jumlah satu (1). Setelah dilakukan
pencocokan di Kecamatan Lilialy terdapat 3 Pemilih Disabilitas, 2
Laki-laki dan 1 Perempuan. Dijelaskan oleh Ketua PPK Lilialy
bahwa, benar ada hanya 1 dari 3 Pemilih Disabilitas yang
melakukan pencoblosan. ada keliru isi jumlah pada kolom Pemilih
Disabilitas. Setelah itu, disarankan untuk melakukan koreksi
dengan jumlah yang sesuai dengan hasil koreksi, dan saksi Parpol
sepakat untuk dilakukan koreksi dan di paraf pada form model DA-
1 oleh ketua PPK Kec. Lilialy.
Setelah Ketua PPK Lilialy selesai membacaan hasil Rekapitulasi
Penghitungan Suara dan hal tersebut diterima oleh Semua Saksi
Parpol kemudian sepakat untuk melanjutkan Rapat Pleno. Setelah
pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan
Lilialy selesai dibacakan, KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil
Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lilialy. (Bukti
PK.32.04-10)

Bahwa pada tanggal 30 April 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam

Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019

dilanjutkan.
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Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan

Pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh

PPK Waeapo. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Waeapo

terdapat catatan khusus sebagai berikut:

a. Terdapat peningkatan jumlah Pemilih DPTb pada DA-1 yang berjumlah

38 dari 7 Desa, yang dimana jumlah pada SK Penetapan DPTb pada
tanggal 11 April 2019 berjumlah 1 dari 1 Desa. PPK menyampaikan
bahwa Pemilih pindah memilih pengguna Formulir model A5-KPU yang
masuk ke Kecamatan Waeapo tersebar di 7 Desa tidak melapor dan
memberi informasi kepada PPS dan PPK Waeapo. Hal tersebut tidak
teridentifikasi sampai dengan pada saat hari pemungutan suara pada
tanggal 17 April 2019.
Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Ketua
PPK Waeapo selesai, KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil
Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Waeapo. (Bukti PK.32.04-
11)

Bahwa pada tanggal 01 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam

Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019

dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019

dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat

Kecamatan oleh PPK Lolongguba. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK

Kecamatan Lolong guba terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan jumlah Pemilih DPTb pada DA-1 yang berjumlah
18 tersebear di 10 Desa, yang dimana pada SK Penetapan DPTb pada
tanggal 11 April 2019 tidak ada DPTh. Ketua PPK menyampaikan
bahwa Pemilih pindah memilih pengguna Formulir model A5-KPU tidak
melapor dan tidak memberi informasi kepada PPS dan PPK Lolong
guba. Hal tersebut tidak teridentifikasi sampai pada saat hari
pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.

2. Keberatan disampaikan saksi Partai Hanura bahwa pada TPS 01 Desa
Waegeren ada Pemilih kategori DPTb yang tidak menggunakan Form

A5-KPU memberikan hak pilih. Saksi juga menyampaikan bahwa
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peristiwa tersebut sudah ada Rekomendasi Panwaslu Kecamatan
Lolong Guba untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada
TPS tersebut, tapi sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh KPU.
Kemudian KPU memberikan Formulir DB-2 untuk saksi Partai Hanura
menuangkan keberatan tersebut.

Adapun keberatan bahwa perbedaan angka terjadi pada C1 TPS 02
dengan DA-1 DPRD Kabupaten. Pada C1-DPRD Kabupaten PKS tidak
ada suara, tapi pada DA-1 DPRD Kabupaten yang dibacakan PKS
memiliki 10 suara. Ketua PPK menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi
dikarenakan ada kesalahan penulisan, namun pada pleno tingkat
kecamatan Lolong Guba sudah dilakukan perbaikan dengan dilakukan
pencocokan sesuai prosedur, dan koreksi mengenai hal tersebut sudah
dilakukan dengan disaksikan semua saksi Parpol pada Rapat Pleno
Tingkat Kecamatan Lolong Guba.

Setelah Ketua PPK Lolong Guba selesai membacaan hasil Rekapitulasi
Penghitungan Suara dan penjelasan terkait keberatan dari saksi Parpol,
hal tersebut diterima oleh Semua Saksi Parpol kemudian sepakat untuk
melanjutkan Rapat Pleno. Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi
Penghitungan Suara Kecamatan Lolong Guba selsai dibacakan, KPU
Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara
Kecamatan Lolong guba. (Bukti PK.32.04-12)

Bahwa Rapat Pleno dilanjutkan dengan penyampaian Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Waelata. Pada saat

pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Waelata terdapat catatan khusus

sebagai berikut:

1.

Dari pengamatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara
Kecamatan Waelata pada Form Model DA-1, terdapat peningkatan
jumlah pada pemilih DPTb. Dilihat pada BA Penetapan DPTb pada
tanggal 11 April dengan jumlah 12, sedangkan pada DA-1lsemua jenis
pemilihan Pemilih DPTb berjumlah 18. Disampaikan oleh Ketua PPK
Waelata bahwa tidak ada informasi dari pemilih masuk dan juga PPS
dan KPPS, hal tersebut baru diketahui pada hari pemungutan saat
pemilih hadir di TPS dengan membawa Form Model A5-KPU. Hal
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tersebut mengakibatkan KPU tidak dapat merekap dan menetapkan

jumlah tersebut pada Rapat Pleno Penetapan DPTb tanggal 11 April

2019.

Bahwa setelah Ketua PPK Waelata selesai membacakan hasil

Rekapitulasi Penghitungan Suara, hal tersebut diterima oleh Semua

Saksi Parpol kemudian KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil

Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Waelata. (Bukti PK.32.04-

12)

Bahwa pada tanggal 29 April 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno

Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu

Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada

Pemilihan Umum Tahun 2019. Pembukaan acara yang dimulai pada

pukul 11.30 WIT diawali dengan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten

Buru kemudian diakhiri dengan pembacaan Do’a oleh perwakilan dari

Kementrian Agama Kabupaten Buru. Kegiatan ini juga dihadiri oleh

Bupati Buru, Kapolres Pulau Buru, dan Dandim 1506 Namlea dan Partai

Politik Peserta Pemilu 2019; PDIP, PKB, Perindo, PKS, Partai Golkar,

PAN, Partai Nasdem, Partai Demokrat.

Kemudian pada pukul 12.45 WIT Rapat Pleno Terbuka diskors oleh

Ketua KPU Kabupaten Buru untuk Isoma hingga pukul 02.00 WIT.

Bahwa Pada pukul 02.10 WIT Ketua KPU Kabupaten Buru mencabut

skors, kemudian proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu

Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi

Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Teluk Kaiely.

Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Teluk Kaiely terdapat

catatan khusus sebagai berikut:

1. Terdapat selisih pada jumlah pengguna hak pilih pada DA-1-
PPWP yang berjumlah laki-laki 1.103+ perempuan 1066 = 2.168.
dimana seharusnya Pemilih Laki-laki 1.103+1.066 = 2.169. setelah
diketahui lalu dilakukan pencocokan, terjadi kesalahan pada saat
pengetikan, kemudian dilakukan koreksi pada DA-1-PPWP dengan

jumlah yang sesuai yaitu 2.169.
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Terdapat Pemilih DPTb dengan jumlah 2 orang yang melakukan
pencoblosan di TPS 01 Desa Seith dan TPS 02 Desa Kaiely
dengan menggunakan formulir A5-KPU yang ditandatangani oleh
Ketua PPS Desa Namlea pada tanggal 10 April 2019. Yang
dimana sesuai dengan SK Penetapan DPTb pada tanggal 11 April
2019, untuk Kecamatan Kaiely tidak ada Pemilih DPTDb.
Penjelasan disampaikan oleh KPU Kabupaten Buru bahwa hal
tersebut terjadi di akibatkan PPS Desa Namlea tidak melaporkan
data Pemilih pindah memilih pada tanggal 10 April kepada PPK
Namlea untuk diteruskan ke KPU Kabupaten Buru untuk dimsukan
kedalam BA Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019.
Kemudian sesuai kesepakatan bersama saksi Parpol maka, 2
Pemilih pindah memilih yang menggunakan form A5-KPU tersebut
dimasukan kedalam Pemilih DPTb pada formulir model DA-1.
Terdapat perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT DA-1-
PPWP yang berjumlah 2.169 dengan DA-1 lainnya (DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten) dengan jumlah 2.168 pada
Kecamatan Teluk Kaiely. Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua PPK
Teluk Kaiely berdasarkan penjelasan dari PPS, bahwa ada Pemilih
yang terdaftar dalam DPT namun KTP-EI dengan Alamat dari luar
daerah. Berdasarkan hal tersebut, saat Pemungutan Suara di TPS
03 Desa Kailey KPPS hanya memberikan 1 Surat Suara (jenis
PPWP) kepada Pemilih yang ber-KTP-El alamat dari luar daerah
tersebut yang mengakibatkan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam
DPT DA-1-PPWP yang berjumlah 2.169 sedangkan DA-1 lainnya
(DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten) dengan
jumlah 2.168.

Pada DA-1-DPRD Provinsi terdapat perbedaan jumlah Surat Suara
Sah + Tidak Sah yang berjumlah 2.350 dengan jumlah Pengguna
Hak Pilih yang berjumlah 2.351. kemudian dilakukan pencocokan
angka dan dokumen. Setelah selesai, Ketua PPK Teluk Kaiely
menyampaikan bahwa, hal tersebut terjadi akibat kesalahan
penulisan pada jumlah suara tidak sah di Desa Kaiely dengan
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jumlah 13, Yang seharusnya 14. Hal tersebut langsung diterima
oleh Saski lalu menyepakati dengan dikoreksi dan di Paraf oleh
ketua PPK.

Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh
Ketua PPK Teluk Kaiely selesai, KPU Kabupaten Buru
mengesahkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan
Teluk Kaieley. (Bukti PK.32.04-13)

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam

Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019

dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019

dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat

Kecamatan oleh PPK Batabual. Bahwa Pada saat pembacaan hasil oleh PPK

Kecamatan Batabual terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1.

Setelah Penyampaian hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara
Kec.Batabual untuk Pemilihan DPRD Kabupaten, Saksi dari PKB, PPP,
dan Partai Hanura mempertanyakan bahwa Pada DA-1-DPRD
Kabupaten ada perbedaan jumlah pada Surat Suara DPT + 2% Surat
Suara cadangan yang diterima dengan DA-1 jenis yang lain. pada DA-1
yang lain berjumlah 7011.sedangkan DA-1-DPRD Kabupaten dengan
jumlah 7029. Dari hasil pengamatan Bawaslu ada kelibahan 18. Yang
dimana jumlah total DPT Kecamatan Batabual 6860 + cadangan 2%
berjumlah 151=7.011. kemudian ketua PPK Batabual menjelaskan
bahwa benar adanya kelebihan Surat Suara DPRD Kabupaten dengan
jumlah 18 pada TPS 03 Desa Waimorat. Yang seharusnya jumlah DPT
246 ditambah dengan jumlah cadangan 2% 5 = 251, namun pada kotak
suara DPRD Kabupaten saat pemungutan baru diketahui berjumlah
269.

Bahwa karena kekurangan Surat Suara pada Pemungutan akibat dari
adanya pemilih kategori DPK, Surat Suara tersebut kemudian
dipergunakan oleh KPPS TPS 03 Desa Waimorat kepada Daftar Pemilih

Khusus (DPK) saat pemungutan. Pemilih DPK tanpa keberatan karena
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tidak mencoblos jenis Surat Suara yang lain yang dikarenakan sudah
habis.

3. Bahwa ketua PPK Batabual mengatakan bahwa telah menyampaikan
hal tersebut kepada saksi Parpol pada Rapat Pleno di Tingkat
Kecamatan, dan hal tersebut tidak terdeteksi dikarenakan Petugas
KPPS lupa untuk membuat Berita Acara terkait peristiwa itu.

4. Bahwa setelah itu KPU mengembalikan kepada PPK Batabual untuk

dilakukan pembuktian dengan meminta Rekomendasi dari Panwaslu
Kecamatan Batabual untuk membuka kotak suara Pemilihan DPRD
Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat untuk menghitung jumlah Surat
Suara tersebut untuk dapat dipastikan jumlah, dan benar telah
digunakan oleh Pemilih. Kemudian Rapat Pleno tingkat Kabupaten
diskorsing sampai PPK Batabual selesai melakukan pencocokan hal
dimaksud.
Setelah proses tersebut dilaksanakan, dimana PPK Batabual
meninidaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Batabual untuk
melakukan penghitungan Surat Suara ulang di depan para saksi Parpol.
hasil yang didapatkan bahwa benar didapatkan Surat Suara dengan
jumlah 269 atau benar ada kelebihan 18 Surat Suara pada kotak suara
DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat. Proses tersebut di juga
dibuatkan Berta Acara Pembukaan Kotak Suara Pemilihan DPRD
Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat dan ditanda tangani oleh Saksi
Parpol, mengetahui Pawaslu Kecamatan Batabual. (PK.32.04-14)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan
pencegahan berupa:

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan
Sosialisasi Pengawasan Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019 sebagai upaya
pencegahan terhadap berbagai Potensi pelanggaran baik berupa Politik
uang, keterlibatan pihak-pihak dilarang untuk di ikut sertakan dalam
kampanye, keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik praktis dan
potensi pelanggaran lainya. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari
sabtu 06 Oktober 2018 bertempat di Ballroom Aurelia Hotel (Kimsone)
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Kegiatan tersebut dihadiri oleh Organisasi Kepemudaan se-Kabupaten
Maluku Tenggara, Tokoh-tokoh Pimpinan Masyarakat Adat (Raat), Kepala
Desa/Ohoi. (Bukti PK.32.2-6)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah ~melaksanakan kegiatan
Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN), sebagai upaya pencegahan terhadap keterlibatan Aparatur Sipil
Negara (ASN) dalam politik praktis, penggunaan Fasilitas Negara pada
Pemilu 2019, Kegiatan sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 bagi
Aparatur Sipil Negara (ASN), dilaksanakan pada hari sabtu 06 Oktober
2018 bertempat di Ballroom Aurelia Hotel (Kimsone) Kegiatan tersebut
dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara (FORKOPIMDA), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-
Kabupaten Maluku Tenggara(Bukti PK.32.2-7)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019,
sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai Potensi pelanggaran yang
mungkin akan terjadi. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari
kamis 15 November 2018 bertempat di Ballroom Aurelia Hotel (Kimsone)
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Ohoijang-
watdek, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Langgur, perwakilan Pemuda
Desa/Ohoi Wearlilir, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Faan, perwakilan
Pemuda Desa/Ohoi Kolser perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Loon perwakilan
Pemuda Desa/Ohoi Kelanit dan Perwakilan Pemuda Desa/Ohoi
lainnya.(Bukti PK.32.2-8)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan
Sosialisasi Pengawasan Patrtisipatif Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019,
sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai Potensi pelanggaran.
Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari selasa 02 april 2019 bertempat di
Kampus Stis Mutiara Langgur. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mahasiswa
dan Dosen Sekolah Tinggi llmu Sosial (STIS) Langgur. (Bukti PK.32.2-9)
Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan
pengawasan berupa:

1. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT
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Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan
kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan
DPT, dengan rincian sebagai berikut: (Bukti PK.32.2-10)

Jumlah DPT
Kecamatan Laki-Laki Perempuan

Hoat Sorbay 3.103 3.328
Kei Besar 5.608 6.295
Kei Besar Selatan 2.092 2.207
Kei Besar Selatan Barat 998 1.145
Kei Besar Utara Barat 2.858 2.981
Kei Besar Utara Timur 3.928 4.295
Kei Kecil 9.710 10.682
Kei Kecil Barat 2.394 2.396
Kei Kecil Timur 2.627 2.777
Kei Kecil Timur Selatan 1.734 1.881
Manyeuw 1.835 1.935

TOTAL 36.887 39.922

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara merekomendasikan
perbaikan DPT di Kabupaten Maluku Tenggara karena
berdasarkan pencermatan pada by name by adres Daftar Pemilih
Tetap (DPT) Kabupaten Maluku Tenggara, ditemukan 11972
pemilih tidak memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK), 2 Pemilih
tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Bawaslu
Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan rekomendasi
perbaikan DPT pada tanggal 13 September 2018 kepada KPU
Kabupaten Maluku Tenggara. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Maluku Tenggara ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku
Tenggara dengan melaksanakan Pencermatan bersama potensi
data ganda DPT 2019, yang dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik
Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dengan

Hasil pencermatan bersama sebagai berikut: (Bukti PK.32.2-11)

Data Ganda Partai Data Ganda Bawaslu
Kabupaten Politik Malra
L P L P
Maluku
Tenggara 685 8 685 840
Jumlah 1 1.525
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Sehingga ditindak lanjuti oleh KPU kabupaten Maluku Tenggara
dengan melakukan penghapusan terhadap potensi data ganda.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku
Tenggara terhadap penetapan DPTHP Kabupaten Maluku
Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 13 September
2018 di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku

Tenggara, DPTHP yang ditetapkan adalah sebagai berikut: (Bukti

PK.32.2-12)

Nama Jumlah DPTHP
Kecamatan Laki-Laki Perempuan
Hoat Sorbay 3.080 3.301
Kei Besar 5.496 6.155
Kei Besar Selatan 2.072 2.179
Kei Besar Selatan Barat 977 1.114
Kei Besar Utara Barat 2.790 2.904
Kei Besar Utara Timur 3.754 4.079
Kei Kecil 9.545 10.474
Kei Kecil Barat 2.371 2.369
Kei Kecil Timur 2.602 2.745
Kei Kecil Timur Selatan 1.692 1.838
Manyeuw 1.824 1.924
TOTAL 36.202 39.082

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku
Tenggara terhadap penetapan DPTHP-II Kabupaten Maluku
Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2018
bertempat di meeting room hotel Grand Vilia Langgur sebagai
berikut: (Bukti PK.32.2-13)

Nama Jumlah DPTHP-II

Kecamatan Laki-Laki Perempuan
Hoat Sorbay 3.178 3406
Kei Besar 5666 6348
Kei Besar Selatan 2089 2207
Kei Besar Selatan Barat 985 1127
Kei Besar Utara Barat 2941 3047
Kei Besar Utara Timur 3867 4177
Kei Kecil 10341 11471
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Kei Kecil Barat 2449 2469
Kei Kecil Timur 2654 2837
Kei Kecil Timur Selatan 1717 1872
Manyeuw 1907 2019
TOTAL 377944 40980

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku

Tenggara

Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal

terhadap penetapan

DPTb Kabupaten Maluku

19 Maret 2019

bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Tenggara sebagai berikut:

Tabel DPTb
Jumlah DPTh Jumlah Jumlah Pemilih
Pemilih Masuk Pemilih DPTb DPTb Keluar
Nama Keluar (Daerah (Daerah Tujuan)
Kecamatan asal)
L P L P L P
Hoat Sorbay 8 9 0 1 17 9
Kei Besar 25 7 17 9 17 14
Kei Besar Selatan 2 2 11 2 1 2
Kei Besar Selatan 1 0 0 0 1 1
Kei Besar Utara Barat 0 0 1 3 1 3
Kei Besar Utara Timur 5 2 0 0 6 1
Kei Kecil 20 18 34 30 15 20
Kei Kecil Barat 2 1 3 2 4 2
Kei Kecil Timur 7 4 0 1 3 6
Kei Kecil Timur 0 1 3 6 0 0
Manyeuw 6 6 8 5 0 8
TOTAL (L+P) 126 136 1

(Bukti PK.32.2-14)

Tabel Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Nama Jumlah Jumlah Jumlah Pemilih Total
Kecamatan Desa TPS
L P
L+P

Hoat Sorbay 13 30 0
Kei Besar 37 60
Kei Besar Selatan 10 22
Kei Besar Selatan 13 14 0 0
Barat
Kei Besar Utara Barat 25 31 1 1 2
Kei Besar Utara Timur 30 44 0 0 0
Kei Kecil 15 89 0 0 0
Kei Kecil Barat 10 22 0 0 0
Kei Kecil Timur 18 28 0 0 0
Kei Kecil Timur
Selatan 11 18 10 7 17
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Manyeuw

19

10

14

TOTAL

191 377

21

12 33

(Bukti PK.32.2-15)

f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku
Tenggara terhadap penetapan DPTb yang dilaksanakan pada
tanggal 11 April 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku
Tenggara sebagai berikut: (Bukti PK.32.2-16)

Jumlah DPTb Pemilih Jumlah Pemilih

Kecamatan Masuk DPTb Keluar

L P L+P L P L+P
Hoat Sorbay 20 12 32 8 9 17
Kei Besar 36 23 59 28 11 39
Kei Besar 15 9 24 6 3 9
Selatan
Kei Besar 15 24 39 13 18 31
Selatan Barat
Kei Besar Utara 2 7 9 2 3 5
Barat
Kei Besar Utara 10 3 13 7 2 9
Timur
Kei Kecil 79 71 150 | 108 42 150
Kei Kecil Barat 8 7 15 4 1 5
Kei Kecil Timur 7 12 19 10 5 15
Kei Kecil Timur 8 6 14 3 2 5
Selatan
Manyeuw 8 14 22 7 9 16
Total 208 | 188 396 | 196 | 105 301

g. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku
Tenggara terhadap penetapan DPTHP-IIl yang dilaksanakan pada
tanggal 11 April 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku
Tenggara sebagai berikut: (Bukti PK.32.2-17)

Jumlah Jumlah Pemilih Jumlah Pemilih

Jumlah | Jumlah Jumlah DPTHP-II Pemilih TMS (7 = 4+5-6)

Kecamatan | desa TPS Baru

L [ P | L+P LIPli+P [ L] P]L+P L [ P [ L+

1 2 3 4 5 6 7

Hoat Sorbay | 13 30 [3178] 3406 [ 6584 | 0] o[ o [ o[ 0 [ o | 3178 [ 3406 | 6584
Kei Besar 37 60 |5666| 6348 12014 | 0| O| O | O | O | O | 5666 | 6348 | 12014
Kei Besar 10 22 [2089| 2207 | 4296 | o] o| o [ 0| 0 | 0 | 2089 | 2207 | 4296
Selatan
Kei Besar 13 14 |98 | 1127 [ 2112 [ 0| 0] 0 [0 ]| O | O 985 | 1127 | 2112
Selatan
Barat
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Kei Besar 25 31 2941 | 3047 5988 0| O 0 0 0 0 2941 3047 5988
Utara Barat

Kei Besar 30 44 3867 | 4177 8044 0| O 0 0 0 0 3867 4177 8044
Utara Timur

Kei Kecil 15 90 10341| 11471 | 21812 0 0 0 1 1 2 10340 | 11470 | 21810
Kei Kecil 10 22 2449 | 2469 4918 0| O 0 0 0 0 2449 2469 4918
Barat

Kei Kecil 18 28 2654 | 2837 5491 0| O 0 0 0 0 2654 2837 5491
Timur

Kei Kecil 11 18 1717 | 1872 3589 0| O 0 0 0 0 1717 1872 3589
Timur

Selatan

Manyeuw 9 19 [1907| 2019 | 3926 | 0| 0| O | 0| o | O | 1907 | 2019 | 3926
TOTAL 191 378 |37794| 40980 | 78774 - - - 1 1 2 37793 | 40979 | 78772
2. Pengawasan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Maluku

Tenggara
Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan
pengawasan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD
Kabupaten/Kota tanggal 20 september 2019 bertempat di Aula KPU Kabupaten
Maluku Tenggara. (Bukti PK.32.2-18)
3.

Bahwa Bawaslu Kabupaten telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan

Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut: (Bukti PK.32.2-19)

PARTAI | BENTUK TEMPAT TANGGAL/W AKTU JUMLAH K PELANGGARAN
KAMPANYE PELAKSANAAN PESERTA E KAMPANYE
T LAINNYA
09 April 2019, Pukul Kurang lebih Dapat
Desa/Ohoi  |10.00 WIT- selesai 150 orang menunjukan
Pertemuan [Kilwat STTPK
PPP Terbatas 13 April 2019, Pukul Kurang lebih Dapat Tidak ada
Desa/Ohoi  |10.00 WIT- selesai 150 orang | menunjukan
Uwat STTPK
PDIP Pertemuan |Desa/Ohoi |16 Februari 2019, Pukul | Kurang lebih Dapat Tidak ada
Terbatas |[Rumat 08.00 WIT — selesai 100 orang menunjukan
Desa/Ohoi STTPK
Ohoainol
3.  Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pengawasan
produksi surat suara yang dilakukan di PT Adi Perkasa Makasar pada tanggal 23
S/d 28 Februari 2019 dan Logistik Pemilu tiba di Pelabuhan Yosudarso Tual Pada
pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 02.40 WIT. Logistik Pemilu baru didistribusi ke
Gedung Serbaguna Larwul Ngabal (Gudang Logistik Sementara) KPU kabupaten
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Maluku Tenggara pada pukul 10.00 WIT dan mendapatkan pengamanan dari
Pihak kepolisisan Resort Maluku Tenggara. (Bukti PK.32.2-20)

4. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan
pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan melakukan supervisi
di TPS dalam wilayah Kabuapten maluku Tenggara yang dibagi dalam tiga (3)
kelompok dan setiap kelompok terdiri staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku
Tenggara, dan dipimpin langsung oleh satu (1) orang komisioner Bawaslu
Kabupaten Maluku Tenggara.

5. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pengawasan
terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang
dilaksanakan di Ballroom Kimson Center Langgur dimulai pada tanggal 04 Mei
2019 pukul 09.00 WIT dan selesai pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 23.03 WIT.
Proses rekapitulasi dihadiri oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Bawaslu
Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden
dan wakil Presiden, serta Saksi DPD. (Bukti PK.32.2-21)

6. Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pengawasan terhadap
penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum 2019 Tingkat Kabupaten
Maluku  Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 03.23
WIT di Balroom Kimzone Langgur Penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten
dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi Partai Politik, saksi
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan saksi DPD. (Bukti PK.32.2-22)

C. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian
sengketa beserta tindak lanjutnya;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan

penanganan terhadap 5 Temuan dan 1 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

yaitu 4 Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, 1 Temuan Dugaan

Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan 1 Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak

Pidana Pemilu dengan rincian sebagai berikut:
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No. Registrasi Temuan Laporan Jenis Keterangan
Pelanggaran
001/ADM/BWSL- 1.Penemu: Ketua dan - Dugaan Putusan
KAB.MALRA/PEMI Anggota Panwaslu Pelanggaran Administrasi
LU/V/2019 Kecamatan Kei Besar Administrasi Cepat yang
Selatan pada tanggal 03 Pemilu dibacakan pada
Mei 2019. tanggal 04 Mei
2. Terlapor: Ketua dan 2019 (Bukti
Anggota PPK Kecamatan PK.32.2-23)
Kei Besar Selatan
002/ADM/BWSL- 1.Penemu: Ketua dan - Dugaan Putusan
KAB.MALRA/PEMI | Anggota Panwaslu Pelanggaran Administrasi
LU/V/2019 Kecamatan Kei Besar Administrasi Cepat yang
pada tanggal 04 Mei 2019 Pemilu dibacakan pada
(TPS 03 Desa Bombay) tanggal 05 Mei
2. Terlapor: Ketua dan 2019 (Bukti
Anggota PPK Kecamatan PK.32.2-24)
Kei Besar.
003/ADM/BWSL- 1.Penemu: Ketua dan - Dugaan Putusan
KAB.MALRA/PEMI | Anggota Panwaslu Pelanggaran Administrasi
LU/V/2019 Kecamatan Kei Besar Administrasi Cepat yang
pada tanggal 04 Mei 2019 Pemilu dibacakan pada
(TPS 02 Desa Depur) tanggal 05 Mei
2. Terlapor: Ketua dan 2019
Anggota PPK Kecamatan (Bukti PK.32.2-
Kei Besar. 25)
004/ADM/BWSL- 1.Penemu: Ketua dan - Dugaan Putusan
KAB.MALRA/PEMI | Anggota Panwaslu Pelanggaran Administrasi
LU/V/2019 Kecamatan Kei Kecil pada Administrasi Cepat yang
tanggal 09 Mei 2019 Pemilu dibacakan pada
2. Terlapor: Ketua dan tanggal 11 Mei
Anggota PPK Kecamatan 2019
Kei Kecil. (Bukti PK.32.2-
26)
02/TM/PL/CAM- 1.Penemu: ABDOLAH - Dugaan Proses tindak
KBS/31.08/IV/2019 | ROROA (Anggota Pelanggaran lanjut telah
Panwaslu Kecamatan Kei Tindak Pidana | sampai pada
Besar Selatan) pada Pemilu Penuntutan
tanggal 19 April 2019. Kejaksaan
2.Terlapor: LEO YOPITER Negeri Tual
RAHAYAAN (Bukti PK.32.2-
27)
01/LP/PL/Kab/31.0 1.Pelapor: Dugaan Proses tindak
8/V/2019 Emannuel Pelanggaran lanjut telah
Rabhail, SH Tindak Pidana | sampai pada
2.Terlapor: Pemilu Penyidikan
Ketua dan Kepolisian Kab.
Anggota Maluku
PPK Tenggara
Kecamatan (Bukti PK.32.2-
Kei Besar. 28)
D. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan

penanganan terhadap 4 Permohonan Sengketa dengan rincian sebagai

berikut:
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NO' . Pemohon Termohon Objek Sengketa Keterangan
Registrasi
01/Ps.Reg/31. | Partai KPU  Kab. | Keputusan KPU Kab. | Putusan Sidang
08/1X/2018 Keadilan Maluku Maluku Tenggara Nomor: | Adjudikasi yang
Sejahtera Tenggara 189/HK.03.1- memutuskan
tanggal 26 Kpt/8102/KPU- menolak
September KAB/1X/2018 Tentang | permohonan
2018 Penetapan Daftar Calon | pemohon untuk
Tetap Anggota DPRD | seluruhnya
Kab. Maluku Tenggara. (Bukti PK.32.2-29)
02/Ps.Reg/31. | Partai KPU  Kab. | Keputusan KPU Kab. | Putusan Sidang
08/1X/2018 Amanat Maluku Maluku Tenggara Nomor: | Adjudikasi yang
Nasional Tenggara 189/HK.03.1- memutuskan
tanggal 26 Kpt/8102/KPU- menolak
September KAB/IX/2018 Tentang | permohonan
2018 Penetapan Daftar Calon | pemohon untuk
Tetap Anggota DPRD | seluruhnya
Kab. Maluku Tenggara. (Bukti PK.32.2-30)
03/Ps.Reg/31. | Partai KPU  Kab. | Berita Acara KPU Kab. | Putusan
08/X/2018 Persatuan Maluku Maluku Tenggara Nomor | Terjadinya
Pembangu | Tenggara 224/BA/8102/KPU- | Kesepakatan
tanggal 08 | nan KAB/X/2018 Tentang | Mediasi.
Oktober 2018 Penerimaan Laporan | (Bukti PK.32.2-31)
Dana Kampanye Peserta
Pemilu Tahun 2019
04/Ps.Reg/31. | Partai KPU  Kab. | Berita Acara KPU Kab. | Putusan
08/X/2018 Gerakan Maluku Maluku Tenggara Nomor | Terjadinya
Indonesia Tenggara 224/BA/8102/KPU- | Kesepakatan
tanggal 08 | Raya KAB/X/2018 Tentang | Mediasi.
Oktober 2018 Penerimaan Laporan | (Bukti PK.32.2-32)
Dana Kampanye Peserta
Pemilu Tahun 2019

5. Keterangan Tambahan Kabupaten Maluku Tengah

4.1 Keterangan mengenai Pencegahan dan Pengawasan.

Bahwa atas hasil pencermatan terhadap DPT Pemilih 2019 maka
Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan rekomendasi
Kepada KPUD Maluku Tengah untuk melakukan pencermatan dan
penelitian secara factual terhadap data pemilih yang masih bermasalah
di dalam DPT yang telah ditetapkan, juga termasuk didalamnya terdapat
DPT ganda antar Kabupaten (Bukti PK.32.1-19, PK.32.1-20 dan Bukti
PK.32.1-21)

4.1.2 Bahwa Bawaslu

Kabupaten Maluku Tengah melakukan

Pencegahan berupa Surat Peringatan Dini kepada KPUD
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Kabupaten Maluku Tengah tentang Penetapan Daftar Calon
Sementara yang mana ditemukan calon anggota DPRD Maluku
Tengah yang profesinya tidak bertentangan dengan aturan
pencalonan ataupun bagi mereka yang berstatus khusus (Bukti
PK.32.1-22).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan
pencegahan berupa adanya surat peringatan dini yang ditujukan
kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Maluku Tengah agar menjaga netralitas, integritas dan
peofesioanalismenya berdasarkan ketentuan perundang-
undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Tahun
2019. (Bukti PK.32.1-23 dan PK.32.1-24)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan
pencegahan berupa adanya surat peringatan dini yang ditujukan
kepada Partai Politik agar dalam Pemasangan Alat Peraga
hasus sesuai dengan Keputusan KPUD Maluku Tengah nomor
25/PL.01.5-KPT/8101/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan
lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum
Tahun 2019. Juga meminta kepada peserta pemilu atau tim
pemenang wajib menertibakan dan membersihkan seluruh alat
peraga sosialisasi peserta Pemilu 2019 dan menghentikan
seluruh kegiatan sosialisasi yang mengandung unsur kampaye
pada media cetak maupun elektronik (Bukti PK.32.1-25)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan
pencegahan berupa adanya surat peringatan dini yang ditujukan
kepada KPUD Maluku Tengah, yang mana meminta kepada
PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan
suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara
menempelkan salinan tersebut di tempat umum. (Bukti PK.32.1-
26)

4.2. Keterangan mengenai Penanganan Pelanggaran.

a.

Penanganan pelanggaran administrasi
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Bahwa sejak awal tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019
berdasarkan PKPU 7 Tahun 2019 Perubahan ke 3 atas PKPU

Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal

penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. yang dimulai sejak

tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan penetapan hasil. Bahwa

Bawaslu Maluku Tengah telah menerima dan meregister sebanyak

4 pelanggaran administrasi, yaitu:

1.

Laporan dengan nomor register 001/Adm/Bwsl-
Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama Sulaiman Opier,
SH. Kasus ini telah disidangkan pada hari sabtu, 18 mei 2019
sampai dengan putusan pada 10 juni 2019.( Bukti PK.32.1-
27)

Laporan dengan nomor register 002/Adm/Bwsl-
Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama M Nur
Nukuhehe. Kasus ini telah disidangkan pada hari selasa, 21
mei 2019 sampai dengan putusan pada 10 juni 2019. (Bukti
PK.32.1-11 dan PK.32.1-12)

Laporan dengan nomor register 003/Adm/Bwsl-
Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama Ibrahim Laitupa.
Kasus ini telah disidangkan pada hari selasa, 21 mei 2019
sampai dengan putusan pada kamis 13 juni 2019. (Bukti
PK.32.1-28)

Laporan dengan nomor register 004/Adm/Bwsl-
Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama Syafii Boeng,
SH. Kasus ini telah disidangkan pada hari Rabu, 22 Mei 2019
sampai dengan Putusan pada Senin, 17 Juni 2019. (Bukti
PK.32.1-29)

Penanganan Pelanggaran Pidana

1.

Temuan dengan nomor register 01/TM/PL/Kab/31.07/111/2019.
Dengan Penemu Panwascam Kecamatan Elpaputih atas
nama Edi Amin Sailan, S.IP, dengan terlapor Felix Kilyon
Laiyan. Kasus ini telah disidangkan pada hari sampai dengan
putusan pada 21 mei 2019. ( Bukti PK.32.1-30)
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2. Temuan dengan nomor register 02/TM/PL/Kab/31.07/
IV/2019. Dengan Penemu Ferdasari Manaf yang adalah
Pengawas TPS 13 Kelurahan Letwaru. Dengan terlapor
Meltiantoro. Kasus ini telah disidangkan dan sampai saat ini
belum ada putusan inkrah dikarenakan Jaksa mengajukan
banding atas Putusan Pengadilan. (Bukti PK.32.1-31)

3. Temuan dengan nomor register 03/TM/PL/Kab/31.07/1V/2019
dengan Penemu Luis Souissa yang adalah Ketua
Panwascam Salahutu. Dengan terlapor Moch Lutfi Fuadmony
dan Zaky Zulkarnain Tuny. saat ini kasus tersebut masih

dalam proses persidangan (Bukti PK.32.1-32)

Keterangan Tambahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan

pencegahan berupa:

1.

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan

Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Calon Anggota DPD, sebagai upaya

pencegahan terhadap belum dimulainya Tahapan Masa Kampanye yang

nantinya baru dimulai pada tanggal 23 Sepetember 2018, Pemberitahuan/

Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 3 September 2018 sebagai

berikut:

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan
kepada calon anggota DPD tahun 2019 agar dalam waktu 1x24 jam
segera menurunkan alat peraga kampanye dalam bentuk baliho,
spanduk yang sudah dipasang karena sesuai tahapan pemilu,
kampanye baru dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s/d 13
April 2019; (Bukti PK.32.3 -10)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan

Hasil Pengawasan Pencermatan terhadap daftar pemilih 2019 kepada KPU

Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap

Proses Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, pemberitahuan dimaksud

disampaikan pada tanggal 12 September 2018 sebagai berikut:



98

a. Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Berita Acara Pleno
Penetapan DPT pemilu di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Nomor: 87/PL.031-SD/8103/Kab/VIII/2018 dengan rincian 10
(sepuluh) Kecamatan, 81 (delapan puluh satu) Desa/Kelurahan, 299
(dua ratus sembilan puluh Sembilan) Tempat Pemungutan Suara (TPS)
dengan pemilih sebanyak 64.447 meliputi laki-laki 31.545 dan
perempuan 32.902.

b. Bahwa hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten
Maluku Tenggara Barat terhadap By name By address DPT pemilu
tahun 2019 terdapat pemilih ganda sebanyak 1.172 ( seribu seratus
tujuh puluh dua).

c. Bahwa dari hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan
terhadap by name by address DPT tahun 2019 terdapat pemilih yang
memenuhi syarat namun belum masuk/terdaftar dalam DPT sebanyak 9
(Sembilan) pemilih. (Bukti PK.32.3 -11)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan

Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik Peserta

Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai upaya

pencegahan terhadap sebelumnya di Mulai Tahapan Masa Kampanye yang

nanti baru dimulai pada tanggal 23 September 2018, Pemberitahuan/

Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 19 September 2018 sebagai

berikut :

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan
kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten
Maluku Tenggara Barat untuk sebelum dilaksanakan tahapan
kampanye paling lambat 1 (satu) hari partai politik peserta pemilu
diwajibkan memasukan pelaksana kampanye untuk pemilu anggota
DPRD Kabupaten/Kota ke KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat

merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk

melakukan pencermatan dan penelitian secara factual terhadap data pemilih
yang masih bermasalah didalam DPT yang telah ditetapkan, bilamana
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ditemukan adanya kegandaan data pemilih dan masih terdapatnya pemilih
tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat
merekomendasikan untuk dilakukan perubahan terhadap Berita Acara
Rekapitulasi dan Penetapan DPT Nomor: 87/PL.031-SD/8103/Kab/VI111/2018
yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2018.

Bahwa apabila peringatan ini tidak diindahkan maka Bawaslu Kabupaten
Maluku Tenggara Barat akan mengambil tindakan dengan menurunkan alat
peraga kampanye yang tidak sesuai dengan tahapan Pemilu. (Bukti PK.32.3 -
12)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan
Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik peserta
pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai upaya
pencegahan terhadap Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/kota, Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada
tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan peringatan
dini kepada Pimpinan Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten
Maluku Tenggara Barat untuk memastikan bakal calon anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan yang berlaku sebelum penetapan DCT. (Bukti PK.32.3 -13)
Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan
Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik peserta
pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai upaya
pencegahan bahwa belum dimulainya Tahapan Masa Kampanye yang nanti
baru dimulai pada tanggal 23 Sepetember 2018, Pemberitahuan/ Peringatan
Dini disampaikan pada tanggal 21 September 2018 sebagai berikut:

Bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dilarang melakukan
kampanye dalam bentuk apapun sebelum tanggal 23 September 2018.
Bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
agar dapat menurunkan alat peraga kampanye dalam bentuk baliho atau

spanduk yang sudah dipasang sebelum memasuki tahapan kampanye.
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Bahwa kampanye dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) huruf a, b, ¢, dan d
dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan DCT anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden sampai dimulainya masa tenang.(Bukti PK.32.3 -14)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Instruksi kepada
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Tenggara
Barat sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Pemutakhiran
Data Pemilih dengan melakukan pengawasan Penyempurnaan Daftar
Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (dua) DPTHP-2, Instruksi dimaksud
disampaikan pada tanggal 23 November 2018. (Bukti PK.32.3-15).

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan Rapat
Koordinasi dengan Stakeholder sebagai upaya pencegahan terhadap Proses
Tahapan Kampanye yang sedang berjalan serta Tahapan Pemungutan Suara
pada tanggal 17 April 2018, Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal
21 Desember 2018 bertempat di Restoran Dinar Jin. Mathilda Batlyare.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh 15 Peserta pemilu (PKB, Gerindra, PAN,
Golkar, Hanura, Perindo, PKS, Garuda, PDIP, Berkarya, PSI, Demokrat,
PPP, PKPI, Nasdem), Kepala desa Olilit Raya, Kepala Desa Sifnana, Kepala
Desa Lauran, serta Kepala Desa Bomaki. (Bukti PK.32.3 -16)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan
Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu (Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) sebagai
upaya pencegahan terhadap proses tahapan kampanye yang sedang
berjalan serta tahapan Pemungutan suara pada tanggal 17 April 2018.
Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2019 bertempat di
Gedung Aula Kemenag Maluku Tenggara Barat, kegiatan tersebut dihadiri
oleh Ketua dan Mahasiswa STIKIP, Ketua dan Mahasiswa STIESA, Ketua
dan Mahasiswa STIAS, AKBID, Calon PTPS Kecamatan Tansel dan
Wertamrian. (Bukti PK.32.3 -17)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/
Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019,
Calon anggota DPD, Tim Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye
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dengan Metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan
Kampanye. Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 8
Maret 2019. (Bukti PK.32.3-18)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan
Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja sebagai upaya pencegahan
terhadap Proses Tahapan Kampanye yang sedang berjalan dan tahapan
pemungutan dan penghitungan nanti pada tanggal 17 april 2018, Kegiatan
dimaksud dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Hotel Incla
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan sekretaris Partai Peserta Pemilu
(PKB, Gerindra, PAN, Golkar, Hanura, Perindo, PKS, Garuda, PDIP,
Berkarya, PSI, Demokrat, PPP, PKPI, Nasdem). (Bukti PK.32.3 - 19)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan
Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada KPU sebagai upaya pencegahan
terhadap Proses Tahapan Kampanye dengan Metode Rapat umum yang
akan dilaksanakan 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1
(satu) hari sebelum dimulainya Masa Tenang berdasarkan Program, Tahapan
dan Jadwal Pemilu, tanggal 24 Maret - 13 April 2019, Pemberitahuan/
Peringatan Dini dimaksud disampaikan pada tanggal 20 Maret 2019. (Bukti
PK.32.3 - 20)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/
Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019,
Calon anggota DPD, Tim Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye
dan masa tenang, Pemberitahuan / Peringatan Dini disampaikan pada
tanggal 11 april 2019. (Bukti PK.32.3 - 21)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan
Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik Peserta
Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Calon anggota DPD,
sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye,
Pemberitahuan / Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 11 april 2019

sebagai berikut:



15.

16.

17.

18.

B.

102

Mengingatkan Peserta Pemilu terhadap larangan-larangan dalam Kampanye
berdasarkan Pasal 280 ayat (1), (2) dan pasal 284 undang-undang Nomor 7
tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU)

Bahwa dalam hal terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana

dimaksud dalam pasal 280, pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana
kempanye pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa;

a) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/kota dari daftar calon tetap.

b) Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/kota sebagai calon terpilih (vide pasal 285 UU 7
tahun 2017).

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan

Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Ketua dan anggota PPS Se-

Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap

Proses Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara yang transparan pada

pemilu 2019, Maka Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada

tanggal, 23 April 2019. (Bukti PK.32.3 - 22)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan

Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara

Barat sebagai upaya pencegahan terhadap tahapan Pemungutan dan

Penghitungan suara, Pemberitahuan / Peringatan Dini disampaikan pada

tanggal 14 April 2019. (Bukti PK.32.3 - 23)

Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan

pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian

sebagai berikut:

1.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan
perbaikan DPT di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai berikut:
a. Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Berita Acara
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Pleno Penetapan DPT Pemilu di tingkat KPU Kabupaten Maluku
Tenggara Barat nomor; 87/Pl.03.1-SD/8103/Kab/VI111/2018 dengan
rincian 10 (sepuluh) kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa/
kelurahan, 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) TPS pemilih
sebanyak 64.447 dengan total pemilih laki-laki berjumlah 31.545 (tiga
puluh satu ribu lima ratus lima) pemilih dan perempuan berjumlah
32.902 (tiga puluh dua ribu Sembilan ratus dua) pemilih.

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap by name by address DPT
pemilu tahun 2019, terdapat pemilih ganda sebanyak 1.172 (seribu
seratus tujuh puluh dua) pemilih.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan oleh Bawaslu
Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap by name by address DPT
pemilu tahun 2019, terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun
belum terdaftar/masuk dalam DPT, sebanyak 9 (Sembilan) pemilih.
Bahwa berdasarkan uraian diatas maka, Bawaslu Kabupaten Maluku
Tenggara Barat merekomendasikan kepada KPU Maluku Tenggara
Barat untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara factual
terhadap data pemilih yang masih bermasalah didalam DPT yang telah
ditetapkan dan bilamana ditemukan adanya kegandaan pemilih dan
masih terdapatnya pemilih yang tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu
Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan untuk dilakukan
perubahan terhadap Berita acara Rekapitulasi dan Penetapan DPT
Nomor: 87/Pl.03.1-SD/8103/Kab/VIl1I/2018 yang telah ditetapkan pada
tanggal 22 Agustus 2018.

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan rekomendasi

perbaikan DPT pada tanggal 12 september 2018 kepada KPU Kabupaten

Maluku Tenggara Barat dan Rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh KPU
Kabupaten. (Bukti PK.32.3-24)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan

perbaikan DPT di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Pleno Rekapitulasi
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)
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tertanggal 17 Februari 2019 terdapat 280 (dua ratus delapan puluh)
pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada
kelurahan saumlaki kecamatan tanimbar selatan;

b. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Maluku
Tenggara Barat nomor; 024/PL.02.1-SD/8103/Sek-Kab/11/2019 perihal
mohon pertimbangan dan kajian Daftar Pemilih Khusus Form.
Model.DPK-KPU;

c. Bahwa sesuai penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPU
Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada kelurahan saumlaki
kecamatan Tanimbar Selatan yang berjumlah 28 (dua puluh delapan)
TPS secara otomatis ketika dibagikan 280 pemilih yang terdafatar
dalam DPK maka persediaan surat suara cadangan sebanyak 2 % (dua
persen) tidak bisa mengakomodir semua pemilih yang masuk dalam
DPK;

d. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Bawaslu Kabupaten Maluku
Tenggara mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Maluku Tenggara
Barat agar dapat memasukan pemilih sebagaimana tercantum dalam
DPK-2 dalam daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 pada Kelurahan
Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan sepanjang telah memenuhi
syarat sebagai pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Bahwa KPU Maluku Tenggara Barat dapat menambah Tempat Pemungutan

Suara (TPS) sepanjang pemilih sebagaimna dimaksud diatas berada pada

satu wilayah yang sama dan memperhatikan aspek geografi serta muda

dijangkau oleh pemilih.

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan rekomendasi

perbaikan DPTHP-2 pada tanggal 17 Februari 2019 kepada KPU Kabupaten

Maluku Tenggara Barat, namun Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh KPU

Kabupaten. (Bukti PK.32.3-25)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan

perbaikan DPTHP-2 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi DPTHP-3.

(Bukti PK.32.3-26)



6. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara
Barat terhadap penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara
Barat yang dilaksanakan pada tanggal 11 april 2019 di aula KPU Kabupaten
Maluku Tenggara Barat, DPTHP-3 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
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Nama Jumlah DPT
Kabupaten/Kota Laki-Laki Perempuan
Maluku Tenggara Barat 33.549 35.197
TOTAL 68.746

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara

Barat terhadap penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara

Barat berjumlah 68.746 adalah sebagai berikut:

No Kecamatan Jmilh Jmilh DPTHP-3
Desa/Kel TPS
L P L+P
1 2 3 4 5 6 7
1 Tanimbar 11 90 9,976 | 10,854 | 20,830
Selatan

2 Selaru 7 32 4,016 4,158 8,174
3 Wertamrian 9 29 3,143 3,337 6,480
4 Wermaktian 9 29 3,401 3,289 6,690
5 Tanimbar Utara 8 34 3,800 4,064 7,864
6 Yaru 6 13 1,414 1,503 2,917
7 Wouarlabobar 11 24 2,285 2,274 4,559
8 Kormomolin 10 20 2,066 2,161 4,227
9 Nirunmas 5 21 2,456 2,595 5,051
10 | Molu Maru 5 10 992 962 1,954

Total 81 302 33,549 | 35,197 | 68,746

C. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan
pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil
Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan

Pendaftaran

dan

Verifikasi

Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Calon

Anggota DPRD
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Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat

secara melekat terhadap seluruh rangkaian proses pendaftaran mulai dari awal

sampai dan dengan berakhirnya. Kegiatan pengawasan dimulai dari:

a.

Pengumuman pengajuan daftar calon yang dilakukan pada tanggal 1-3 Juli
2018.

Pengajuan daftar calon yang dilakukan pada tanggal 4-17 Juli 2018.

Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon 5-18 juli
2018. Pada tahapan ini, didapati masih banyak bakal calon yang belum
lengkap secara administrasi. Selain itu, adapun 17 bakal calon yang berlatar
belakang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana 10 diantaranya belum
memasukan Surat Pengunduran Diri atau Surat Pernyataan telah melakukan
pengunduran diri yang dibuktikan dengan tanda terima pengunduran diri yang
bersangkutan, 1 Kepala Desa dan 4 Perangkat Desa.

Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal
calon kepada Partai Politik peserta Pemilu yang dilakukan pada tanggal 19-
21 Juli 2018.

Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon
pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang
dilakukan pada tanggal 22 Juli 2018. Pada tahapan ini, diberikan kesempatan
untuk peserta pemilu melakukan Perbaikan daftar calon dan syarat calon
serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota sampai dan dengan tanggal 31 Juli 2018 sebelum
tanggal tahapan sebelumnya. Dapat dijelaskan bahwa perbaikan berkas baru
dilakukan pada tanggal 31 Juli 2018 dikarenakan peserta pemilu baru datang
melakukan perbaikan pada saat hari terakhir batas perbaikan tersebut yang
dimulai pada Pukul 10:04 WIT dan diawali oleh PKPI dilanjutkan dengan
Partai BERKARYA, PKB, PDIP, Partai GERINDRA, Partai GARUDA, Partai
DEMOKRAT, PPP, PKS, Partai HANURA, PSI, Partai GOLKAR dan yang
terakhir adalah Partai PERINDO. Sedangkan ada dua partai yang
mengajukan bakal calon penganti untuk calon anggota DPRD Kabupaten,
diantaranya; partai PERINDO dan PSI. Partai PERINDO terjadi pergantian
pada Dapil | atas nama Bpk. Tony Sakliressy digantikan dengan Alfaris Julius
Homy, S.Pd. sedangkan PSI terjadi pergantian pada setiap Dapil; Dapil |
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terjadi pergantian pada Nomor Urut 9 atas nama Dortje Brigita Kundre
digantikan dengan Nelly M. Lerebulan dan Nomor Urut 10 atas nama Pius
Refualu digantikan dengan Kornelis Serin, SH, MH. Pada Dapil Il terjadi
pergantian pada Nomor Urut 3 atas nama Miryam Fatbinan digantikan
dengan Ruth Kelmaskosu, S.Si, Nomor Urut 4 atas nama Meilinda Rosani
Selangur digantikan dengan Yulce Yudia Reneuw, Nomor Urut 5 atas nama
Yakob Louloulia digantikan dengan Aris Egwinaldo Kdise. Pada Dapil IlI
terjadi pergantian pada nomor urut 6 atas hama Antje Samangun digantikan
dengan Romina Larat, Nomor Urut 7 atas nama Alex Keliduan digantikan
dengan Jordan W. Mariam dan yang terakhir Nomor Urut 9 atas nama Sarah
Titioka digantikan dengan Hanna P. Feninlampir.
Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 1
Agustus 2018 dan berjalan sesuai dengan prosedural.
Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota pada tahapan ini dilakukan pada tanggal 8-12 Agustus 2018.
Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan yang dilakukan
pada tanggal 12-14 Agustus 2018.
Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 12-21
Agustus 2018.
Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan
masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 22- 28 Agustus 2018.
Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 29-31
Agustus 2018.
Pemberitahuan pengganti DCS yang dilakukan pada tanggal 1-3 September
2018.
Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 4-10 September 2018.
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Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 11-13 September 2018. (Bukti
PK.32.3-27)

Pengawasan Penyusunan dan Penetapan DCT

Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
yang dilakukan pada tanggal 14- 20 September 2018.

Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
yang dilakukan pada tanggal 20 September 2018. Berdasarkan hasil
pengawasan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kabupaten Maluku
Tenggara Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 bertempat di Aula
Kantor KPU Maluku Tenggara Barat dilakukan Rapat Pleno Terbuka
Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dihadiri
Ketua KPU Kab.MTB dan 4 Komisioner KPU Kab. MTB serta 15 partai politik.
(Bukti PK.32.3-28)

Bahwa KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat menetapkan Daftar Calon
Tetap dengan Surat Keputusan Nomor: 104/HK.03.1-kpt/02/Kab/1X/2018
tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara Barat tanggal 20 September 2018. (Bukti PK.32.3-29)

Total DCT sebanyak 369 calon. Laki-laki: 250, Perempuan: 120, Keterwakilan

perempuan 33 % Dengan perincian pada setiap Partai:

No Partai Jumla_h Lak_i perempuan Keterwakilan
kursi laki perempuan %
1 PKB 25 17 8 32%
2 GERINDRA 25 17 8 32%
3 PDIP 25 17 8 32%
4 GOLKAR 25 17 8 32%
5 NASDEM 25 17 8 32%
6 GARUDA 25 17 8 32%
7 BERKARYA 25 17 8 32%
8 PKS 25 17 8 32%
9 PERINDO 25 17 8 32%
10 PPP 23 15 8 35%
11 PSI 24 16 8 34%
12 PAN 23 15 8 35%
13 HANURA 24 16 8 34%
14 DEMOKRAT 25 17 8 32%
15 PKPI 25 17 8 32%
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Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan

pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

a)

b)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan

terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Tanimbar Selatan:

1.

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan
terhadap kampanye yang berlangsung di Wowonda Kecamatan
Tanimbar Selatan yang dilakukan oleh calon DPR atas nama ibu Odilia
Olinger bersama bapak Lukas Uwuratuw pada tanggal 3 Februari 2019.
Bawaslu Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap
kampanye pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Calon anggota
legislatif DPRD Kab.MTB atas nama Bpk. Leo Leftutul pada tanggal 5
Februari 2019 di Desa Olilit Timur.

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan
terhadap kampanye yang dilakukan oleh Caleg Bpk. Cakarias Reressy
pada tanggal 11 Februari 2019 di Desa lingei.

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan
terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh saudara Pater
Bulurditi, pada tanggal 17 Februari 2019 di Desa Bomaki.

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan
terhadap kampanye yang dilakukan oleh tim sukses dari calon legislatif
DPRD Provinsi Maluku atas nama Ibu Odelia Olinger dan calon legislatif
DPRD Kab/Kota pada tanggal 27 Februari 2019 di Desa Lauran.
Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan
terhadap kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Sdr. Fredek
Kormpaulun pada tanggal 20 Februari 2019 di Desa Latdalam.

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan
terhadap kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem atas
nama Bpk. Tarsisus Fatlolon pada tanggal 22 Februari 2019. (Bukti
PK.32.3-30)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan

terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Wertamrian;
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1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan
terhadap kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh partai
Nasdem atas nama calon DPRD “Damianus Batfutu dan Otis Silety” pada
tanggal 24 Februari 2019 di Desa Lorulung.

2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan
terhadap kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh partai
PDIP atas nama calon DPRD “Tonci Kelmanutu” pada tanggal 11 Februari
2019 di Desa Lorulung.

3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan
terhadap kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh partai
HANURA atas nama calon DPRD “Lukas Uwuratu” pada tanggal 10
Februari 2019 di Desa Lorulung. (Bukti PK.32.3-31)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan

terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Selaru yang dilakukan

oleh Bpk. Samuel Lilimwelat calon DPRD Kab/Kota dari PKPI pada tanggal

21 Februari 2019 di Desa Adaut dan jaga oleh Polsek setempat.

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan

terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Selaru, kampanye tatap

muka dan dialog yang dilakukan oleh PDIP atas nama calon DPRD

“‘Wensislaus Angwarmase” pada tanggal 10 Februari 2019 di Desa Arui Das

yang dilaksanakan mulai dari pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 17.00

WIT bertempat di rumah Bapak SILVESTER TAKNDARE. Kampanye tatap

muka dan dialog dihadiri oleh masyarakat berjumlah 50 orang, dengan materi

yang disampaikan adalah memilih wakil rakyat yang mampu menyuarakan
suara rakyatnya. (Bukti PK.32.3-32)

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan

terhadap kampanye yang berlangsung terkait dengan izin, beberapa peserta

pemilu pada saat melakukan kampanye tidak dapat menunjukan STTP
dikarenakan belum ditandatangani Kapolres, kami sudah di beri konfirmasi
dan bukti STTP juga suda di berikan dari Polres.

Kegiatan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan dari tanggal 23

September 2018 sampai dengan 13 April 2019 sesuai tahapan berjalan, tidak

didapati adanya pelanggaran kampanye.
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Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu
Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan

kegiatan pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian

sebagai berikut:

a) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap
Produksi/Pencetakan dan pengepakan surat suara yang dilakukan di Provinsi
Sulawesi Selatan kota Makasar pada perusahan PT.Adi Perkasa Makasar
pada tanggal 24 s/d 26 Februari 2019. (Bukti PK.32.3-33)

b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara
Barat logistik untuk Kotak Suara dan bilik suara tiba di saumlaki dan
penyimpanan logistik berada diluar Kantor KPU Kabupaten Maluku Tenggara
Barat yaitu di Gudang Kawasan Pelabuhan Saumlaki, dan mendapatkan
pengamanan dari anggota Kepolisian Polres Maluku Tenggara Barat. (Bukti
PK.32.3-34)

c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara
Barat terhadap logistik surat suara yang dikirimkan berjumlah 282 koli surat
suara dengan rincian sebagai berikut;

1. Surat suara PPWP berjumlah 18 coli
2. Surat suara DPR berjumlah 71 coli
3. Surat suara DPD berjumlah 47 coli
4. Surat suara DPRD Provinsi berjumlah 71 coli
5. Surat suara DPRD Kabupaten/kota:
a. Dapil I berjumlah 29 coli
b. Dapil Il berjumlah 17 coli
c. Dapil lll berjumlah 29 coli

d) Bahwa dari hasil Pengawasan Bawaslu kabupaten Maluku Tenggara Barat
terhadap pengsortiran Surat Suara yang dimulai dari tanggal 26 s/d 31 maret
2019 sebagai berikut: (Bukti PK.32.3-35)

e e Hasil Sortir Ket
akitu umial -
" ablicte Pensortiran coly ‘élgr;;lah %?J?:; a\;]v;?qslﬁrat Sortir Baik Rusak
Suara suara
Maluku tanggal,26 DPRD 1 Colly
1 Tenggara | s/d 31 Maret 29 28 Kab.Dapil 28858 27868 24669 3199 tidak
Barat 2019 1 disortir
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yaitu PSU
jadi Jumlah
29 coly
1 Colly
DPRD g?saokrtir
17 16 Kab.Dapil 16162 15251 14695 556 .
> yaitu PSU
jadi Jumlah
17 coly
1 Colly
o
29 28 Kab. 28104 27358 25399 1959 . p
Dapil 3 yaitu - PSU
jadi Jumlah
29 coly
71 71 DPRD | 70120 | 70876 | 59900 | 10976
Provinsi
71 71 DPRRI 70122 71653 | 68878 | 2775
47 47 DPD 70122 71388 71253 135
Presiden
Dan
18 18 . 70122 69241 69140 101
Wakil
Presiden
282 279 0 353612 353635 | 333934 19701

e)

f)

9)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara
Barat pada hari senin tanggal 15 s/d 17 april 2019 bertempat di kantor KPU
Maluku Tenggara Barat dilaksanakan pendistribusian Logistik untuk 10
(sepuluh) kecamatan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara
Barat pada hari Rabu tanggal 17 april 2019 masih didapati ada Logistik yang
tidak didistribusikan ke Kecamatan Tanimbar Selatan khususnya 20 TPS di
Kecamatan Tanimbar Selatan diantaranya Desa Lermatan TPS; 001, 002, 003
dan untuk Kelurahan Saumlaki pada TPS; 002, 003, 006, 008, 009, 010, 011,
012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 026 nanti baru dilaksanakan pada
tanggal 23 april 2019.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara
Barat pada hari selasa tanggal 14 s/d 17 april 2019 pendistribusian Logistik ke

Kecamatan sebagai berikut;

Hari/Tgl/BIn/Thn Waktu
No Kecamatan Pendistribusian Pendistribusi Ket
Logistik Logistik

Dilaksanakan Pemungutan dan
1 Wouarlabobar | Senin, 15 April 2019 Pukul, 20.10 Wit Penghitungan suara pada tanggal 17
april 2019 dan Tepat Waktu

Dilaksanakan Pemungutan dan
Pukul, 12.10 Wit Penghitungan suara pada tanggal 17

2 Molu Maru Selasa, 16 April

2019 april 2019 dan Tepat Waktu
Selasa. 16 April Dilaksanakan Pemungutan dan
3 Yaru ’ P Pukul, 12.10 Wit Penghitungan suara pada tanggal 17

2019

april 2019 dan Tepat Waktu
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Dilaksanakan Pemungutan  dan

Selasa, 16 April Pukul, 12.10 Wit Penghitungan suara pada tanggal 17

4 Selaru

2019 april 2019 dan Waktu disesuaikan

Selasa. 16 April Dilaksanakan Pemungutan  dan

5 Wermaktian 2(’)19 P Pukul, 22.00 Wit Penghitungan suara pada tanggal 17
April 2019 dan Waktu disesuaikan

. . Dilaksanakan Pemungutan  dan

6 Ta&'g:gar Selasza(,)llg April Pukul, 22.30 Wit Penghitungan suara pada tanggal 17

April 2019 dan Waktu disesuaikan
Dilaksanakan Pemungutan  dan
7 Nirunmas Rabu, 17 April 2019 Pukul, 01.00 Wit Penghitungan suara pada tanggal 17
April 2019 dan Waktu disesuaikan
Dilaksanakan Pemungutan  dan
8 Kormomolin | Rabu, 17 April 2019 Pukul, 04.00 Wit Penghitungan suara pada tanggal 17
April 2019 dan Waktu disesuaikan
Dilaksanakan Pemungutan  dan
9 Wertamrian Rabu, 17 April 2019 Pukul, 07.00 Wit Penghitungan suara pada tanggal 17
April 2019 dan Waktu disesuaikan
Tidak Semua Pemungutan dan
Penghitungan suara dilaksanakan
Rabu, 17 April 2019 Pukul, 09.30 Wit tanggal 17 April 2019, ada 20 TPS
yang baru melanjutkan Pemungutan
Suara Pada tanggal 23 April 2019

Tanimbar

10 Selatan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara
Barat pada tanggal 18 April 2019 baru ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten
Maluku Tenggara Barat Nomor 40/HK.03.2-Kpt/8103/Kab/IV/2019 tentang
Penetapan Penundaan Pemungutan Suara pada Desa Lermatan dan 17 TPS
di Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor:
41/HK.03.2-Kpt/8103/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemilu Lanjutan di Desa
Lermatan dan 17 TPS di Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan
Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 23 April 2019 dengan
rincian 20 TPS di Kecamatan Tanimbar Selatan diantaranya Desa Lermatan
TPS 001, 002 dan 003 sedangkan Kelurahan Saumlaki TPS 002, 003, 006,
008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 026 dan
dilaksanakan dengan baik. (Bukti PK.32.3 - 36)

Pengawasan Pungut Hitung Kecamatan Tanimbar Selatan:

Berdasarkan Laporan dari Pengawas Desa/Kelurahan Se-Kecamatan

Tanimbar Selatan maka dapat dirincikan sebagai berikut:

1.

Desa Olilit Raya

Pada Tanggal 17 April 2019, merupakan tahapan pungut hitung bagi seluruh
warga masyarakat indonesia begitu pula warga masyarakat Desa Olilit Raya
karena keterlambatan Logistik di desa Olilit Raya yang tiba pada pada PKI.
10.01 WIT Logistik Kotak suara tiba di desa Olilit raya (Olilit Barat) sementara
tersisa kotak suara yang belum ada sebanyak 4 kotak suara, setelah itu pada
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Pkl. 12.41 WIT logistik sisa dibawah ke tempat TPS dan sisanya dibawah ke
Desa Olilit Raya (Olilit Timur) saat itu juga didistribusikan kepada masing —
masing TPS di desa Olilit Timur pada Pkl. 13.33 WIT.
Bahwa setiap TPS yang didistribusi ada beberapa kotak suara yang tidak ada
gembok plastik dan segel kertas logo KPU sobek dan tidak ada kelengkapan
lain seperti pada TPS 10 tidak ada paku dan bantal coblos, kemudian sampul
surat suara DPRD Provinsi terbuka. Kemudian pada TPS 6, kotak suara tidak
tersegel (rusak) pada kotak suara DPRD Kabupaten, dan sampul surat suara
ada yang sobek, kemudian ada sampul surat suara tambahan 2 % TPS 3,
DPR RI desa Lermatang yang ditemukan di dalam salah satu Kotak Suara
serta ada salinan DPT yang digunakan untuk pemilihan berlangsung memakai
DPT yang pada kolom nama tidak ada daftar nama pemilih hanya ada seperti
Nomor KK atau NIK yang terdapat di dalam kolom daftar nama . Sama hal pula
di beberapa TPS tidak ada C7 yang digunakan untuk pemilihan DPTb dan
DPK sehingga Pengawas TPS menulis manual sesuai dengan data pemilih
yang masuk untuk melakukan pungut hitung. Sementara pada TPS 14 DPT
279 sedangkan surat suara DPR RI hanya 264 berarti surat suara kurang 15
surat suara. Kemudian pada TPS 15 tidak ada C1 Plano DPR RI dan DPRD
Provinsi, maka Pegawas TPS menyampaikan kepada KPPS dan PPS maka
berdasarkan penjelasannya bahwa adanya keterbatasan persiapan.

2. Desa Kabiarat
Sesuai dengan laporan Panwalu Desa Kabiarat, terkait proses pungut hitung
di Desa Kabiarat yaitu logistik tiba di Desa Kabiarat pukul 10.44 WIT yang
diantar olen PPK dalam keadaan tersegel, kemudian dilanjutkan dengan
proses pencoblosan pada pukul 12.15 WIT kegiatan tesebut berjalan dengan
aman dan lancar, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan suara dan
berakhir pada pukul 03.00 WIT (TPS 02), TPS 02 selesai pukul 04.00. WIT,
selanjutnya logistik diantar kembali ke KPU tanggal 18 April 2019 jam 08.00
WIT yang dikawal oleh PPS, KPPS, Linmas, Babinsa, Bhabinkantibmas dan
Panwaslu Desa Kabiarat.

3. Desallingei

Kejadian-kejadian yang terjadi di TPS Desa lingei antara lain:
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Ketika logistik tiba ada beberapa logistik yang terbuka (tidak tersegel) yaitu
DPD RI, DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota, selain itu terjadi keterlambatan
logistik sehingga kegiatan pencoblosan dimulai sekitar Pukul 10.48 WIT dan
berakhir pada pukul 21.30 WIT, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan
suara pada pukul 20.00 WIT dan berakhir pada hari kamis, tanggal 18 April
2019 pukul 01.25 WIT, logistik diantar ke KPU pada pukul 02.35 WIT.
Kelurahan Saumlaki
Dari 28 TPS yang ditetapkan oleh KPU Kepulauan Tanimbar, 11 TPS yang
melakukan proses pungut hitung yaitu; TPS 01, TPS 04, TPS 07, TPS 18,
TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 27, dan TPS 28, sedangkan 17 TPS belum
diadakan pungut hitung dikarenakan kurangnya logistik dan surat suara,
sehingga proses pungut hitung pada 17 TPS dikelurahan Saumlaki ditunda
sampai dengan tanggal 23 April 2019 selanjutnya dapat kami rincikan pada
masing masing TPS sebagai berikut :
a. Proses pungut hitung pada masing-masing TPS dapat disesuaikan dengan
waktu pelaksanaannya sesuai dengan masuknya logistik di TPS
Logistik diserahkan dalam bentuk tersegel pada 11 TPS yang melakukan
pungut hitung pada tanggal 17 Apri 2019.
b. Bahwa keterlambatan pendistribusian logistik ke 10 TPS pada Kelurahan
Saumlaki
TPS 01 terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS yang keliru atau
salah dalam melakukan pendataan pemilih (pemilih menggunakan surat
keterangan dari DUKCAPIL, namun KPPS mencatat nama kepala bidang
yang mengeluarkan surat keterangan, bukan nama pemilih yang
menggunakan surat keterangan. Kemudian surat keterangan yang
disampaikan disangkakan bahwa surat keterangan tersebut adalah A 5
yang dikeluarkan oleh KPU (barang bukti foto C7 dan SUKET sebagaimana
terlampir), kemudian TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 18, TPS 22, TPS 23,
TPS 24, TPS 25 dan TPS 27 tidak ditemukan pelanggaran
c. TPS 28 C7 (daftar hadir pemilih) hilang atau tidak ditemukan saat
penyerahan dari KPPS ke PPS, setelah semua KPPS menyerahkan kotak
suara dan hasil perhitungan suara dimasing-masing KPPS pada tanggal 19
April 2019 maka pada kurang lebih pukul 15.30 WIT, PPS menyerahkan
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atau mengantar kotak suara dan hasil perhitungannya langsung ke KPUD
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya dapat dijelaskan juga
bahwa hampir semua KPPS hanya mendapatkan 1 rangkap berita acara
perhitungan, untuk Pengawas TPS dan saksi, baru di copy oleh PPS
setelah menerima berita acara perhitungan suara dari KPPS saat
penyerahan ke PPS.

5. Desa Lauran

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tepat pada pukul 11.30 WIT seusai

penyerahan logistik di PPS Desa Lauran, tak seorang pun anggota PPK yang

meyerahkan secara simbolis kepada PPS Desa Lauran, namun yang

mengantar logistik adalah aparat kepolisian, seusai menyerahkan kotak suara

yang diserahkan kepada masing-masing TPS, proses pelaksanaan

pemungutan suara dimulai tepat pukul 12.00 WIT. Proses pungut hitung

berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Setelah petugas KPPS memanggil nama-nama C6 berdasarkan DPT namun

DPT C6 tidak sesuai dengan DPT yang diberikan oleh KPU dengan rincian

sebagai berikut:

a) TPS 01 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan
oleh KPU

b) TPS 02 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan
oleh KPU

c) TPS 03 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan
oleh KPU

d) TPS 04 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan
oleh KPU

e) TPS 05 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan
oleh KPU

f) TPS 06 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan
oleh KPU

g) TPS 07 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan
oleh KPU

h) TPS 08 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan
oleh KPU
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Selajutnya DPT yang diserahkan oleh KPU tidak ditempel di masing-masing
TPS, dan DPT yang diserahkan oleh KPU tidak digunakan oleh masing-
masing TPS. Proses pemungutan suara berakhir pada pukul 14.00 WIT dan
proses perhitungan suara berakhir pada pukul 16.30 WIT.
Desa Sifnana

Berdasarkan laporan dari Pengawas TPS 03 Desa Sifnana dapat
dirincikan sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, di TPS 03 berlokasi di Balai
Desa Sifnana pukul 06.30 WIT, PTPS, PPS, petugas ketertiban dan beberapa
saksi telah hadir di TPS, KPPS menyiapkan berbagai hal terkait pelaksanaan
Pemilu, pukul 07.00 WIT, KPPS belum juga mengambil sumpah dikarenakan
logistik Pemilu belum tiba di TPS. Pada waktu yang sama, masyarakat wajib
pilih mulai berdatangan ke TPS dan mendaftarkan diri kepda KPPS. Pukul
08.55 WIT DPT telah diumumkan pada dinding bagian depan TPS. Pukul
12.27 WIT logistik pemilu baru tiba di TPS, diantar oleh PPS. pukul 12.29 WIT
KPPS mulai memeriksa kelengkapan logistik pemilu, diawali dengan
pengambilan sumpah. Pemeriksaan logistik berlangsung sampai pukul 12.50
WIT. Ketua KPPS membukakan dan memeriksa kotak surat suara yang ada
untuk memastikan ketersediaan kelengkapan pemilu. KPPS melakukan
perhitungan kertas surat suara pada masing-masing kotak suara dengan

rincian sebagai berikut:

a. Surat suara PPWP: 237 +5 (2%) = 242
b. Surat suara DPD RI: 237 +5 (2%) = 242
c. Surat suara DPR RI: 237 +5 (2%) = 242
d. Surat suara DPRD Provinsi: 237 +5 (2%) = 242
e. Surat suara DPRD KAB: 237 +5 (2%) = 242

Ternyata jumlah surat suara sudah sesuai dengan jumlah pemilih
dalam DPT yaitu sebanyak 237 pemilih. Selanjutnya ketua KPPS menjelaskan
cara pemungutan atau pencoblosan kepada pemilih yang hadir. Proses
pemungutan suara, pukul 13.00 WIT kegiatan pemungutan suara dimulai.
KPPS melayani pemilih yang datang dengan membawa C6 dan KTP, pemilih
yang sudah mendaftarkan diri dalam form C7 DPT, mengantri pada kursi
yang disediakan oleh KPPS, kemudian dipanggil namanya dan mengambil
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surat suara yang telah ditanda tangani ketua KPPS. Ketua KPPS memberikan
surat suara dan menyebutkan dengan rinci 5 jenis surat suara yang ada,
disaksikan oleh para saksi dan PTPS. Kegiatan pemungutan berlangsung
sampai kurang lebih pukul 21.00 WIT, pemilih yang datang dengan hanya
membawa KTP atau yang terdaftar dalam DPK C7, dilayani pada pukul 18.00
WIT.

Persiapan perhitungan suara, setelah pemungutan suara selesai
KPPS mengumumkan waktu istirahat sejenak sambil menyiapkan hal-hal
terkait perhitungan suara. Ternyata bahwa C1 Plano yang ada hanyalah C1
plano DPRD Provinsi. Sementara perhitungan suara harus dimulai dari C1
plano PPWP, oleh karena itu kami jeda sejenak sambil menunggu C1 plano
PPWP, C1 plano DPD RI, C1 plano DPR RI, dan C1 plano Kabupaten / Kota,
setelah dikonfirmasi dengan PPS.

Proses perhitungan suara, pada tanggal 18 April 2019, pukul 01.20
WIT KPPS baru melangsungkan perhitungan suara diawali dari surat suara
PPWP, DPD RI, DPR RI, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota. Kegiatan tersebut
berlangsung sampai pukul 11.51 WIT. Pukul 13.52 WIT, PPS menjemput hasil
pemilihan (pungut hitung) dari KPPS dan mengantarnya ke kantor desa
Sifnana.
Permasalahan yang ditemui :
a. Keterlambatan distribusi logistik
b. DCT tidak tersedia
c. C1 Plano PPWP, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi tidak tersedia.

Berdasarkan laporan pengawas TPS 07 Desa Sifnana terkait
beberapa  kejadian/ masalah yang terjadi di TPS 07 antara lain;
keterlambatan logistik mengakibatkan proses pungut hitung tertunda hingga
pukul 12.40 WIT, pada saat logistik tiba dan dan setelah diperiksa ternyata
terdapat kotak suara DPD RI desa Sifnana tertukar dengan kotak suara DPD
RI Desa Lauran, sehingga terjadi kekurangan surat suara DPD RI, ketika
ketua KPPS berkoordinasi dengan KPU, maka KPU mengatakan proses
pungut hitung jalan saja. Jumlah DPT TPS 07 Desa Sifnana sebanyak 290
sedangkan jumlah surat suara DPD RI sebanyak 123, maka kekurangan
surat suara DPD RI di TPS 07 Desa Sifnana berjumlah 167 surat suara.
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Pada pukul 13.50 WIT proses pungut hitung dimulai, ketua KPPS
menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekurangan surat suara DPD R,
maka sebagian masyarakat hanya memilih dengan mendapatkan 4 surat suara
saja, maka pada pukul 18.00 WIT surat suara DPD RI sudah habis, maka
KPPS menyarankan bisa mencari tambahan surat suara KPPS tidak
mendapatkan tambahan surat suara yang kurang. Proses pemungutan suara
berakhir pada pukul 20.00 WIT.

Dalam proses perhitungan suara tertunda untuk beberapa saat
dikarenakan C1 plano yang diberikan oleh KPU hanya C1 plano DPRD
Provinsi, sedangkan C1 plano untuk presiden dan wakil presiden, DPD RI,
DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak ada, maka proses perhitungan di
tunda sambil menunggu C1 Plano dari KPU, dan proses perhitungan suara
dimulai pada pukul 01.00 WIT tepatnya tanggal 18 April 2019 dan berakhir
pada pukul 07.00 WIT. Surat pernyataan Saksi sebagaimana terlampir.

7. Desa Wowonda

Berdasarkan laporan pengawas TPS 02 Desa Wowonda terkait
proses pungut hitung di TPS 02 Desa Wowonda maka dapat dirincikan
sebagai berikut, bahwa pada saat logistik tiba di Desa Wowonda dan setelah
di periksa ternyata ditemukan kotak suara tidak tersegel dan ditemukan lagi
amplop untuk surat suara DPD RI tidak lagi tersegel amplop untuk surat suara
DPD RI ditemukan dalam keadaan terbuka, maka untuk membuktikan itu
pengawas TPS mendokumentasikan kejadian tersebut yang disaksikan oleh
KPPS dan linmas serta saksi parpol, selanjutnya perlu dijelaskan pula bahwa
dalam proses pencoblosan terdapat kekurangan surat suara pada surat suara
DPD RI, sebanyak 101 sehingga KPPS mengambil surat suara dari TPS yang
lain di Desa Wowonda sebanyak 30 kemudian di tambah lagi 20 itu pun masih
kurang, maka ketua KPPS menyampaikan bahwa tunggu dulu nanti kita ke
KPU untuk mengambil tambahan surat suara yang kurang, namun sampai
selesai proses pencoblosan tidak ada tambahan surat suara untuk DPD RI.

Selanjutnya masuk pada tahapan perhitungan suara untuk Presiden,
DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak ada C1
plano DPD RI jadi ketua KPPS mengambil Map untuk dibuat dalam bentuk

C1 plano untuk digunakan, dalam proses perhitungan suara dan juga tidak ada
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C1 plano untuk Presiden jadi pakai C1 plano yang lain untuk digunakan
dalam perhitungan suara untuk Presiden. Sampai pada pukul 15.30 WIT
dilanjutkan dengan surat suara bergerak sampai pada pukul 16.25 WIT. Pada

pukul 16.35 WIT dilanjutkan dengan perhitungan suara sampai pukul 24.30

WIT, pelaksanaan Pungut Hitung selesai dan berjalan dengan aman dan tidak

ada kecurangan apapun. (Bukti PK.32.3-37)

8. DesaLorwembun
Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 1, TPS 2 dan

TPS 3 Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin telah terjadi suatu peristiwa

Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan umum berupa Pengguna e-KTP

yang beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana pemilih menggunakan hak

pilihnya tanpa memiliki A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih
tambahan dalam negeri) pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lorwembun;
Bahwa peristiwa Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan umum
berupa Pengguna e-KTP yang beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana
pemilih  menggunakan hak pilihnya tanpa memiliki A5-KPU (surat

pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri) pada TPS 1, TPS 2

dan TPS 3 Desa Lorwembun yang ditemukan oleh Sdr. Yonas Romrome

(Penemu) yang adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum

(Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga)Kecamatan

Kormomolin, dan patut diduga dilakukan oleh KPPS TPS 1, TPS 2 dan TPS 3

Desa Lorwembun;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan Kormomolin pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019

terhadap pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019

pada setiap TPS yang tersebar di 9 (Sembilan) Desa di Kecamatan

kormomolin dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan hasil penilitian dan pemeriksaan pengawasan
pengawas TPS 1 Desa Lorwembun yang diperoleh oleh Panwaslu
Kecamatan Kormomolin bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019
bertempat di TPS 1 Desa Lorwembun dalam pengawas pemungutan dan
penghitungan suara Pemilihan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam
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Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan informasi pengawas TPS 1
Desa Lorwembun dalam laporan hasil pengawasannya menemukan telah
terjadi dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan
mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan
oleh KPPS TPS 1 Desa Lorwembun dengan memberikan kesempatan
kepada Pemilih atas nama Wilhelmina Sermatan, NIK : 8103015006910001
beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk Desa ILNGEI RT/RW 000/000
Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi
Maluku dan Sisilia Roflebabin, NIK : 3277016401880006 beralamat sesuali
dengan Kartu Tanda Penduduk di : Cimahi Baros Seneng Kelurahan/Desa
Utama RT/RW 002/003 Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahl Provinsi
Jawa Barat untuk menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos
menggunakan e-KTP dan terdaftar dalam Formulir C7.DPK-KPU (daftar
hadir pemilih khusus Pemilu) akan tetapi yang bersangkutan berdasarkan
kartu tanda penduduk yang telah tercatat pada Formulir C7.DPK-KPU
(daftar hadir pemilih khusus Pemilu) beralamat tidak sesuai dengan TPS
dimana pemilih menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Desa Lorwembun
dan juga tidak memiliki A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih
tambahan dalam negeri).

. Bahwa pada TPS 2 Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin terhadap
hasil penilitian dan pemeriksaan pengawasan pengawas TPS berdasarkan
keterangan yang didapat Panwaslu Kecamatan Kormomolin terdapat 2
(dua) orang pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tetapi melakukan pencoblosan pada
TPS 2 dengan menggunakan e-KTP (DPK) dengan alamat tidak sesuai
dengan TPS dimana yang bersangkutan melakukan pencoblosan dan
dijinkan oleh KPPS TPS 2, kedua orang tersubut adalah Hanita Veronika
Nuban Yang Beralamat Sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jl. Danau
Anggi Desa Pal Putih RT/RW 005/002 Kecamatan Sorong Barat Kota
Sorong Provinsi Papua Barat dan Fenansia Roflebabin yang beralamat di
Bandung.

. Bahwa sesuai keterangan pada formulir C7.DPK-KPU. Selain dari dua
orang dimaksud diatas ditemukan juga ada pemilih yang mencoblos pada
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TPS 2 Desa Lorwembun dengan menggunakan Kartu Keluarga sedangkan

yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb atas nama

Leobardus Batmomolin.
Bahwa pada TPS 3 Desa Lorwembun kecamatan kormomolin terhadap hasil
penilittan dan pemeriksaan pengawasan pengawas TPS berdasarkan
keterangan yang didapat Panwaslu Kecamatan Kormomolin bahwa pemilih
yang menggunakan e-KTP pada TPS 3 Desa Lorwembun sebanyak 9 orang
sebagaimana terdaftar dalam Formilir C7-KPU (daftar hadir pemilih khusus
Pemilu) akan tetapi 7 diantaranya menggunakan KTP beralamat sesuai
dengan alamat TPS dimana pemilih menggunakan hak pilih, sedangkan untuk
2 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Desa
Lorwembun dengan menggunakan e-KTP yang beralamat tidak sesuai dengan
TPS dimana pemilih menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Desa Lorwembun
atas nama Gema Batlayeri NIK : 9171026005930007 beralamat sesuai dengan
Kartu Tanda Penduduk Desa Numbay JI. Setiapura Il NO 121 Paldam Gunung
RT/RW 004/004 Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua
dan Rosina Fenanlampir beralamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk
Desa Fruata RT/RW 000/000 Kecamatan Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni
Provinsi Papua Barat tanpa memiliki A5-KPU A5-KPU (surat pemberitahuan
daftar pemilih tambahan dalam negeri).

9. Desa Alusi Batjas

TPS 1
Pada desa Alusi Batjas logistik tiba di TPS 1 tanggal 17 April 2019, Pukul
06.30 WIT, pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.25 WIT
sekaligus pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta
dokumen-dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS
dan para saksi Partai Politik yang tidak ada yaitu formulir model C7 DPT-KPU,
C7 DPTB-KPU dan C7 DPK-KPU.
Pemungutan suara dimulai tepat pukul 09.03 wit, yang ditemukan pada TPS 1
desa Alusi Batjas surat suara berjumlah 105 untuk penambahan 2% tidak ada
sehingga ada penambahan dari PPK 81 Surat suara DPRD Kabupaten di
tambah 2% menjadi 85 surat suara sehingga jumlah surat suara DPRD
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kabupaten pada TPS 1 berjumlah 105 + 85 = 190 surat suara dan pengadaan
C7 DPT-KPU, C7 DPTB-KPU dan C7 DPK-KPU.
KPPS 1 melakukan surat suara bergerak ke rumah 3 ibu yang lanjut usia untuk
memberikan hak pilihnya dan pemungutan suara pada TPS 1 selesai/ditutup
pukul 15.20 WIT dan dilanjutkan dengan perhitungan suara pada TPS 1 tepat
jam 16.00 WIT dan berakhir pada pukul 23.00 WIT berjalan dengan baik.
TPS 2
Pada desa Alusi Batjas logistik tiba di TPS 2 tanggal 17 April 2019, Pukul
06.30 WIT pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.00 WIT
sekaligus pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta
dokumen-dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS
dan Para Saksi Partai Politik.
Setelah selesai pemeriksaan kotak suara dilanjutkan dengan pemungutan
suara yang dimulai dari pemilih disabilitas sesudah itu dilanjutkan oleh pemilih
yang terdaftar pada DPT dan DPTB mulai pukul 10.00 WIT sampai pukul 12.00
WIT dan pukul 12.15 WIT anggota KPPS dan saksi mengantar surat suara
bergerak kepada pemilih yang tidak bisa memberikan hak pilihnya (cacat
tubuh) dan pada pukul 12.30 WIT KPPS melayani pemilih yang menggunakan
KTP-EL dan Surat Keterangan dari Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kepulauan
Tanimbar.
Pada pukul 15.00 WIT KPPS melaksanakan perhitungan suara mulai dari
Presiden dan Wakil Presiden sampai pada DPRD kabupaten/kota pada
Formulir C1 Plano dan berakhir/selesai pada pukul 22.00 WIT dalam
pelaksanaan Pungut Hitung berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan
apapun.

10.Desa Alusi Tamrian
TPS 1
Pada desa Alusi Tamrian logistik tiba di TPS 1 tanggal 17 April 2019, Pukul
07.15 WIT, pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.20 WIT
Pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-
dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan para
saksi Partai Politik pada pukul 08.55 WIT dan dilanjutkan dengan pemungutan
suara pada pukul 09.21 WIT sampai pada pukul 12.20 WIT dilanjutkan dengan
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surat suara bergerak sampai pada pukul 13.30 wit. Pada pukul 16.20 WIT
dilanjutkan dengan perhitungan suara pukul 24.30 WIT pelaksanaan Pungut
Hitung selesai dan berjalan dengan aman.
TPS 2
Pada desa Alusi Tamrian logistik tiba di TPS 1 tanggal 17 April 2019, Pukul
07.15 WIT, pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.20 WIT
Pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-
dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan para
saksi Partai Politik pada pukul 07.37 WIT, pukul 09.20 WIT pemeriksaan kotak
suara pukul 09.25 WIT arahan singkat dari ketua KPPS, pukul 09.30 WIT
dilanjutkan dengan pemungutan suara.

11.Desa Alusi Bukjalim
TPS 1
Pada pukul 06.20 WIT pengawas TPS tiba di balai desa Alusi Bukjalim
Pukul 07.10 WIT, kotak suara tiba di balai desa alusi bukjalim dan pada pukul
09.30 WIT pemungutan suara dimulai sampai selesai pada pukul 16.30 WIT
dan perhitungan suara dimulai dari pukul 18.00 WIT sampai pada tanggal 18
april 2019 pukul 05.00 WIT. pelaksanaan Pungut Hitung selesai dan berjalan
dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun.

12.Desa Alusi Kelaan
TPS 1
Pukul 07.00 WIT kotak suara tiba di balai desa alusi kelaan dan dilanjutkan
dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS serta dilanjutkan dengan
pemungutan suara pada pukul 09.50 WIT -18.00 WIT. Pada pukul 12.00 WIT
penambahan surat suara sebanyak 25 surat suara, pukul 15.45 WIT surat
suara bergerak sampai pukul 16.05 WIT sampai selesai pada pukul 16.09 WIT.
dilanjutkan dengan pelaksanaan Pungut Hitung pada pukul 21.00 WIT sampai
tanggal 18 April 2019 pukul 03.40 WIT, berjalan dengan aman dan tidak ada
kecurangan apapun.
TPS 2
Pukul 07.00 WIT kotak suara tiba di balai desa Alusi Kelaan dan dilanjutkan
dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS serta dilanjutkan dengan
pemungutan suara pada pukul 09.50-18.00 WIT, pukul 15.45 WIT surat suara
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bergerak sampai pukul 16.05 WIT sampai selesai pada pukul 16.09 WIT
dilanjutkan dengan pelaksanaan Pungut Hitung pada pukul 21.00 WIT sampai
tanggal 18 April 2019 pukul 03.40 WIT, berjalan dengan aman dan tidak ada
kecurangan apapun

13.Desa Alusi Krawain
TPS 1
Pukul 06.28 WIT menit Logistik tiba di Alusi Krawain dan di kawal oleh
kepolisian ,PPK dan Panwas Kecamatan. 06.57 WIT KPPS melakukan
sumpah dan janji jabatan yang di pimpin oleh ketua KPPS. Pada pukul 07.30
WIT , Pencoblosan di mulai dan pada pukul 12.00 WIT, masih di adakan
pencoblosan dalam DPT sampai no urut 89. Pada pukul 13.30 WIT istirahat
makan siang tetapi di buat giliran jaga dan pada pukul 14.05 WIT, pencoblosan
kembali Pada pukul 18.42 WIT berakhirlah pencoblosan khusus untuk DPT
dan terdapat 4 orang disabilitas. Pada pukul 18.45 WIT di mulai dengan
pencoblosan pada DPTb dengan menggunakan A5 KPU ada 2 orang, yang
menggunakan surat keterangan ada 3 orang sedangkan yang menggunakan
KTP-E ada 3 orang. Pada pukul 19.51 WIT, pergerakan kotak suara menuju
nama-nama yang terdaftar dalam DPT dan di kawal oleh 2 orang Linmas, 4
orang KPPS, 4 orang saksi dan Pengawas Lapangan sedangkan pengawas
TPS dan beberapa anggota Linmas, KPPS dan Saksi berada di TPS untuk
menjaga Logistik. Pada pukul 20.10 WIT, kotak suara di bawa kembali di TPS.
Pada pukul 24.06 WIT, persiapan perhitungan suara dan pukul 24.08 WIT,
perhitungan suara di mulai sampai pada tanggal 18 april 2019, pukul 09.39
WIT Perhitungan Suara berakhir.
TPS 2
Pukul 06.42 WIT, logistik tiba di desa alusi krawain. Pada pukul 07.00 WIT di
laksanakan sumpah dan janji oleh ketua KPPS.Saksi partai politik tiba di TPS
pukul 07.30 WIT. Pada pukul 08.03 WIT dan pada pukul 08.03 WIT belum juga
di laksanakan pencoblosan karena kekurangan surat suara yang tidak sesuai
dengan DPT karena logistik yang masuk, jumlah surat suara presiden:
sebanyak 262, DPD RI: 262, DPR RI:252, DPR Provinsi: 263 dan DPRD
Kabupaten /Kota: 190. Pada pukul 08.47 WIT, pemungutan suara berjalan
Pada pukul 10.15 WIT anggota PPK baru menyerahkan contoh surat suara
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dan daftar nama calon DPD, DPR RI, DPRD Kabupaten /kota dan di
tempelkan oleh anggota Linmas. Pada pukul 11.48 WIT PPK membawa surat
suara untuk menggenapi kekurangan surat suara yang ada dan pada pukul
14.15 WIT lanjutan pemungutan suara. Pada pukul 20.15 WIT TPS bergerak
dari tempat pencoblosan menuju wajib pilih yaitu Lansia,Sakit dan Cacat
berjumlah 10 orang.Pada pukul 22.15 WIT pemungutan suara berakhir dan di
lanjutkan dengan makan malam.Penghitungan suara di mulai pukul 23.30 WIT
sampai pada pukul 11.30 WIT siang. Pada pukul 00.48 WIT pada hari Jumat,
19 April2019 kotak suara di bawah ke kecamatan, Pada pukul 01.15 WIT tiba
di kecamatan.

14.Desa Meyano Bab
TPS 1
Pada hari rabu 17 april 2019 pukul 06.50 WIT, PPK mengantar logistik ke desa
Meyano Bab. Pada pukul 07.30 WIT ketua KPPS 001 melaksanakan rapat
pleno sekaligus mengambil sumpah janji di tempat pemungutan suara. Setelah
selesai pengambilan sumpah janji Ketua KPPS dan para saksi membuka
setiap kotak suara untuk diperiksa, ternyata terdapat dalam 5 kotak suara tidak
ada daftar hadir peserta pemilu. Pemungutan suara dimulai pada pukul 09.12
WIT sampai pukul 17.30 WIT. Perhitungan surat suara dimulai pada hari Rabu
pukul 19.00 WIT sampai hari Kamis pukul 08.00 WIT dengan aman dan lancar.
Pendistribusian kotak suara dari tps 001 ke PPK Kecamatan Kormomolin pukul
15.00 WIT dengan aman dan dalam pengawasan.
TPS 2
Logistik tiba di TPS 002 desa Meyano Bab pada hari Rabu tanggal 17 April
2019 pukul 07.04 WIT dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh KPPS
pada pukul 07.30 WIT. Setelah dilakukan pemeriksaan logistik oleh KPPS, ada
terdapat kekurangan logistik, diantaranya : surat suara dan daftar hadir serta
formulir c-3. Surat suara yang diterima oleh tps 002 kurang, yaitu : DPR-RI
sebanyak 247, yang seharusnya sebanyak 274 sehingga terjadi kekurangan
27 surat suara.
Kotak surat suara DPR-RI yang dibawa keduanya beralamat tps 001 jadi tps
002 tidak ada. Setelah berkoordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS, salah satu
kotak suara yang beralamat tps 001 ditempatkan di tps 002. Pemungutan
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suara dimulai pada pukul 09.12 WIT -17.30 WIT. Perhitungan surat suara
dimulai pada hari Rabu pukul 19.00 WIT sampai hari Kamis pukul 08.00 WIT
dengan aman dan lancar. Pendistribusian kotak suara dari tps 002 ke PPK
Kecamatan Kormomolin pukul 15.00 WIT, berjalan dengan aman dan dalam
pengawasan.

15.Desa Meyano Das
TPS 1
Logistik masuk dan diterima oleh KPPS Pukul 07.24 WIT logistik yang diterima
KPPS dalam keadaan tersegel dengan baik. Pemeriksaan kelengkapan
dokumen-dokumen dalam kotak suara pada pukul 07.50 WIT, pengambilan
sumpah dan janji oleh KPPS pada pukul 08.12 WIT, pemungutan suara
dimulai pada pukul 08.35 WIT dilanjutkan dengan surat suara bergerak bagi
pemilih disabilitas pada pukul 16.10 -16.17 WIT sampai pukul 16.38 WIT
proses pemungutan suara selesai.
Pada pukul 17.43 WIT perhitungan suara sampai dengan pukul 22.37 WIT.
Tanggal 19 April 2019 pukul 19.19 WIT logistik didistribusikan dari PPS ke
PPK Kecamatan Kormomolin
TPS 2
Logistik masuk dan diterima oleh KPPS Pukul 07.29 WIT logistik yang diterima
KPPS dalam keadaan tersegel dengan baik. Pemeriksaan kelengkapan
dokumen-dokumen dalam kotak suara pada pukul 08.00 WIT, pengambilan
sumpah dan janji oleh KPPS pada pukul 07.38 WIT, pemungutan suara
dimulai pada pukul 08.22 WIT dilanjutkan dengan surat suara bergerak bagi
pemilih disabilitas pada pukul 16.10 -16.17 WIT sampai pukul 15.10 WIT
proses pemungutan suara selesai.
Pada pukul 17.30 WIT perhitungan suara sampai dengan pukul 22.00 WIT.
Tanggal 19 April 2019 pukul 19.19 WIT logistik didistribusikan dari PPS ke
PPK Kecamatan Kormomolin.

16.Desa Kilmasa
TPS 1
Pukul 06.28 WIT pada pukul 08.00 WIT logistik tiba di desa kilmasa.
Pembukaan pemungutan suara di mulai pada pukul 08.30 WIT di awali dengan
sumpah dan janji yang di pimpin oleh ketua KPPS di saksikan oleh seluruh
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saksi dan PTPS dan semua anggota pemilih. Semua saksi partai politik hadir
di TPS sebelum pembukaan pemungutan suara. Dalam pelaksanaan
pemungutan suara penyandang disabilitas di dampingi oleh pendamping serta
surat pernyataan pendampingan (formulir model C3.KPU). pada saat
pemeriksaan logistik terdapat surat suara DPRD Provinsi mendapat
kekurangan 2 surat suara berdasarkan jumlah DPT/C6 dan juga daftar calon
DPRD Provinsi tidak ada. TPS bergerak pada pukul 17.30 WIT. KPPS dan
anggota pemilih atas nama: Hebe Sarhuna dan Yulianus Ratuanik kembali ke
TPS pada pukul 18.00 WIT dapat berjalan dengan aman. Penambahan surat
suara 1 untuk Presiden dan Wakil Presiden, 1 untuk DPR RI, 1 Untuk DPD R,
DPRD Provinsi. Pada pukul 21.00 WIT di adakan perhitungan surat suara oleh
KPPS dan di mulai dengan surat suara Presiden dan Wakil Presiden ,DPD RI,
DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota sampai selesai. Pada
tanggal 18 april 2019, pukul 15.00 WIT kotak suara di bawah ke kecamatan
dan di serahkan ke PPK dan di kawal oleh Kepolisian.

TPS 2

Pukul 08.00 WIT logistik tiba di TPS. Dan di lanjutkan dengan pembukaan
pemungutan surat suara pada pukul 08.30 WIT. Di awali dengan
mengucapkan sumpah dan janji yang di pimpin oleh ketua KPPS dan di
saksikan oleh PTPS, Saksi dan semua anggota pemilih. Dalam pelaksanaan
pemungutan suara penyandang disabilitas di dampingi oleh pendamping serta
surat pernyataan pendampingan (formulir model C3.KPU). Pada saat
pemeriksaan logistik terdapat surat suara DPRD Provinsi mendapat
kekurangan 2 surat suara berdasarkan jumlah DPT dan juga daftar calon
DPRD Provinsi tidak ada.Terjadi TPS bergerak pada pukul 17.30 WIT dan
kembali ke TPS pukul 18.00 WIT di saksikan oleh para saksi dan PTPS,
semua berjalan dengan baik dan aman.Pada pukul 15.20 WIT kegiatan
pencoblosan dihentikan sementara karena makan siang dan Linmas di
tugaskan untuk menjaga TPS. Pada pukul 15.40 WIT kembali di laksanakan
pencoblosan. Pada pukul 21.00 WIT dilaksanakan penghitungan suara oleh
KPPS dan di mulai dengan surat suara Presiden dan Wakil Presiden ,DPD RI,
DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota sampai selesai. Pada
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tanggal 18 april 2019, pukul 15.00 WIT kotak suara di bawah ke Kecamatan
dan di serahkan ke PPK dan di kawal oleh Kepolisian.

17.Desa Lumasebu
TPS 1
Pada pukul 08.00 WIT pendistribusian logistik dari kecamatan ke Lumasebu
dan dijemput oleh KPPS dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji
KPPS. Pada pukul 08.40 WIT logistik dibuka oleh ketua KPPS dan disaksikan
oleh anggota KPPS. Pemungutan suara dilakukan pada pukul 09.00 WIT di
TPS 001. Proses pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar.
Pemungutan suara berakhir pada pukul 16.00 WIT. Pada pukul 16.30 WIT
dilakukan perhitungan suara hingga selesai.
TPS 2

Pada pukul 08.30 WIT pendistribusian logistik dari kecamatan ke Lumasebu
dan dijemput oleh KPPS dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji
KPPS. Pada pukul 08.40 WIT logistik dibuka oleh ketua KPPS dan disaksikan
oleh anggota KPPS. Pemungutan suara dilakukan pada pukul 09.00 WIT di
TPS 002. Proses pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar.
Kekurangan surat suara pada DPRD Kabupaten/kota sebanyak 52 dan
beberapa saat kemudian dilakukan penambahan surat suara untuk DPRD
Kabupaten/kota sebanyak 52. Pemungutan suara berakhir pada pukul
18.00WIT. Pada pukul 18.30 WIT dilakukan perhitungan suara hingga selesai.
(Bukti PK.32.3-38).

Penindakan Pelanggaran

Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebanyak 4 (empat) laporan dengan
rincian sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kaupaten Maluku Tengara Barat telah menerima,
memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu yang diajukan oleh Frendi Rolentio Lololuan, SH pada tanggal 23
Agustus 2018 dan diregistrasi dengan nomor:
001/LP/PL/ADM/Kab/31.09/V111/2018, tanggal 28 Agustus 2018 dengan
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Terlapor Sony Hendra Ratissa, S.Hut selaku Terlapor | dan KPU Kabupaten

Maluku Tenggara Barat selaku Terlapor II. (Bukti PK.32.3- 39)

. Bahwa Bawaslu Kaupaten Maluku Tengara Barat telah menerima,

memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif

Pemilu yang diajukan oleh Barnabas Lone Fenanlampir, ST pada tanggal 14

September 2018 dan diregistrasi dengan nomor:

002/LP/PL/ADM/Kab/31.09/1X/2018 dengan Terlapor komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (Bukti PK.32.3- 40)

. Bahwa Bawaslu Kabpaten Maluku Tenggara Barat telah menerima,

memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif

Pemilu yang diajukan oleh Mathias A. Koisin pada tanggal 2 Mei 2019 dan

diregistrasi dengan nomor: 003/LP/PL/ADM/Kab/31.09/V/2019. dengan

Terlapor komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (Bukti

PK.32.3- 41)

. Bawaslu Kabupate Maluku Tenggara Barat telah meneima, memeriksa dan

memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang

diajukan oleh Cartes Asbit Rangotwat, SH.,MH pada tanggal 2 Mei 2019

dengan Terlapor komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara

Barat. Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor (Cartes Asbit Rangotwat,

SH.,MH) adalah berkaitan dengan Pencoblosan surat suara sisa pada TPS

1 Desa Lingat dan penggunaan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 2

dan TPS 5 desa Lingat Kecamatan Selaru. Bahwa laporan ditindaklanjuti

oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan penyelesaian
menggunakan pemeriksaan melalui acara cepat dan telah diputuskan
dengan menggunakan Formulir ADM-22 (Putusan Pemeriksaan Acara

Cepat) pada tanggal 5 Mei 2019. (Bukti PK.32.3- 42)

. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan

penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

sebanyak 1 (satu) Temuan dengan rincian sebagai berikut:

a. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Mathias
Alubwaman, SH dan Eduardus Futwembun, SH pada tanggal 12
November 2018 dengan Terlapor atas nama Prisilia Tanty Saka, Calon
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor Urut 9
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Partai Nasdem Daerah Pemilihan MTB 3 dan telah ditetapkan sebagai
Temuan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dalam Rapat Pleno
tertanggal 12 November 2018. Materi temuan oleh Penemu adalah
Terlapor sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Barat tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota
Badan Permusyawaratan Desa Sofyanin Kecamatan Yaru sebagai
salah satu syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara Barat.

b. Bahwa setelah ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran
administratif Pemilu tersebut diatas, maka diteruskan kepada Bawaslu
Provinsi Maluku dengan surat penerusan Nomor 92/Bawaslu-
MTB/X1/2018 tanggal 13 November. (Bukti PK.32.3- 43)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima

Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 2 (dua) laporan

dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh
Bartolomeus Ditilebit pada tanggal 22 April 2019 dan diregistrasi dengan
nomor: 02/LP/PL/Kab/31.09/1V/2019 dengan Terlapor atas nama Bodan
Fase. Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor (Bartolomeus Ditilebit)
adalah Pemberian uang dan kartu nama (bahan kampanye).

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan Rekomendasi Sentra
Gakkumdu, maka laporan tersebut dihentikan karna tidak memenuhi
unsur pasa tindak pdana Pemilu. (Bukti PK.32.3- 44)

Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh
Mesak Yandri Masela, SE, M.Ec.Dev pada tanggal 25 April 2019
dan diregistrasi dengan nomor: 05/LP/PL/Kab/31.09/1V/2019
dengan Terlapor atas nama Oktofina Jambormias. Materi laporan
yang diajukan oleh Pelapor (Mesak Yandri Masela, SE, M.Ec.Dev)
adalah sebagai berikut yakni terdapat pencoblosan pada 2 (dua)
TPS yang berbeda di desa Arma Kecamatan Nirunmas.

Bahwa berdasarkan kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu

maka laporan tersebut ditindaklanjuti ketahap penyidikan karna
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telah memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilu. (Bukti PK.32.3-
45)

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan
penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu,
sebanyak 5 (lima) Temuan dengan rincian sebagai berikut:

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Eduardus
Futwembun, SH (Koordiv PHL Bawaslu Kab. MTB) pada tanggal 16
Januari 2019 dengan Terlapor atas nama Yohanis Rano Fatlolon, SE
dan telah diregister dengan nomor: 01/TM/PL/Kab/31.09/1/2019 pada
tanggal 16 Januari 2019. Materi temuan oleh Penemu (Eduardus
Futwembun, SH) adalah sebagai berikut yakni Adanya dugaan
pembagian barang atau materi lainnya berupa bingkisan Natal dan
Tahun Baru yang didalamnya terdapat bahan kampanye dalam
bentuk Kartu Nama Calon anggota DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (MTB) dari Partai Nasdem Nomor 10 Daerah
Pemilihan MTB IlI.

2. Bahwa berdasarkan hasil kajia dan rekomendasi Sentra Gakkumdu,
maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah
memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu. (Bukti
PK.32.3-46)

3. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Mici Miru A.md
(Ketua/Koordiv PHL Panwascam Tanimbar Utara) pada tanggal 17 April
2019 dengan Terlapor atas nama Ferdinand Kulaleen dan telah
diregister dengan nomor: 03/TM/PL/Kab/31.09/1V/2019 pada tanggal 23
April 2019. Materi temuan oleh Penemu (Mici Miru, A.md) adalah
sebagai berikut yakni adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu
yang diduga dilakukan oleh saudara Ferdinand Kulaleen, yang dengan
sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang
lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu)
TPS atau lebih.

4. Bahwa berdasarka hasil kajia dan rekomendasi Sentra Gakkumdu,

maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah
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memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu. (Bukti PK.32.3-
47)

Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Petrus Feninlambir
(Ketua Panwascam Nirunmas) pada tanggal 17 April 2019 dan telah
diregister dengan Nomor: 04/TM/PL/Kab/31.09/1V/2019 pada tanggal 25
April 2019. Materi temuan oleh Penemu (Petrus Feninlambir) adalah
sebagai berikut yakni adanya dugaan pelanggaran dengan sengaja
pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain
dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS
atau lebih dengan menggunakan C-6.KPU di beberapa TPS desa Arma.
Bahwa berdasarka hasil kajia dan rekomendasi Sentra Gakkumdu,
maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah
memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu. (Bukti PK.32.3-
48)

. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Baltasar Oratmangun
(Ketua Panwascam Selaru) pada tanggal 27 April 2019 dengan Terlapor
atas nama Baltazar Lethulur dan Yudit Lololuan dan telah diregister
dengan nomor: 06/TM/PL/Kab/31.09/V/2019 pada tanggal 8 Mei 2019.
Materi Temuan oleh Penemu (Baltasar Oratmangun) adalah sebagai
berikut yakni Adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh
Baltazar Lethulur dan Yudit Lololuan pada saat proses pungut hitung
tanggal 17 April 2019 yakni menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu)
kali pada TPS 5 dan TPS 2 Desa Lingat Kecamatan Selaru.

Bahwa berdasarkan hasil kajia dan rekomendasi Sentra Gakkumdu,
maka Temuan tersebut dihetikan proses penanganan tindak pidana
Pemilu karena tidak memenuhi unsur. (Bukti PK.32.3-49)

. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Baltasar Oratmangun
(Ketua Panwascam Selaru) pada tanggal 8 Mei 2019 dengan Terlapor
atas nama Apolos Utlela dan telah diregister dengan Nomor:
07/TM/PL/Kab/31.09/V/2019 pada tanggal 8 Mei 2019. Materi temuan
oleh Penemu (Baltasar Oratmangun) adalah sebagai berikut yakni
adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh saudara
Apolos Utlela dan beberapa anggota KPPS serta salah satu anggota
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PPS, saksi partai politik, saksi DPD dan saudara Yohanis
Sumbreskossu.

Bahwa berdasarka hasil kajia dan rekomendasi Sentra Gakkumdu,
maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah
memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu (Bukti PK.32.3-
50)

Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima permohonan

penyelesaian sengketa proses Pemilu sebanyak 2 (dua) permohonan dengan

rincian sebagai berikut:

a. Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan
telah diregister dengan nomor: 01/PS.REG/31.09/1X/2018;

Bahwa  terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor:
01/PS.REG/31.09/1X/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 1
(satu) kali;

Bahwa mediasi yang dilaksanakan mencapai kesepakatan oleh para pihak dan
dituangkan dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Mencapai Kesepakatan Nomor Register : 01/PS.REG/31.09/IX/2018 tanggal
27 September 2018;

Bahwa terhadap hasil mediasi mencapai kesepakatan tersebut diatas,
kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dituangkan dalam
Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu Nomor Register : 01/PS.REG/31.09/IX/2018 tanggal 27 September
2018. (Bukti PK.32.3-51)

b. Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan telah
diregister dengan nomor : 02/PS.REG/31.09/X/2018;

Bahwa  terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor:
02/PS.REG/31.09/X/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 1
(satu) kali;

Bahwa mediasi yang dilaksanakan mencapai kesepakatan oleh para pihak dan
dituangkan dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
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Mencapai Kesepakatan Nomor Register : 02/PS.REG/31.09/X/2018 tanggal 8
Oktober 2018;

Bahwa terhadap hasil mediasi mencapai kesepakatan tersebut diatas,
kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dituangkan dalam
Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu Nomor Register : 02/PS.REG/31.09/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.
(Bukti PK.32.3- 52)

Keterangan Tambahan Kabupaten Seram Bagian barat (SBB)
a. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan kegiatan

pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian

sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat
mengeluarkan peringatan Dini kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Seram Bagian Barat untuk segera melaksanakan Coklit terbatas terhadap
DP4 Non DPT karena fakta di lapangan bahwa PPK Se-Kabupaten Seram
Bagian Barat melaksanakan Coklit terbatas sesuai Surat Edaran KPU RI
Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, Tentang Penyelesaian Tindak
Lanjut data 29.120 Pemilih, Tanggal 24 Oktober 2018 di tingkat
desa/kelurahan dan segera malakukan penyempurnaan DPTHP-1.

2. Bahwa Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat
Menyapaikan Surat Perbaikan Data Pemilih Kepada KPU Kabupaten Seram
Bagian Barat terhadap Daftar Pemilih Tetap yang mana pada Kecamatan
Inamosol 122 pemilih yang belum dimasukan kedalam DPTHP — 1.

3. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat
Terhapad Penetapan DPTHP - | Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan
Pada tanggal 22 Juli 2018 di Ruang Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 1.138 pemilih yang tersebar di 7
kecamatan sesuai dengan Surat Hasil Pengawasan Pencermatan Terhadap

Daftar Pemilih 2019 yang ditetapkan adalah sebagai berikut ;

DPTHP - |
No Kecamatan Juml Juml Jumlah Pemilih
Desa/Kel TPS L P L+P
01 | Elpaputih 7 17 1.852 1.862 23.417
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02 | Amalatu 7 42 5.629 5.795 11.424
03 | Inamosol 5 16 1.986 1.758 3.771
04 | Kairatu 7 63 8.316 8.520 16.836
05 | Kairatu Barat 6 36 4.600 4.607 9.207
06 | Seram Barat 7 90 10.425 10.543 | 23.417
07 | Huamual 5 153 19.515 19.089 38.604
08 | Huamual Belakang 7 98 12.282 12.613 | 24.895
09 | Taniwel 19 44 5.122 5.065 10.187
10 | Taniwel Timur 15 22 2.263 2.171 4,434
11 | Kep. Manipa 7 28 2.955 2.998 5.953

TOTAL 92 609 74.945 75.048 | 149.993

. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat
terhadap penetapan DPTHP - | tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada
tanggal 10 Desember 2018 di Ruang Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Seram Bagian Barat, DPT yang ditetapkan adalah sebagai
berikut :

DPTHP Il
No Kecamatan Juml Juml Jumlah Pemilih
Desa/Kel | TPS L P L+P

01 | Elpaputih 7 18 1.880 1.884 | 23.417
02 | Amalatu 7 43 5.619 5.885 | 11.504
03 | Inamosol 5 18 2042 1850 3.892
04 | Kairatu 7 74 9.447 9.866 | 19.313
05 | Kairatu Barat 6 36 4,746 4,791 9.537
06 | Seram Barat 7 92 11.531 11.886 | 23.417
07 | Huamual 5 163 | 21.192 20.946 | 42.138
08 | Huamual Belakang 7 100 | 12.393 12.993 | 25.386
09 | Taniwel 19 47 5177 5.151 10.328
10 | Taniwel Timur 15 22 2.240 2.169 4.409
11 | Kep. Manipa 7 31 3.113 3.167 6.280

TOTAL 92 642 | 79.380 80.588 | 159.968

. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Seram
Bagian Barat terhadap penetapan DPTHP Il tingkat Kabupaten yang
dilaksanakan pada tanggal 03 April 2019 Berdasarakan Surat Edaran
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 557/PL.02.1-
SD/01/KPU/MIN/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVI11/2019 Maka
dari itu Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat
Menetapakan DPTHP — 3 Ruang Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

DPTHP 1l
No Kecamatan Juml Juml Jumlah Pemilih
Desa/Kel TPS L P L+P

01 | Elpaputih 7 18 1.880 1.884 | 23.417
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02 | Amalatu 7 43 5.619 5.885 11.504
03 | Inamosol 5 18 2042 1850 3.892
04 | Kairatu 7 75 9.447 9.866 19.313
05 | Kairatu Barat 6 36 4,746 4,791 9.537
06 | Seram Barat 7 94 11.531 11.886 | 23.417
07 | Huamual 5 166 21.192 20.946 | 42.138
08 | Huamual Belakang 7 100 12.393 12.993 | 25.386
09 | Taniwel 19 47 5.177 5.151 10.328
10 | Taniwel Timur 15 22 2.240 2.169 4,409
11 | Kep. Manipa 7 31 3.113 3.167 6.280

TOTAL 92 650 79.380 80.588 | 159.968

6. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian
Barat paska dikeluarkannya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor : 557/PL.02.1-SD/01/KPU/I1I/2019 Tanggal 29 Maret 2019
Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor : 20/PUU-XVII/2019, Maka Saran Perbaikan yang disampaikan oleh
Bawaslu Kupaten Seram Bagian Barat kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Seram Bagian Barat terkait Saran Perbaikan DPTHP-II tidak
dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram
Bagian Barat dan Pemilih yang sebanyak 498 yang terbagi di 2 Kecamatah
yaitu Kecamatan Kairatu, Desa Kamariang Sebanyak 347 Pemilih dan
Kecamatan Huamual Desa Luhu, Dusun Waiputi Sebanyak 151 Pemilih
yang belum terdaftar di DPTHP-III di akan di masukan kedalam Daftar
Pemilih Khusus ( DPK).

7. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat
Pada Penetapan DPTHP- Il terdapat jumlah Pemilih yang lebih dari 300
pemilih dalam 1 TPS, Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Seram Bagian

Barat melayangkan Saran Perbaikan pada TPS-TPS tersebut.

Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bagian Barat telah melakukan kegiatan pengawasan

Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan perpanjangan tangan dari Panwas

Kecamatan se Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

a) Dalam pelaksanaan pemungutan suara dari tingkat TPS sampai tingkat
Kecamatan ada 4 TPS di 4 Kecamatan yang mendapatkan rekomendasi oleh
Panwas Kecamatan untuk melakukan PSU dikarenakan terdapat pelanggaran

dalam pelaksanaan pemungutan suara.
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Bahwa berdasarkan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Huamual dan di tindak Lanjuti Oleh Bawaslu Kabupaten Seram
Bagian Barat terhadap Temuan yang tidak terdaftar dalam DPTHP- 3, DPK
dan DPTb tetapi mengunakan hak pilih dengan C6 atas nama orang lain pada
TPS 53 Dusun Amaholu Losy, Desa Luhu Kecamatan Huamual dan telah
dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019.

Bahwa Berdasarkan Pengawasan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum
Kecamatan Kairatu dan ditindaklajuti oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian
Barat terhadap Temuan yang tidak terdaftar dalam DPTHP- 3,DPK dan DPTb
tetapi mengunakan hak pilih dengan C6 atas nama orang lain pada TPS 19
Dusun Kalapa Dua, Desa Kairatu Kecamatan Kairatu dan telah dilaksanakan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019.

Bahwa Berdasarkan Pengawasan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum
Kecamatan Seram barat dan ditindaklajuti oleh Bawaslu Kabupaten Seram
Bagian Barat terhadap Temuan yang tidak terdaftar dalam DPTHP-3, DPK dan
DPTb tetapi mengunakan hak pilih dengan C6 atas nama orang lain pada TPS
34 Dusun Wael, Desa Piru Kecamatan Seram Barat dan telah dilaksanakan

Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Bahwa Berdasarakan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat
Pada Kecamatan Humaual Belakang terdapat dugaan pelanggaran pada TPS
28 Dusun Hato Allang dan Desa Tahalupu Dusun Tiang Bendera TPS 7,TPS
8, TPS 9, TPS 10, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14 Bawaslu Kabupaten Seram
Bagian Barat Merekomendasikan Agar KPU Kabupaten Seram Bagian Barat
Melakukan Pengumutan Suara Ulang di TPS. Tetapi KPU Kabupaten Seram
Bagian Barat hanya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS

28 Dusun Hato Allang Desa Wesala.

Keterangan Mengenai Penanganan Penanganan Pelanggaran dan

Penyelesaian Sengketa Beserta Tindak Lanjutnya.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah menemukan Temuan

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak 2 (dua) dengan rincian

sebagai berikut:
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1. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh
saudara Hijra Tangkota, S.Pd (Kordiv PHL) pada tanggal 31 Agustus 2018.
Materi temuan yang diajukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd adalah sebagai
berikut bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat menemukan adanya
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat
terhadap, mekanisme, tata cara dan prosedur pada tahapan perbaikan daftar
bakal calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat. Dugaan
pelanggaran tersebut yakni KPU Kabupaten Seram Bagian Barat diduga
terindikasi telah menyetujui untuk menggantikan bakal calon yang dinyatakan
Memenuhi Syarat (MS) di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada
Dapil I, dan Dapil Il pada saat verifikasi berkas perbaikan pencalonan tanpa
adanya surat pengunduran diri dari bakal calon pada saat proses perbaikan, hal
ini dapat dibuktikan dengan dikelurkannya Daftar Calon Sementara dengan
Surat Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 01/Hk.03.1-
Kpt/8106/KPU-Kab/VI111/2018 tertanggal 11 Agustus 2018. Berdasarkan kajian
awal Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa temuan yang ditemukan
oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd memenuhi memenuhi syarat formil dan
materil. Temuan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor
001/TM/PL/ADM/Kab/31.05/VI111/2018. Bahwa temuan dugaan pelanggaran
Administrasi yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd selanjutnya
diteruskan ke Bawaslu Provinsi Maluku untuk dilakukan persidangan.

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh
saudara Hijra Tangkota, S.Pd (Kordiv PHL) dan saudara Rahman Nurlette, S.Pd
(Kordiv SDM) pada tanggal 26 November 2018. Materi temuan yang diajukan
oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd adalah sebagai
berikut : Bahwa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU
Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Keputusan KPU Kabupaten Seram
Bagian Barat Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian
Barat Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat yang disampaikan
oleh Panwaslu Kecamatan Inamosol bahwa Saudara Jakob Nelson Silaka, SH
(Terlapor 1), sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari
Partai Amanat Nasional (PAN) DAPIL 2, masih aktif sebagai Ketua Badan
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Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Honitetu, dan yang bersangkutan Saudara
Jakob Nelson Silaka, SH pada tanggal 19 September 2018 Pukul 10.00 WIT s/d
pukul 17.00 WIT telah mengadakan rapat untuk pembahasan RPMDes Honitetu
bersama masyarakat Desa Honitetu di Balai Pertemuan Dusun Ursana Desa
Honitetu Kecamatan Inamosol.

Bahwa terhadap Informasi terkait status Saudari Suhartini. N. Silaka
(Terlapor 1V), maka pada tanggal 24 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Seram
Bagian Barat melakukan investigasi dengan bertemu Penjabat Kepala Desa
Honitetu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama L.
Izak Silaka, S.Pd, dan mendapat keterangan bahwa benar Saudari Suhartini. N.
Silaka (Terlapor IV) adalah salah satu pejabat pada Pemerintah Desa Honitetu
dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan berdasarkan Keputusan
Kepala Desa Honitetu Nomor : 141/02, Tentang Pengangkatan Kepala Seksi
Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Kepala Seksi Pelayanan Pada
Pemerintah Desa Honitetu, Tertanggal 17 Juni 2017, dan sampai dengan
ditetapkannya yang bersangkutan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU
Provinsi Maluku pada tanggal 20 September 2018, yang bersangkutan tidak
pernah menyampaikan/memasukan permohonan pengunduran diri dari jabatan
sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan pada Pemerintah Desa Honitetu.

Bahwa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 20
September 2018 dengan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat
Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar
Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun
2019, ada informasi yang berkembang di masyarakat bahwa Saudara Moksen
Attamimi, ST, yang ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD
Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) DAPIL V
Nomor Urut 2, masih aktif sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan hasil investigasi serta dengan merujuk ketentuan
Pasal 240 Ayat (1) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Jo Pasal 27
Ayat (2) dan Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018,
maka terhadap Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram
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Bagian Barat, diduga telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan Pemilu yang di duga dilakukan oleh :

1. Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat,

2. Saudara Jakob Nelson Silaka, SH dalam kedudukan sebagai Calon
Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat
Nasional (PAN) DAPIL I, Nomor Urut 1,

3. Saudara Moksen Attamimi, ST, dalam kedudukan sebagai Calon Anggota
DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN),
Dapil V Nomor Urut 2.

4. Saudari Suhartini. N. Silaka dalam kedudukan sebagai Calon Anggota
DPRD Provinsi Maluku dari Partai Nasdem pada Daerah Pemilihan (DAPIL)
Maluku V, Nomor Urut 4 (empat).

Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa
temuan yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd dan Rahan Nurlette,
S.Pd memenuhi memenuhi syarat formil dan materil. Temuan dugaan
pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/TM/PL/ADM/Kab/31.05/X1/2018.
Bahwa temuan dugaan pelanggaran Administrasi yang ditemukan oleh saudara
Hijra Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd selanjutnya diteruskan ke
Bawaslu Provinsi Maluku untuk disidangkan.

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah menerima
Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 1 (satu)
laporan dengan rincian sebagai berikut :

h) Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh
saudara La Ode Tasman pada tanggal 24 April 2019. Materi laporan
yang diajukan oleh saudara La Ode Tasman adalah sebagai berikut
terkait Tidak Diberikannya Sertifikat Salinan Hasil Penghitungan
Suara Kepada Saksi Partai Politik Setelah Proses Perhitungan
Suara oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano
Selatan Kecamatan Huamual Belakang. Pelapor (La Ode Tasman)
mengetahui dugaan pelanggaran ini ketika diberitahukan oleh saksi
partai bahwa pada saat proses Pemilu, setelah selesai dilakukan

pemilihan, saksi partai hendak mengambil formulir Sertifikat Hasil
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Perhitungan Suara Model C1, tetapi saksi tidak diberikan. Menurut
KPPS TPS 5 Desa Buano Selatan, bahwa nanti kembali karena
belum selesai disalin, tetapi setelah saksi kembali untuk meminta
formulir Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1, saksi tidak
juga diberikan formulir Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1
tersebut sampai hari ini ketika laporan ini disampaikan.

Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat
laporan yang diajukan oleh saudara La Ode Tasman memenuhi
memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran
diregistrasi dengan nomor 008/LP/PL/Kab/31.05/1V/2019. Setelah
laporan diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat
selanjutnya laporan Nomor : 008/LP/PL/Kab/31.05/1V/2019
dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram

Bagian Barat. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan

oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan

kajian dengan hasil kajian menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Laporan Nomor : 008/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019, yang
dilaporkan oleh Pelapor (La Ode Tasman) dengan Terlapor
Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa
Buano Selatan terkait Tidak Diberikannya Sertifikat Salinan Hasil
Penghitungan Suara Kepada Saksi Partai Politik Setelah Proses
Pergitungan Suara oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang

Desa Buano Selatan Kecamatan Huamual Belakang.

2. Bahwa waktu ditemukannya peristiwa terkait Tidak Diberikannya
Sertifikat Salinan Hasil Penghitungan Suara Kepada Saksi Partai
Politik Setelah Proses Pergitungan Suara oleh KPPS TPS 05
Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kecamatan Huamual
Belakang, yang dilaporkan pada tanggal 24 April 2019 dan
waktu diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada tanggal 25 April 2019,
maka antara waktu ditemukan dan waktu ditetapkan sebagai

temuan untuk ditindaklanjutibelum melewati tenggat waktu
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sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 454 Ayat (5)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum.

3. Bahwa Terlapor (Ketua dan Anggota KPPS 05 Dusun Pasir
Panjang) dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemungutan
suara di tingkat TPS pada TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa
Buano Selatan pada tanggal 17 April 2019 yang lalu.

4. Bahwa unsur pasal yang terkandung dalam ketentuan Pasal 506
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, maka Unsur-Unsur dalam pasal
ketentuan pidana dimaksud adalah sebagai berikut : (1) Setiap
Anggota KPPS/KPPSLN, (2) Yang dengan sengaja, (3) Tidak
memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara
pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil
penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas
TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS
sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 ayat (2), Jo pasal 390
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, maka secara hukum TELAH TERPENUHI.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran
pidana Pemilu Nomor Register 008/LP/PL/Kab/31.05/1V/2019
tersebut diatas dilakukan Pembahasan Tahap Il pada Sentra
Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat. Dan laporan ini telah
dihentikan karena ketika dilakukam Pembahasan Tahap Il pada
Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, Penyidik dan
Jaksa menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur
tindakan pidana pemilu dan karena tidak ada unsur kesengajaan
yang dilakukan oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa
Buano Selatan untuk tidak memberikan salinan C1-Sertifikat
tersebut karena memang salinan Cl-sertifikat tersebut tidak

terdapat dalam kotak suara ketika didistribusi.
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d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan

penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana

Pemilu, sebanyak 5 (lima) temuan dengan rincian sebagai berikut :

1.

Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara M.
Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH (staf
Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 21
Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor
004/TM/PL/Kab/31.05/1/2019 pada tanggal 21 Januari 2019.
Materi temuan oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip dan
saudara Tamrin Hitimala, SH adalah sebagai berikut terkait
Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan
Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan
Kampanye Pemilihan Umum dan Dugaan Keikutsertaan
Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan

Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran
pidana Pemilu Nomor Register 004/TM/PL/Kab/31.05/1/2019
tersebut diatas telah ditangani pada Sentra Gakkumdu
Kabupaten Seram Bagian Barat, serta telah disidangkan dan
diputuskan di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Piru.

Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara
Frans Malakausea dan saudara Husen Lussy, S.Sos (staf
Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 28
Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor
005/TM/PL/Kab/31.05/1/2019 pada tanggal 28 Januari 2019.
Materi temuan oleh saudara Frans Malakausea dan saudara
Husen Lussy, S.Sos adalah sebagai berikut terkait Dugaan
Tindak  Pidana Pemilihan Umum  Terkait dengan
Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan
Kampanye Pemilihan Umum dan Dugaan Keikutsertaan
Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan

Umum.
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Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran
pidana Pemilu Nomor Register 005/TM/PL/Kab/31.05/1/2019
tersebut diatas telah ditangani pada Sentra Gakkumdu
Kabupaten Seram Bagian Barat, serta telah disidangkan dan
diputuskan di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Piru.

Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara
Robert A. Ruspanah (PTPS 19 Dusun Kelapa Dua Desa
Kairatu) pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister
dengan nomor 007/TM/PL/Kab/31.05/1V/2019 pada tanggal 23
April 2019. Materi temuan oleh saudara Robert A. Ruspanah
adalah sebagai berikut, Dugaan Tindak Pidana Pemilihan
Umum Terkait menggunakan C6 milik orang lain untuk
melakukan pencoblosan di TPS 19 Dusun Kelapa Dua Desa

Kairatu.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran
pidana Pemilu Nomor Register 007/TM/PL/Kab/31.05/IV/2019
tersebut diatas telah ditangani pada Sentra Gakkumdu
Kabupaten Seram Bagian Barat, serta telah disidangkan dan
diputuskan di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Piru.

Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara
Samy Jeky Luhukay (Ketua Panwaslu Kecamatan Kairatu)
pada tanggal 2 Mei 2019 dan telah diregister dengan nomor
009/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 pada tanggal 2 Mei 2019. Materi
temuan oleh saudara Samy Jeky Luhukay adalah sebagai
berikut, Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Terkait
melakukan perubahan angka-angka di dalam Form C1-Palno

untuk menguntungkan salah satu Caleg.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran
pidana Pemilu Nomor Register 009/TM/PL/Kab/31.05/V/2019
tersebut diatas sementara ditangani pada Sentra Gakkumdu
Kabupaten Seram Bagian Barat. Bahwa temuan dugaan

pelanggaran tersebut diatas, sementara dilakukan penyidikan
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oleh penyidik yang diperbantukan pada Sentra Gakkumdu
Kabupaten Seram Bagian Barat.

5.  Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara M.

Gamsur Usemahu, S.Ip (Staf Bawaslu Kabupaten Seram
Bagian Barat) pada tanggal 13 Mei 2019 dan telah diregister
dengan nomor 10/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 pada tanggal 13
Mei 2019. Materi temuan oleh saudara M. Gamsur Usemahu,
S.Ip adalah sebagai berikut terkait Dugaan Tindak Pidana
Pemilihan Umum dengan Menambahkan atau Mengurangi
suara Peserta Pemilu di Desa Buano Utara pada Pada
Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan
Huamual Belakang.
Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran
pidana Pemilu Nomor Register 10/TM/PL/Kab/31.05/V/2019
tersebut diatas sementara ditangani pada Sentra Gakkumdu
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan telah dilimpahkan ke
penyidik pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian
Barat pada tanggal 31 Mei 2019 untuk dilakukan penyidikan.

e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan
penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas
ASN, sebanyak 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut :

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh saudara M.
Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH (staf
Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 21
Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor
004/TM/PL/Kab/31.05/1/2019 pada tanggal 21 Januari 2019.
Materi temuan oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.lp dan
saudara Tamrin Hitimala, SH adalah sebagai berikut terkait
Dugaan Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan
Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan

pelanggaran Netralitas ASN Nomor Register
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004/TM/PL/Kab/31.05/1/2019 tersebut diatas telah diteruskan ke

Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN).

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh saudara
Frans Malakausea dan saudara Husen Lussy, S.Sos (staf
Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 28
Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor
005/TM/PL/Kab/31.05/1/2019 pada tanggal 28 Januari 2019.
Materi temuan oleh saudara Frans Malakausea dan saudara
Husen Lussy, S.Sos adalah sebagai berikut terkait Dugaan
Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye
Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan
pelanggaran Netralitas ASN Nomor Register
005/TM/PL/Kab/31.05/1/2019 tersebut diatas telah diteruskan ke
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah menerima
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebanyak 1
(satu) permohonan dengan rincian sebagai berikut:

Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Ketua
dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan
dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Seram Bagian Barat
dan telah diregister dengan Nomor: 001/PS.Reg/31.05/1X/2018.

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor
001/PS.Reg/31.05/1X/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi
sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil

mencapai kesepakatan, dan dituangkan dalam BA tidak tercapai

Kesepakatan Mediasi, sehingga dilanjutkan dengan sidang

adjudikasi yang telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, dengan

putusan yang pada pokoknya memutuskan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Seram Bagian Barat Nomor 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-
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Kab/1X/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat masih tetap
berlaku. (Bukti PK.32.6-15, Bukti PK.32.6-16, Bukti PK.32.6-17,
Bukti PK.32.6-18, Bukti PK.32.6-19, Bukti PK.32.6-20 Bukti
PK.32.6-21, Bukti PK.32.6.22, Bukti PK.32.6-23, Bukti PK.32.6-
24, Bukti PK.32.6-25, Bukti PK.32.6-26, dan Bukti PK.32.6-27).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu untuk

mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti
PK.32-16, bukti PK.32-23 sampai dengan tanda bukti PK.32-55, bukti P.32-22, dan
bukti PK.32.10-1 sampai dengan bukti PK.32.10-6 dan bukti PK.32-187 (Daerah
Pemilihan DPRD Provinsi Maluku 3 dan Daerah Pemilihan DPRD Kota Ambon 2),

sebagai berikut:

Bukti PK.32-16
Bukti PK.32-23

3.  Bukti PK.32-24

4.  Bukti PK.32-25

5. Bukti PK.32-26

6. Bukti PK.32-27

Bukti PK.32-28

. Fotokopi DC-KPU (DC1-DPRD Provinsi Maluku);
: Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten

Maluku Tengah Nomor 144/Bawaslu-Malteng/PM.00.
02/X1/2018;

: Fotokopi Form A Pengawasan dari Panita Pengawas

Kecamatan Leihitu Terkait Pencermatan DPTHP II;

. Fotokopi Berita Acara Nomor:

232/BA/81/PROV/IV/I2019 tentang Rapat Pleno
Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan Ketiga (DPTHP IIl) tingkat Provinsi Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019;

. Fotokopi Form A Pengawasan dari Panita Pengawas

Kecamatan Leihitu terkait pengawasan terhadap

pemilih DPT Ganda pada Desa Mamala;

: Fotokopi Form A Pengawasan dari Panita Pengawas

Kecamatan Leihitu terkait pengawasan terhadap
pemilih DPT Ganda pada Desa Morela;

. Fotokopi Form A Pengawasan dari Pengawas TPS 1 —

TPS 17 Desa Larike, Kecamatan Leihitu Barat;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Bukti PK.32-29

Bukti PK.32-30

Bukti PK.32-31

Bukti PK.32-32

Bukti PK.32-33

Bukti PK.32-34

Bukti PK.32-35

Bukti PK.32-36

Bukti PK.32-37

Bukti PK.32-38

Bukti PK.32-39

Bukti PK.32-40

Bukti PK.32-41

Bukti PK.32-42

Bukti PK.32-43

. Fotokopi

. Fotokopi

. Fotokopi

. Fotokopi
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Form A Pengawasan dari Pengawas
Kecamatan Leihitu untuk Desa Asilulu Terkait Proses
Pemungutan Suara;

Form A Pengawasan dari Pengawas
Kecamatan Leihitu untuk Desa Morela Terkait Proses
Pemungutan Suara;

Form A Pengawasan dari Pengawas
Kecamatan Leihitu untuk Desa Mamala Terkait Proses
Pemungutan Suara;

Model

Formulir DA-1 DPRD Provinsi

Kecamatan Amahai;

. Fotokopi Formulir Model DA-KPU (DA1-DPRD Provinsi

Kecamatan Teon Nila Serua);

: Fotokopi Formulir Model DA-KPU (DA1-DPRD Provinsi)

Kecamatan Seram Utara;

: Fotokopi Formulir Model DA-KPU (DA1-DPRD Provinsi

Kecamatan Banda);

: Fotokopi Formulir Model DA-KPU (DA1-DPRD Provinsi

Kecamatan Tehoru);

: Fotokopi Formulir Model DA-KPU (DA1-DPRD Provinsi

Kecamatan Saparua);

: Fotokopi  Formulir  Model DA1-DPRD  Provinsi
Kecamatan Pulau Haruku;

: Fotokopi  Formulir  Model DA1-DPRD Provinsi
Kecamatan Salahutu;.

: Fotokopi  Formulir  Model DA1-DPRD  Provinsi
Kecamatan Leihitu;

: Fotokopi  Formulir Model DA1-DPRD Provinsi
Kecamatan Nusalaut;

. Fotokopi  Formulir  Model DA1-DPRD  Provinsi

Kecamatan Kota Masohi;

: Fotokopi Formulir Model DA-KPU (DA1-DPRD Provinsi

Kecamatan Seram Utara Barat);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Bukti PK.32-44

Bukti PK.32-45

Bukti PK.32-46

Bukti PK.32-47

Bukti PK.32-48

Bukti PK.32-49

Bukti PK.32-50

Bukti PK.32-51

Bukti PK.32-52

Bukti PK.32-53

Bukti PK.32-54

Bukti PK.32-55

Bukti PK.32-22

Bukti PK.32.10-1

Bukti PK.32.10-2

. Fotokopi

: Fotokopi Surat rekomendasi

. Fotokopi

. Fotokopi  Form
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: Fotokopi Formulir Model DA-KPU (DA1-DPRD Provinsi

Kecamatan Teluk Elpaputih);
Model
Kecamatan LEIHITU BARAT;

Formulir DA1-DPRD Provinsi

: Fotokopi Formulir Model DA-KPU (DA1-DPRD Provinsi)

Kecamatan Telutih;

. Fotokopi Formulir Model DA-KPU (DA1-DPRD Provinsi

Kecamatan Seram Utara Timur Seti);

: Fotokopi Formulir Model DA-KPU (DA1-DPRD Provinsi

Kecamatan Seram Utara Timur Kobi);

: Fotokopi  Formulir  Model DA1-DPRD  Provinsi
Kecamatan Saparua Timur;
: Fotokopi  Formulir  Model DB1-DPRD  Provinsi

Kabupaten Maluku Tengabh;

. Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Terkait

Rekapitulasi Penghitungan untuk Kabupaten Maluku
Tengah;
Bawaslu Kabupaten

Maluku Tengah nomor: 005/Bawaslu-Malteng/V/2019;

: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 61/PP .01.7-SD/8101/KPU-Kab/V/2019;

. Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten

Maluku Tengah Terkait Rekapitulasi Penghitungan

untuk Kecamatan Telutih;

. Fotokopi Surat KPU Nomor 77/PY.01.1-SD/8101/KPU-

Kab/V1/2019;

DB1-DPRD Provinsi Kabupaten Maluku

Tenggara,;

: Fotokopi Form Model DB1-DPRD KAB/KOTA (Dapil

Kota Ambon 2, Kota Ambon, Provinsi Maluku);

Model DA1-DPRD KAB/KOTA
(Kecamatan Sirimau, Dapil Kota Ambon 2, Kota
Ambon, Provinsi Maluku);
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38. Bukti PK.32.10-3 : Fotokopi Formulir B.2-Formulir Temuan (Panwas
Kecamatan Sirimau);

39. Bukti PK.32.10-4 : Fotokopi Formulir B.10 - Kajian Dugaan Pelanggaran
(Panwas Kecamatan Sirimau);

40. Bukti PK.32.10-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan
Umum Kota Ambon Nomor 43/PL.01.7-BA/8171/KPU-
KOT/IV/2019 tentang Keputusan Terhadap
Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;

41. Bukti PK.32.10-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Ambon Nomor 12/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-
KOT/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi
Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019;

42. Bukti PK.32-187 : Fotokopi Putusan Nomor 065/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/
2019, tanggal 21 Juni 2019.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),
Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat
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pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum;
[3.2] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai

pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-
Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,
bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T.001-MALUKU 3-DEMOKRAT-59-
14-31 dan bukti T.001-KOTA AMBON-DEMOKRAT-59-14-31] Provinsi Maluku
Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Dapil Maluku 3
DPRD Provinsi Maluku, dan Dapil Ambon 2 DPRD Kota Ambon, dengan demikian

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ UU MK,

Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) huruf
a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK
2/2018), Pemohon dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 268-
14-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dalam perkara PHPU anggota DPR dan
DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRD
Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 3 dan pengisian keanggotaan DPRD

Kota Ambon Daerah Pemilihan Ambon 2;
[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018
tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018
[vide bukti P-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-
Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta
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Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun
2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-3], Pemohon adalah salah satu
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14, dengan demikian
menurut Mahkamah, Pemohon berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 268-14-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 memiliki kedudukan

hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.4.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan perseorangan atas nama
Vinsensius Resubun yang diajukan berdasarkan Permohonan yang diterima
Mahkamah berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 129-14-
31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Termohon mengajukan eksepsi yang pada
pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
Permohonan a quo. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan

sebagai berikut:

[3.4.2] Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018)
mengatur bahwa pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah
perseorangan calon anggota DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah
memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal

atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;

[3.4.3] Bahwa Pemohon adalah Vinsensius Resubun yakni perseorangan calon
anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari Partai Demokrat. Sampai saat
tenggat waktu pengajuan perbaikan permohonan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul
12.00 WIB, Pemohon a quo tidak menyerahkan persetujuan secara tertulis dari ketua
umum dan sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk
mengajukan permohonan perselisihan dalam satu partai politik yang sama. Dengan
demikian, Pemohon a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Dengan
demikian, eksepsi Termohon beralasan menurut hukum, sehingga tenggang waktu
pengajuan permohonan, eksepsi lain dari Termohon, serta pokok permohonan
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sepanjang permohonan yang diajukan perseorangan atas nama Vinsensius Resubun

tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474

ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya
dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota
DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5.1] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1 =
Bukti T.001-MALUKU 3-DEMOKRAT-59-14-31 dan bukti T.001-KOTA AMBON-
DEMOKRAT-59-14-31]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh
Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal
24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB,;

[3.5.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan
hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan
umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019
pukul 01.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
268-14-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan
demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Eksepsi
[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,

Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada

pokoknya bahwa permohonan tidak jelas atau kabur, karena dalam petitum
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permohonannya Pemohon mencantumkan Dapil Maluku Tengah dan renvoi Petitum
yang semula Dapil Kota Ambon 2 menjadi Dapil Sirimau 2. Terhadap eksepsi

tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Provinsi Dapil Maluku 3

Bahwa Pemohon dalam posita permohonan halaman 9 menyebutkan
Dapil yang dipersoalkan adalah Dapil untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Dapil
Maluku 3, sementara Petitum permohonan halaman 13 menyebutkan Dapil untuk

pengisian pemilihan anggota DPRD Provinsi Dapil Maluku Tengah;

Bahwa selain ketidaksesuaian Dapil yang dipersoalkan tersebut di atas,
Pemohon dalam posita permohonannya tidak menyandingkan perolehan suara yang
benar menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon serta tidak
menguraikan locus perselisihan suaranya, apakah perbedaan tersebut terjadi
dalam penghitungan di tingkat TPS, atau perubahan suara di tingkat PPK, atau
perubahan suara di tingkat KPU kabupaten, atau perubahan suara di tingkat KPU
Provinsi. Selain itu, Pemohon juga tidak mendalilkan berapa perolehan suara yang
benar menurut Pemohon pada setiap tingkatan tersebut.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, Posita permohonan
Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b
angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, khususnya
Lampiran | PMK 6/2018 mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan
suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
dengan menguraikan dalil kesalahanan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian
dimuat dalam Petitum;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon,
Mahkamah tidak menemukan uraian dalam posita Pemohon sebagaimana
dimaksudkan dalam ketentuan di atas, sehingga permohonan Pemohon tidak
memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil
Maluku 3 haruslah dinyatakan kabur, oleh karena itu ekspesi Termohon beralasan

menurut hukum;
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DPRD Kota Dapil Ambon 2

Bahwa Pemohon dalam posita permohonan halaman 14 sampai dengan
halaman 21 tidak menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
dan perolehan suara menurut Termohon serta tidak menguraikan locus perselisihan
suaranya, apakah perbedaan tersebut terjadi dalam penghitungan di tingkat TPS,
atau perubahan suara di tingkat PPK, atau perubahan suara di tingkat KPU
kabupaten, atau perubahan suara di tingkat KPU Provinsi. Selain itu, Pemohon
juga tidak mendalilkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon
pada setiap tingkatan tersebut.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, Posita permohonan
Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b
angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, khususnya
Lampiran | PMK 6/2018 mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan
suara menurut Termoohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian
dimuat dalam Petitum;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon,
Mahkamah tidak menemukan uraian dalam posita Pemohon sebagaimana
dimaksudkan dalam ketentuan di atas. sehingga permohonan Pemohon tidak
memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk DPRD Kota Dapil Kota
Ambon 2 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur, oleh karena itu ekspesi

Termohon beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan untuk

sebagian sepanjang permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi

lain Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
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[4.2] Pemohon perseorangan atas nama Vinsensius Resubun tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Pemohon sebagai Partai Politik memiliki Kedudukan Hukum untuk
mengajukan permohonan a quo;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur
beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.7] Eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan Pemohon tidak

dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota,
Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, |
Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan
belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu
sembilan belas, selesai diucapkan pukul 23.39 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,
Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, | Dewa
Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri
oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas

Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Manahan M.P. Sitompul
ttd ttd

Saldi Isra Arief Hidayat
ttd ttd

Enny Nurbaningsih | Dewa Gede Palguna
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ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd
Winda Wijayanti
Panitera Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Mubhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Digital Signature Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
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